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Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:
Huruf
Arab Nama Huruf Latin Nama




ب ba b be
ت ta t te
ث s\a s\ es (dengan titik diatas)
ج jim j je
ح h}a h} ha (dengan titik di
bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ z\al z\ zet (dengan titik di
atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik dibawah)
ض d}ad d} de (dengan titik di
bawah)
ط t}a t} te (dengan titik dibawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
xiii
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ﻫـ ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
ى ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda (’).
2. Vokal dan Diftong
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a َا
kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا
xiv
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
4. Ta marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau
mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah dan ya ai a dan i َْﻰـ


















a dan garis di
atas
i dan garis di
atas




Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
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Tesis  ini membahas “Kontribusi Tanah Wakaf Produktif sebagai Sumber
Ekonomi Umat di Kec. Tellu Siattinge Kabupaten Bone”. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bentuk pengelolaan tanah wakaf produktif di Kec. Tellu
Siattinge Kabupaten Bone, untuk mengetahui kontribusi seberapa besar kontrbus
tanah wakaf produktif kepada umat di Kec. Tellu Siattnge Kabupaten Bone, dan
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya meningkatkan
kontribusi tanah wakaf produktif sebagai sumber ekonomi umat.
Peneliti mengambil lokasi di Kec.Tellu Siattinge Kabupaten Bone dengan
teknik pengumpulan data riset lapangan dengan teknik  observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, sosiologis, ,
ekonomi islam, dan manajemen. Adapun sumber data dipilih secara purposive dan
bersifat snowball sampling. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan tanah wakaf di Kec. Tellu
Siattinge adalah berupa persawahan yang dikelola oleh Imam Desa setempat. Hasil
dari tanah tersebut yang berupa padi, sebagai upah/imbalan kepada imam desa yang
telah mengabdi kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, yang oleh masyarakat
disebut akkinanrengenna imangnge. Tanah wakaf produktif di Kecamatan Tellu
Siattinge belum memberikan kontribusi yang maksimal sebagai sumber ekonomi
umat. Kontribusi tanah wakaf produktif dapat dilihat dari hasil 30 informan melalui
wawancara diperoleh 4 informan yang menyatakan memberikan kontribusi dan 26
informan menyatakan tidak memberikan kontribusi. Kontribusi tanah wakaf
produktif dapat dilihat dari pendapatan Imam Desa yaitu sebesar 3,95% kontribusi
tanah wakaf terhadap pendapatan Imam Desa dan melalui pengeluaran rata-rata
perkapita sebulan keluarga Imam Desa sebesar 14,12%. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kontribusi tanah wakaf di Kec. Tellu Siattinge adalah pengelolaan
tanah wakaf yang masih tradisional, sengketa status tanah wakaf, kondisi dan lokasi
tanah yang jauh dari pemukiman masyarakat, tujuan wakaf, nadzir yang kurang
berkompeten, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanah wakaf produktif.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi tanah wakaf di Kecamatan Tellu
Siattinge adalah pengelolaan tanah wakaf, status tanah wakaf, kondisi dan lokasi
tanah, tujuan wakaf, nadzir (pengelola wakaf), masyarakat. Upaya peningkatan
kontribusi tanah wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge adalah penyelesaian sengketa
wakaf, sosialisasi, peningkatan kualitas nadzir, merubah peruntukan harta wakaf,
bantuan modal dengan memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif
dan memanfaatkan donasi perusahaan, istibda>l harta wakaf, perubahan pengelolaan
tanah wakaf.
Implikasi dari penelitian ini yaitu Melalui tanah wakaf produktif diharapkan
mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi, terutama
yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat. Bagi Kementrian Agama
Kabupaten Bone, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau acuan
pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan kontribusi tanah wakaf
produktif sebagai sumber ekonomi umat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah swt. dan hadist Nabi
Muhammad saw. yang disampaikan kepada umat manusia adalah mencakup seluruh
kehidupan baik hubungan antara makhluk dengan Tuhan-Nya, demikian juga
hubungan antara manusia dengan sesamanya serta alam sekitarnya.1 Ciri utama
dalam ideologi Islam adalah tidak menimbulkan konflik dan tidak memisahkan
kehidupan spritual dan material, mencakup seluruh unsur kehidupan baik secara
individual maupun sosial. Karakter demikian akan membentuk pola-pola yang benar
dalam berkehidupan. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu tersendiri2 juga merupakan
bagian integral dalam agama Islam sehingga secara inheren merupakan konsekuensi
logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri.
Ekonomi Islam  bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat secara adil
dan seimbang, karena  dengan landasan ini para pihak yang terlibat dalam proses
ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain,3 dan untuk
1Q.S. al-Ma>idah/5:  3.
2Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku
manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di
dalam kerangka syariah Islam. Lihat: Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics (Jakarta:
Bumi Aksara, 2009), h. 1. Perbedaan antara mendasar ekonomi Islam dan ekonomi konvensional
adalah ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai al-Fala>h} di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi
konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan
mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di
dunia saja. Lihat: Mustafa Edwin Nasution, et al., eds., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam
(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 8-10.
3Euis Amalia, Keadilan Distributif  dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2009), h. 357.
2melindungi hak-hak individu  dalam masyarakat dan untuk meningkatkan
kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.4 Nilai-nilai moral menjadi bagian
fundamental bagi kegiatan ekonomi.
Ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang
bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara
aspek moral dan material dalam kehidupan manusia.  Apabila aspek moral
dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang
berfungsi menjaga kestabilan  dan keseimbangan dalam sistem sosial. Di samping
itu, apabila kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi tidak mempunyai
batas-batas moral dan menuju pada materialis, yang mengakibatkan goyahnya
kestabilan ekonomi masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan menghadapi
persaingan dan permusuhan, hilangnya sikap saling bekerja sama dan berkasih
sayang dan akhirnya membawa kehancuran dan kekacauan pada masyarakat.5
Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan konsep hukum dan sosial. Keadilan
sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi faktor
kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut
ajaran Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota
masyarakat, tetapi sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan
kemampuannya.6
4Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (Tazkia Institute,
2000), h. 50.
5Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 13-
14.
6Departemen Agama, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta:
Departemen Agama, 2006), h. 1-2.
3Mencermati fenomena dewasa ini, ketimpangan ekonomi terjadi di berbagai
bidang, yaitu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, sektor dengan
sektor, wilayah dengan wilayah, dan negara dengan  negara.  Fenomena ini akan
semakin mengusik rasa ketidakadilan ekonomi bagi kalangan miskin pada
umumnya.7
Jika dicermati lebih jauh lagi, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa
bertambahnya jumlah penduduk yang berkehidupan di bawah garis kemiskinan
bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah
penduduk, akan tetapi persoalan distribusi yang kurang merata serta rendahnya rasa
kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat. Lingkaran kemiskinan yang
terbentuk dalam masyarakat lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya
untuk mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil,
sistematis, dan komprehensif, dan bukan hanya bersifat parsial dan sesaat.
Dalam doktrin Islam dijelaskan bahwa hal yang paling subtansial dari
bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan
nilai-nilai keadilan dan keseimbangan alokasi sumber daya potensi bagi masyarakat.8
Hal ini telah terangkum dalam beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk
7Individu dengan individu, yaitu lahir sebagai akibat keserakanan individu yang lebih kuat,
dan lebih mampu dalam banyak aspek, sehingga menimbulkan eksploitasi sumber daya yang tidak
seimbang. Kelompok dengan kelompok, yaitu sekelompok orang kuat, membangun kerjasama dalam
bisnis, agar lebih kuat dalam menguasai sumber daya ekonomi tanpa peduli terhadap kelompok lemah
lain yang jumlahnya banyak. Sektor dengan sektor, yaitu ketimpangan yang terjadi sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari ketimpangan kelompok, dimana sektor yang kuat dikelola dengan teknologi
maju, berhadapan dengan sektor yang lemah yang dikelola secara tradisional. Wilayah dengan
wilayah yaitu setiap wilayah memiliki kultural dan struktural yang berbeda, sehingga lahirlah wilayah
yang kuat dapat mengeksploitasi wilayah yang lebih lemah. Negara dengan negara, yaitu dengan
adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya
teknologi, menimbulkan pengeksplotasian terhadap negara lemah. Lihat: Hasan Edy, Indahnya
Ekonomi Islam (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4-5.
8Euis Amalia, op. cit., h. 116-117.
4mendistribusikan  sebagian harta seseorang dan untuk kepentingan sosial atau
kemaslahatan umat, yang salah satu lembaga yang dimaksud adalah wakaf.
Wakaf adalah lembaga yang berperan penting dalam  perkembangan
masyarakat Islam baik dalam bidang keagamaan maupun pendidikan, ekonomi dan
sosial. Wakaf yang didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk
kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama memiliki fungsi ritual
(‘ubu>diyah) dan sosial (kemasyarakatan). Fungsi ritual wakaf adalah sebagai
implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal saleh yang dapat
diharapkan menjadi bekal hidup di akhirat yang mengalir pahalanya terus menerus
walaupun yang bersangkutan telah meningal dunia, sedangkan fungsi sosialnya
sebagai bentuk solidaritas yang dapat diharapkan menjadi instrumen yang
kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (dana abadi).
Wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat
kental  dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid, yaitu segala sesuatu yang tertuju
pada keyakinan terhadap keesan Tuhan harus dibarengi  dengan kesadaran akan
perwujudan keadilan sosial.9 Wakaf merupakan ibadah ma>liyah yang erat kaitannya
dengan pembangunan kesejahteraan umat, serta merupakan ibadah yang bercorak
sosial ekonomi, dan hal ini telah dibuktikan dalam sejarah Islam abad pertengahan.
Tanah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan kelanjutan hidup
manusia. Siapa dan dimana pun, seseorang akan selalu membutuhkan tanah,
sehingga tanah termasuk kebutuhan primer yang melekat dengan kehidupan itu
sendiri. Paradigma pemahaman masyarakat Indonesia terhadap tanah menjadi sangat
9Departemen Agama, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia
(Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 8.
5penting ketika dihubungkan dengan perkembangan penduduk seperti sekarang ini.
Penyediaan tanah baik sebagai tempat pemukiman, lahan pertanian atau sebagai
areal pembangunan  akan menempati persoalan pokok dan akan selalu menjadi salah
satu persoalan sosial yang cukup peka, sehingga secara ideologis pemberdayaan
wakaf tanah untuk kesejahteraan umat manusia mendapati urgensinya.10
Wakaf tanah yang dikelola secara produktif merupakan salah satu instrumen
ekonomis yang berdimensi sosial dan sebagai konsekuensi logis dari sistem
pemilikan dalam Islam. Pengertian tersebut sesuai dengan ayat al-Qur’an:
                   
Terjemahnya:
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya;
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.11
Tanah wakaf bila ditinjau dari sudut pandang ekonomi, telah memiliki
potensi untuk diberdayakan dan menghasilkan barang/jasa. Hal ini disebakan karena
tanah wakaf merupakan salah satu faktor-faktor produksi12. Pengelolaan tanah wakaf
produktif dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang dan jenis usaha, seperti untuk
jenis lokasi tanah perbukitan dapat dilaksanakan jenis usaha tempat usaha,
penyulingan air mineral, dan home industry. Jenis lokasi tanah pinggir jalan raya
dapat dilaksanakan jenis usaha seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen,
dan gedung pertemuan. Jenis lokasi tanah dekat keramaian dapat dilaksanakan jenis
10Ibid., h. 11-12.
11Q.S. al-Ma>idah /5: 120.
12Faktor-faktor produksi (factors of production) adalah macam-macam alat diklasifikan
secara umum, yang secara dikombinasi menghasilkan pertambahan kekayaan. Tanah, tenaga kerja,
dan modal usaha dianggap sebagai faktor-faktor produksi. Seringkali ditambahkan faktor produksi
keempat yaitu manajemen.  Winardi, Kamus Ekonomi (Bandung: Alumni, 1982), h. 141.
6usaha pertokoan, rumah makan, bengkel, warung, dan klinik. Seluruh pengelolaan
tanah wakaf produktif bergantung kepada pengamatan situasi lingkungan secara
cermat.
Melihat kecenderungan yang begitu potensial, dan terutama dengan melihat
perkembangan pengelolaan wakaf yang ada di negara-negara lain, maka kesempatan
yang sama juga bisa diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan negara lain
yang mayoritas berpenduduk mayoritas muslim, wakaf dikembangkan sebagai salah
satu alternatif dan instrumen yang cukup memadai dalam mensejahterahkan umat.
Pengelolaan wakaf di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim tak
semaju negara-negara lain, seperti Mesir, Aljazair, Sudan Kuwait, dan Turki.
Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) jumlah seluruh tanah wakaf di
Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 416.991 lokasi, dengan luas 2. 175.238.267,02
m2.13 Jumlah luas tanah yang begitu luas telah menjadi  faktor produksi yang siap
untuk diberdayakan, akan tetapi faktor produksi lain (tenaga kerja/nazhir14 dan
modal/bahan-bahan pembantu) belum mampu berkombinasi secara optimal, sehingga
hasilnya belum dapat dirasakan oleh seluruh umat.
Uraian di atas menunjukkan betapa besar peranan wakaf yang dapat
disumbangkan untuk kepentingan masyarakat, baik dalam memfasilitasi kegiatan
keagamaan dan sosial maupun kegiatan-kegiatan akademik. Namun di Indonesia
13Muhammad Zainal Abidin, Menyulap Aset Wakaf Menjadi Produiktif,
http://www.masbied.com/2010/06/06/menyulap-aset-wakaf-menjadi-produktif/, diakses pada tanggal
21 Juli 2011.
14Beberapa artikel dan buku ada dua macam penulisan kata “naz|ir” yaitu “nazhir” dan
nadzir”. Penulisan kata “nazhir” dalam proposal ini mengacu kepada Undang-undang Republlik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu, di
beberapa Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “nazhir” dan “nadzir” tidak ditemukan.
7faktanya lain, perwakafan saat ini menghadapi problem yang cukup rumit, karena
umumnya merupakan wakaf non produktif dan biaya operasionalnya terkesan
membebani masyarakat.
Menurut Imam Suhadi, wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam
yang sudah mapan. Ia termasuk kategori ibadah  kemasyarakatan yang posisinya
sangat penting sebagai modal dan sarana dalam mencapai kesejahteraan umat.
Namun demikian, telah banyak terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf, oleh
karenaya diperlukan suatu orientasi baru tentang wakaf.15
Peneliti memilih wakaf sebagai permasalahan yang akan diteliti dari seluruh
institusi atau instrumen ekonomi Islam, atas pertimbangan bahwa masih kurangnya
kontribusi ilmiah terhadap perkembangan dan pengelolaan tanah wakaf di Indonesia,
khususnya di Kabupaten Bone mengingat potensi setiap wilayah di Indonesia
berbeda, sehingga tidak mungkin bidang pengelolaan tanah wakaf di setiap daerah di
Indonesia sama. Institusi ekonomi Islam seperti bank, pegadaian, zakat, dan BMT
telah banyak dikelola oleh orang-orang praktis yang berkompeten sehingga
pengelolaannya sangat signifikan, lain halnya wakaf yang belum dikelola oleh orang-
orang yang berkompeten sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal
terhadap perekonomian masyarakat, ditambah lagi dengan profesi sebagai nazhir
(pengelola) sebagai pekerjaan sampingan. Selain itu, banyaknya tanah wakaf yang
belum dikelola secara produktif padahal tanah wakaf tersebut memiliki potensi
ekonomi yang besar, padahal pengelolaan wakaf utamanya wakaf tanah  telah
dibuktikan pada masa kejayaan Islam, yang kemudian di beberapa negara seperti
Turki, India, dan Saudi Arabia mampu mengelola secara efektif, sehingga perlu
kontribusi pemikiran dalam memecahkan masalah tersebut.
15Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa,
2002), h.135-136.
8Peneliti memilih wakaf tanah sebagai objek penelitian atas pertimbangan
bahwa tanah adalah salah satu faktor produksi. Segala kegiatan usaha berorientasi
profit pada dasarnya membutuhkan lahan sebagai tempat kegiatan usaha. Selain itu,
tanah jika dikelola sebagai lahan pertanian maka akan memberikan manfaat bagi
manusia.
Adapun peneliti lebih memilih kepada kontribusi wakaf tanah produktif atas
pertimbangan bahwa secara historis pelaksanaan dan pengaturan perwakafan tanah
di Indonesia telah lama dilaksanakan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.16
Selain itu, perlu pendalaman lebih lanjut tentang elemen tanah wakaf produktif,
yaitu faktor-faktor produksi wakaf tanah, yaitu tanah, sumber daya manusia
(nazhir), modal, serta alat yang digunakan dalam menunjang kegiatan.
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji pengelolaan
tanah wakaf di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan, yakni di wilayah Kabupaten
Bone. Adapun alasan peneliti memilih Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian
atas pertimbangan bahwa berdasarkan data yang diperoleh tentang potensi pertanian
Sulawesi Selatan ditemukan bahwa Kabupaten Bone memiliki luas pertanian yang
luas dibandingkan kabupaten-kabupaten yang terdapat di Sulawesi Selatan.17
16Pelakasanaan dan pengaturan perwakafan tanah hak milik di Indonesia dapat dibagi dalam
tiga kurun, yaitu: 1. sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum kemerdekaan Republik
Indonesia, 2. sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, 3. setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sejak zaman dahulu persoalan tentang wakaf telah
diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber Hukum Islam.
Disamping itu oleh Pemerintah Kolonial dahulu telah pula dikeluarkan berbagai peraturan yang
mengatur tentang persoalan wakaf, diantaranya Surat Eferan Sekertaris Governemen pertama tanggal
31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang toezict op
den bouw van Muahammedaansche bedehuitzen. Lihat: Direktorat Jenderal Bimbingan Islam
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf, h. 1-7.
17Potensi Pertanian Sulawesi Selatan, Diposting tanggal: 17 Januari 2011,
http://www.sulsel.go.id/indo /statis-10-potensi-pertanian.html, diakses pada tanggal 5 Juli 2011.
9Selain uraian di atas, berdasarkan observasi awal pada bulan Mei 2011,
peneliti memperoleh data tanah wakaf sebanyak 818 lokasi bidang tanah wakaf
dengan luas keseluruhan  516.148,98 m2, dan dari jumlah luas keseluruhan tersebut
hanya 343.499,10 m2 yang bersertifikat.18 Jumlah keseluruhan tanah wakaf yang
bersertifikat tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk tempat ibadah dan
pendidikan, sedangkan wakaf produktif ada 3 (tiga) lokasi yang diperuntukkan untuk
persawahan dengan luas keseluruhan 8611 m2 yang hanya terdapat pada 1 (satu)
Kec. yaitu Kec. Tellu Siattinge.19
Mencermati berbagai keterangan dan penjelasan di atas, maka peneliti
bermaksud meneliti lebih jauh tentang kontribusi tanah wakaf  sebagai sumber
ekonomi umat.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti
memformulasikan rumusan masalah berdasarkan kepada malasah pokok, yakni:
bagaimana kontribusi tanah wakaf produktif sebagai sumber ekonomi umat di Kec.
Tellu Siattinge Kabupaten Bone.
Adapun masalah tersebut diuraikan menjadi tiga rumusan masalah, sebagai
berikut:
1. Bagaimana bentuk pengelolaan tanah wakaf produktif di Kec. Tellu Siattinge
Kabupaten Bone?
2. Seberapa besar kontribusi tanah wakaf produktif kepada umat di Kec. Tellu
Siattinge Kabupaten Bone?
18Kementrian Agama Kabupaten Bone, Rekapitulasi Pengelolaan Tanah Wakaf pada Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Bone, 13 Juni 2011.
19Kementrian Agama Kabupaten Bone, Data Tanah Wakaf Bersertifikat Tahun 2010, 17 Mei
2011.
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3. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya meningkatkan
kontribusi tanah wakaf produktif kepada umat di Kec. Tellu Siattinge
Kabupaten Bone?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kontribusi wakaf
tanah produktif sebagai sumber ekonomi umat di Kabupaten Bone. Pemberdayaan
yang tepat dari tanah wakaf akan mendorong terwujudnya kesejahteraan mayarakat
dalam bingkai ekonomi Islam.
Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-
permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:
a. Mengetahui bentuk pengelolaan tanah wakaf produktif di Kec. Tellu Siattinge
Kabupaten Bone.
b. Mengetahui seberapa besar kontribusi tanah wakaf kepada umat di Kec. Tellu
Siattinge Kabupaten Bone.
c. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya dalam meningkatkan
kontribusi tanah wakaf produksi kepada umat di Kec. Tellu Siattinge Kabupaten
Bone.
2. Kegunaan Penelitian
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
referensi sebagai khazanah ilmu pengetahuan terapan ekonomi Islam bagi
pemberdayaan potensi ekonomi tanah wakaf serta pengelolaannya.
Dalam praktis, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan sebuah konsep
pemberdayaan ekonomi Islam pada tanah wakaf produktif di Kabupaten Bone dalam
11
mewujudkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, agar menjadi pertimbangan dan
kajian  bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, untuk memantapkan langkah
berikutnya dalam mengelola tanah wakaf produktif.
D. Relevansi dengan Penelitian Sebelumnya
Beberapa karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan rujukan awal dalam
penelitian ini adalah:
Peran Nazhir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di
Kotamadya Palembang oleh Abdullah Gofar, tesis pada Program Pascasarjana
Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa sebagian masyarakat
beranggapan pekerjaan nazhir tanah wakaf  lebih banyak pada aspek ibadat, unsur
keikhlasan, dan kerelaan, sehingga pekerjaan sebagai nazhir dianggap sebagai
pekerjaan sampingan, dan bukan pekerjaan pokok. Hal ini berefek kepada
pengelolaan wakaf belum berpedoman dan dijalankan berdasarkan pada prinsip-
prinsip manajemen suatu organisasi dan pendayagunaan yang belum menyentuh
aspek-aspek ekonomi produktif.
Wakaf Tanah; Perwakafan Masyarakat Kabupaten Gresik dalam Perspektif
Empat Madzhab dan Hukum Positif oleh Abu Azam Al Hadi, tesis pada Program
Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini pada umumnya
membahas praktek perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Gresik
serta mengungkap fenomena yang menjadi problem penghambat berkembangnya
wakaf. Hasil penelitan ini ditemukan dalam pelaksanaan wakaf ada sebagian kecil
ahli waris waqif mencabut kembali wakaf tanah yang sudah diwakafkan oleh orang
yang mewakafkan. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat menjual wakaf tanah
milik masjid dan madrasah dengan alasan melanjutkan  pembangunan.
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Peranan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nazhir dalam Pengelolaan
Tanah Wakaf di Yogyakarta  Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf oleh Erfin Febrianyah, pada Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro. Secara umum, tesis ini menjabarkan peran nazhir dalam pengelolaan
wakaf tanah serta hambatan yang dihadapinya dalam pengelolaan tanah wakaf. Hasil
penelitian diperoleh bahwa pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan UU No. 41
Tahun 2004 tentang Wakaf memperoleh hasil dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Yogyakarta masih ada lokasi yang belum bersertifikat. Dari hasil tersebut
masih belum optimal dan perlu ditingkatkan kembali maka diperlukan adanya
kerjasama antara bagian wakaf dan ZIS dengan pihak lain dalam mengelola aset
tanah wakaf agar lebih dapat optimal, untuk tanah yang belum bersertifikat demi
kepastian hukum untuk segera disertifikatkan, perlu sosialisasi tentang peraturan
perwakafan kepada seluruh pimpinan yang ada diranting-ranting agar mengerti
pentingnya pensertifikatan tanah wakaf dan perlunya komputerisasi pengelolaan
harta wakaf agar lebih efektif.
Optimalisasi Penerapan Sistem Perwakafan dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Umat (Studi tentang Pengelolaan Wakaf di Kota Palopo) oleh Muh.
Shaleh Suratmin, pada Program Pascasarjana Universtitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar. Disertasi ini secara umum menjabarkan peluang dan tantangan
sistem pengelolaan wakaf berdasarkan analisis SWOT. Optimalisasi sistem
pemberdayaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan cara rekonstruksi wakaf
yang dipandang potensial untuk diproduktifkan, membuat rancangan tata kelola
pendistribusian, dan mencanangkan program sosialisasi wakaf utamanya wakaf tunai
yang belum banyak dikenal masyarakat. Hasil penelitian ini ditemukan ada beberapa
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faktor yang mempengaruhi optimalisasi sistem perwakafan dalam meningkatkan
kesejahteraan umat dengan menggunakan analisis SWOT.
Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, oleh
Ahmad Syaikhu pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang wakaf di Indonesia memiliki landasan operasional yang sangat kuat,
dan diharapkan akan terwujud model pembelajaran yang beroroentasi pemberdayaan,
sehingga hasil pengelolaan harta wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.
Selain itu, keberadaaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai payung bagi para
nazhir dan operasional pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi angin segar bagi
pelaksanaan wakaf produktif di Indonesia, paling tidak untuk tahap awal adalah
penertiban terhadap harta-harta wakaf disamping pemberdayaan wakaf ke depan.
E. Sistematika Penulisan
Hasil penelitian tesis ini akan dimuat dalam bentuk laporan deskriptif yang
terdiri dari lima bab dan dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun
garis besar isi tesis ini sebagai berikut:
Bab I sebagai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang alasan dan latar
belakang penelitian, disertai dengan identifikasi masalah untuk memperoleh
gambaran bahwa masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini memerlukan
pemecahan segera dan berguna bagi masyarakat. Kemudian dijelaskan pula
pembatasan dan perumusan masalah, agar pebelitian ini mendapat arah yang jelas
dan sistematis. Guna menghindari adanya salah penafsiran dan untuk membatasi
pembahasan dan lebih fokus, maka dijelaskan pula definisi operasional yang menjadi
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variabel dalam penelitian ini serta ruang lingkup penelitian. Tujuan dan kegunaan
penelitian diuraikan dalam bab pertama dan diakhiri dengan garis besar isi tesis.
Bab II sebagai kajian teoritis. Bab ini menguraikan tentang uraian umum
tentang wakaf, yang terdiri atas pengertian wakaf, landasan hukum wakaf, syarat
dan rukun wakaf. Selain itu, dijabarkan pula sejarah perwakafan tanah termasuk
undang-undang yang pernah berlaku sampai sekarang, serta dimensi ekonomi tanah
wakaf produktif.
Bab III sebagai metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metodelogi
penelitian yang digunakan, lokasi dan jenis penelitian, pendekatan penelitian,
sumber data, metode pengumpulan , teknik pengolahan, analisis data dan penyajian
keabasahan data.
Bab IV sebagai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini menguraikan
tentang bentuk pengelolaan tanah wakaf produktif di Kec. Tellu Siattinge,
kontribusi tanah wakaf produktif di Kec. Tellu Siattinge, dan upaya dalam
meningkatkan kontribusi tanah wakaf produktif sebagai sumber ekonomi di Kec.
Tellu Siattinge Kabupaten Bone.
Bab V sebagai penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian




A. Tinjauan Umum tentang Wakaf
1. Pengertian
Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “waqafa” yang berarti berhenti, berdiam
di tempat, atau menahan.1 Kata “waqafa, yaqifu, waqfan”, dalam bahasa Arab
merupakan sinonim dari kata “h}abasa, yah}bisu, h}absan” yang menurut bahasa juga
berarti menahan.2
Kata “wakaf” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) tanah negara
yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal. (2)
Benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum
(Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.3
Berikut ini beberapa pendapat para ulama tentang pengertian wakaf:
a. Abu> H>}ani>fah
Menurut Abu> H}ani>fah, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak
milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya
kembali kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjualbelikan oleh pemiliknya semula.
Bahkan menurut Abu> H}ani>fah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal
dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli
warisnya.4 Dengan demikian, menurut Abu> H}ani>fah, suatu wakaf akan berakhir
1Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta:
Krapyak, t.th), h. 2033-3034.
2Muh}ammad al-Kha>tib, al-Iqna>’ (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, t.th), h. 26.
3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Balai
Pustaka, 2002), h. 1266.
4Wahbah al-Zuh}aili>> >, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Juz. VII (Damaskus: Da>r al-Fikr:
1985), h. 169.
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dengan meninggalnya orang yang mewakafkannya, dan harta tersebut kembali
kepada ahli waris yang berhak. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan
wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap
sebagai hak milik wakif, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak,
baik sekarang maupun yang akan datang.5
Namun pada kondisi yang berbeda, menurut mazhab Hanafi wakaf itu tidak
dapat ditarik kembali oleh wakifnya jika terdapat alasan sebagai berikut:
1) Hakim memutuskan bahwa wakaf tetap. Hal ini terjadi jika ada
persengketaan antara wakif dan nazhir.
2) Hakim menggantungkan berlakunya wakaf pada kematian wakif. Misalnya
wakif berijab “Apabila saya wafat, maka saya wakafkan rumahku”, maka
wakaf itu harus dilaksanakan.
3) Apabila seseorang menjadikan wakafnya itu sebagai mesjid.6
b. Ima>m Malik
Menurut Ima>m Malik, wakaf adalah menjadikan harta wakif baik berupa
sewa atau hasilnya diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan
berjangka waktu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif.7
c. Ima>m Sya>fi’i>
Menurut Ima>m Sya>fi’i>, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil
manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik orang
5Ibid., h. 153-154.
6Ibid.
7Ibid., h. 155. Berdasarkan definisi ini, seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan
penggunaan harta bendanya tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk
tujuan kebaikan, dengan tetap kepemilikan harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya,
melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat
pengucapan s}i>gat wakaf.
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yang mewakafkan, serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh
agama.8
d. Ima>m Hambali
Menurut Ima>m Hambali, wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan
pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap
utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut,
sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri
kepada Allah.9 Berdasarkan definisi ini, apabila wakaf sudah sah, maka harta yang
diwakafkan sudah bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Hal ini senada yang
dikatakan oleh mazhab Syafii.
Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa
fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki subtansi pemahaman
yang serupa, bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat
bagi kemaslahatan umat, meskipun terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian
wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta itu bagi sang wakif.\
Adapun pengertian wakaf menurut Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 disebutkan:
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagain harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.10
8Al-Syarbaini, Mugni al-Muh}ta>j, Juz II (Mis}r: Must}afa> al-Ba>b al-H}ala>bi>, 1958), h. 376.
9Sayyid Ali> Fikri, al-Mu’a>malah al-Ma>diyah wa al-Adabiyah, Juz II (Mis}r: Must}afa> al-Ba>b
al-Hala>bi>, 1938), h. 304.
10Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 3.
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Peraturan perundangan di atas memiliki urgensi, yakni selain untuk
kepentingan ibadah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara
produktif untuk kepentingan sosial. Selain itu, untuk mengakomodir perbedaan para
imam mazhab tentang tetap atau tidaknya kepemilikan harta bagi sang wakif,  maka
definisi Undang-undang wakaf merangkum seluruh pandangan para imam mazhab.
Peneliti menganggap bahwa definisi dalam Undang-undang tersebut memberikan
kebebasan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya sesuai dengan
mazhab yang diyakininya, sehingga diharapkan pemberdayaan harta wakaf ke arah
produktif lebih meningkat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Landasan Hukum Wakaf
Para ulama pada umumnya menggunakan dalil al-Quran dan hadis yang
selama ini dipandang masyhur untuk dijadikan dasar hukum wakaf, meskipun dalil-
dalil yang dimaksud tidak secara tekstual menyebut kata wakaf, namun secara
kontekstual menggunakan pemaknaan wakaf, yaitu amalan dengan membelanjakan
sebagian harta untuk kepentingan umum.
Di antara nash al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sumber hukum wakaf
ialah:11
a. Dasar Hukum dari al-Quran
1) QS. Al-Baqarah 2/267
                     
                       
  




Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
2) Al-Baqarah: 2/261
                      
          
Terjemahnya:
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)
bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui.
3) Al-Hajj: 22/77
                     
  
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
4) Ali Imran 3/92.
        
Terjemahnya:
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang
kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
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b. Dasar Hukum dari Hadis
 ﱠﷲ لْوُﺳَر ﱠنأ ةَرْﯾَرُھ ﻰﺑأ نﻋ– ّمﻠﺳ و ﮫَْﯾﻠَﻋ ﱠﷲ ّﻰﻠﺻ– نﻣ ّﻻإ ُُﮫﻠَﻣَﻋ ُﮫْﻧَﻋ َﻊَطَﻘْﻧا ُنﺎَﺳِْﻧﻹا َتﺎَﻣ اذإ >> َلﺎَﻗ
ﮫﻟوُﻋْدَﯾ ﺢِﻟﺎَﺻ دَﻟَو ْوأ ﮫﺑ ﻊَﻔﺗﻧﯾ مْﻠِﻋ ْوأ ﺔَﯾِرﺎَﺟ ﺔَﻗَدَﺻ نﻣ ّﻻإ ﺔَﺛﻼَﺛ12
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Apabila anak
Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal, kecuali tiga
perkara: s}adaqah ja>riyah, ilmu yang bermanfaat dan anak s}aleh yang
mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).
رَﻣُﻋ نْﺑا ْنَﻋ  ﻰََﺗﺎَﻓ رَﺑْﯾَﺧِﺑ ﺎًﺿْرا رَﻣُﻋ َبﺎَﺻأ لﺎَﻗ– ّمﻠﺳ و ﮫَْﯾﻠَﻋ ﱠﷲ ّﻰﻠﺻ– ﺎَﯾ َلﺎَﻘَﻓ ﺎَﮭْﯾِﻓ هُرِْﻣﺎَﺗْﺳَﯾ
 َﻗ ِﮫِﺑ ﻰِﻧُرُْﻣﺎَﺗ ﺎَﻣَﻓ ُﮫْﻧِﻣ ىِدْﻧِﻋ ُسَﻔَْﻧا َوُھ ﱡطَﻗ ًﻻﺎَﻣ ْبُِﺻأ ْمَﻟ رَﺑْﯾَﺧِﺑ ﺎًﺿْرأ ُتْﺑََﺻا ﻰﱟﻧإ ّﷲ لْوُﺳَر ْنإ >> َلﺎ
 َﺑَﺣ َتْﺋِﺷ َﻻَو ُثَرْوُﯾ َﻻَو عﺎَﺗْﺑُﯾ َﻻَو ﺎَُﮭﻠَْﺻا عﺎَﺑُﯾ ﻻ ﮫّﻧأ رﻣﻋ ﺎَﮭِﺑ َق ﱠدَﺻَﺗَﻓ َلﺎَﻗ << ﺎَﮭِﺑ َقّدَﺻَﺗَو ﺎََﮭﻠْﺻا َتْﺳ
ﻻ فْﯾِﻌَﺿﻟا و لْﯾِﺑ ﱠﺳﻟا نﺑاو ّﷲ لْﯾِﺑَﺳ ﻰﻓَو بﺎَﻗ ﱢرﻟا ﻰﻓَو ﻰَﺑرُﻘﻟا ﻰﻓَو ءاَرَُﻘﻔﻟا ﻰﻓ رَﻣُﻋ َق ﱠدَﺻَﺗَﻓ َلﺎَﻗ .بَھْوُﯾ
 َحﺎَﻧُﺟ(ﻲﺋﺎﺳﻧﻟا هاور) .ِﮫْﯾِﻓ ٍل ﱢوَﻣَﺗُﻣ َرْﯾَﻏ ﺎًﻘْﯾِدَﺻ َمِﻌْطُﯾ وأ ِفْوُرْﻌَﻣﻟﺎِﺑ ﺎَﮭْﻧِﻣ َلَﻛْؤُﯾ ْنأ ﺎَﮭَِﯾﻟَو ْنَﻣ ﻰﻠﻋ13
Artinya:
Dari Ibnu ‘Umar ra., berkata: bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang
tanah dar Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah saw. untuk
meminta petunjuk. ‘Umar berkata: “Hai Rasulullah saw., saya mendapat
sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah memperoleh harta yang lebh
bagus dari pada ini, maka apakah yang Engkau perintahkan kepadaku?”
Rasulullah saw. bersabda: “bila engkau suka, engkau tahan (pokoknya) tanah
itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian ‘Umar menyedekahkan
(tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dhibahkan, dan tidak diwariskan.
Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyedekahkannya (hasil pengelolahan tanah)
kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil
dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf dari hasilnya dengan
cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak
bermaksud menumpuk harta”. (HR. al-Nasa>’i>).
12Ima>m Abu> H}usain Muslim ibn al-Hajja>j, S}ah}i>h} Muslim, Juz III (Beirut: Da>r al-Fikr, 1992),
h. 70.
13Ima>m Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>, Juz VI (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995), h. 233.
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3. Rukun dan Syarat Wakaf
Para fuqaha sepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.
Hanya saja, mengenai jumlah rukun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan
fuqaha. Ulama Hanafiyah hanya menetapkan 1 (satu) rukun pada semua jenis
transaksi yaitu i>ja>b qabu>l,14 sementara jumhur ulama yakni dari kalangan mazhab
Syafii, Maliki, dan Hambali menyatakan bahwa rukun wakaf itu ada 4 (empat)15,
sebagai berikut:
a. Wa>qif (wakif) yaitu orang yang mewakafkan harta.
Orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan mempunyai kecakapan
bertindak. Kecakapan bertindak disini meluputi 4 (empat) kriteria, yaitu:
1) Berakal sehat/sempurna.16
Orang yang mewakafkan harus memiliki akal sehat. Oleh karenanya tidak sah
hukum wakaf yang diberikan oleh seseorang yang tidak sempurna akalnya seperti
orang gila. Demikian pula tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang lemah akalnya
diakibatkan oleh sakit atau lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang yang dungu
karena akalnya dipandang kurang. Para ulama berbeda pendapat dalam dalam
menetapkan sah atau tidaknya wakaf yang diberikan oleh seseorang yang dalam
keadaan mabuk. Sebahagian mengatakan tidak sah dengan menganalogikan dengan
orang gila.
2) Dewasa/baligh.
Orang yang berwakaf harus cukup umur/baligh.17 Baligh disini
dititikberatkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat bahwa




seseorang dianggap cukup umur apabila telah berumur 15 tahun, sebagaimana yang
dipraktekkan di Mesir. Oleh sebab itu, tidak sah wakaf yang diberikan oleh seorang
bayi, karena dianggap belum cakap dalam melakukan akad dan menggugurkan hak
miliknya.
3) Cerdas.18
Orang yang berwakaf diharuskan cerdas, dalam arti memiliki kecakapan dan
kematangan dalam akad serta tindakan lainnya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan
wakaf seseorang yang bodoh atau lalai, karena dianggap akalnya tidak sempurna dan
tidak cakap dalam menggugurkan hak miliknya.
4) Merdeka.19
Orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilik harta sebenarnya. Oleh
sebab itu tidak sah wakaf seorang budak atau hamba sahaya, demikian pula
mewakafkan milik orang lain atau wakaf seorang pencuri atas barang orang lain
yang dicurinya, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara
memberikan hak milik itu kepada orang lain.
b. Mauqu>f bih yaitu obyek perbuatan hukum.
Benda-benda yang akan diwakafkan dianggap sah sebagai harta wakaf jika
benda tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Benda yang diwakafkan harus kekal
Benda yang diwakafkan baik harta bergerak maupun tidak, harus memiliki
nilai secara ekonomi, tetap zatnya dan dibolehkan memanfaatkannya menurut ajaran
Islam. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan suatu manfaat benda tanpa bendanya.
17Al-Syarbaini, op. cit, h. 377.
18Wahbah al-Zuh}aili>>, op. cit., h. 176.
19Al-Baiju>ri, Ha>syisyah al-Baiju>ri (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), h. 44.
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Seperti manfaat benda yang disewa atau diwasiatkan, mewakafkan sesuatu yang
tidak tunai, seperti mewakafkan pakaian yang masih ada pada orang lain.20 Jumhur
ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan, zatnya harus kekal. Namun
demikian, Ima>m Ma>lik dan golongan Syi’ah Ima>miah menyatakan bahwa wakaf itu
boleh dibatasi waktunya.21 Golongan H{anafiyah mensyaratkan bahwa benda wakaf
itu “ain” (zatnya) harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus
menerus. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang diwakafkan adalah
benda tidak bergerak. Menurut golongan H}anafiyah benda bergerak dapat
diwakafkan dalam beberapa hal:
a) Keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, dalam hal ini ada
dua kategori yaitu: 1) Barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam
di tempat dan tetap. Misalnya bangunan dan pohon yang bergantung pada benda
tidak bergerak. 2) Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda
tidak bergerak, seperti alat untuk membajak dan kerbau yang dipergunakan
untuk bekerja.
b) Kebolehan wakaf benda bergerak itu ada nash yang memperbolehkannya, seperti
senjata dan kuda  atau binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang.
c) Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab
dan mushaf. Menurut ulama H}anafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman
dan tidak bertentangan dengan dalil nash. Ulama H>}anafiyah menyatakan bahwa
untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah
memungkinkan kekalnya manfaat.22
20Al-Syarbaini, op. cit., h. 377.
21Abd. Al-Wahha>b Khalla>f, Ah}ka>m al-Waqf (Mis}r: Mat}ba’ah al-Mis}r, 1951). h. 57-60.
22Ibid., h. 103-104. Prinsipnya ulama H}anafiyah berpendapat bahwa syarat benda yang
diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh
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Berbeda dengan sikap ulama H}anafiyah, ulama Sya>fi’iyah tidak  memberikan
batasan terhadap asset yang akan diwakafkan. Menurutnya, barang yang diwakafkan
haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa asset barang tidak bergerak dan
barang yang bergerak.23
Menurut ulama-ulama mazhab Hambali, barang yang sah diperjualbelikan,
sah pula diwakafkan dan bermanfaat secara mubah, sedang zat barangnya kekal.24
Lebih umum pendapat ulama pengikut Ima>m Ma>lik yang tidak membedakan wakaf
benda tidak bergerak dan bergerak. Menurut mereka boleh mewakafkan segala
sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf, baik
berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.25
Beberapa pendapat di atas mengenai kebolehan wakaf benda bergerak, dapat
diperoleh kesimpulan bahwa kebolehan berwakaf dengan aset bergerak didukung
oleh semua ahli fiqh kecuali Abu> H}ani>fah. Namun para ulama Hanafi memberikan
kelonggaran terhadap aset bergerak jika memenuhi syarat-syarat pengecualian.
2) Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasannya.
Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan
yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh
karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, seperti satu diantara dua
rumah.26 Hal ini bisa dimaklumi, karena wakaf yang tidak jelas wujudnya dan tidak
diwakafkan yakni benda-benda yang memenuhi syarat di atas dan yang sudah pernah diwakafkan oleh
para sahabat.
23Al-Syarbaini, op. cit., h. 376.
24Sayyid Ali> Fikri, op. cit., h. 304.
25Ibid., h. 307.
26Al-Syarbaini, op. cit., h.377.
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jelas batas-batasnya akan menimbulkan kesamaran, dan juga perselisihan di
kemudian hari.
3) Harta benda yang akan diwakafkan ialah milik penuh orang yang
mewakafkan
Dalam hal ini, harta benda yang diwakafkan tersebut tidak terkait harta orang
lain pada harta yang diwakafkan itu. Karena wakaf itu menggugurkan hak milik
orang yang berwakaf, maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.27
Syarat pemilikan ini memang sangat penting karena mewakafkan sesuatu yang
bukan haknya, disamping akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, berarti
wakif juga memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya.
c. Mauqu>f alaih yaitu pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf.
Sayid Sa>biq membagi sasaran wakaf kepada dua macam, yaitu:
1) Wakaf khairi
Wakaf khairi adalah wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya
untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum, dalam arti  sesuai dengan
syariat Islam, seperti Us|ma>n ibn Affa>n yang telah mewakafkan sumur untuk
kepentingan umum.28 Wakaf model ini sudah banyak diketahui oleh banyak orang
dan sudah menjadi umum.
2) Wakaf ahli
Wakaf ahli adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk
pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya, seperti wakaf Abu> T}alh}ah untuk
keluarga dan anak-anak pamannya. 29
27Ibid.
28Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Jil. III (Beirut: Da>r al-Baya>n, 1971), h. 378.
29Ibid.
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Wakaf ahli pada prinsipnya tidak berbeda dengan wakaf khairi, karena
keduanya bertujuan untuk membantu para mustahik sebagai realisasi perintah Allah
kepada manusia untuk membelanjakan sebagian hartanya, seperti dalam firman
Allah dalam Q.S Ali Imran: 3/92:
                
Terjemahnya:
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang
kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
Perbedaan antara wakaf ahli dan wakaf khairi hanyalah terletak pada
pemanfaatannya. Wakaf ahli hanya terbatas pada keluarga wakif, yakni anak-anak
mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai
anggota keluarga tersebut semuanya meninggal. Sesudah itu hasil wakaf dapat
dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak yatim piatu atau orang-orang miskin.30
Pandangan jumhur ulama menganggap sah wakaf kepada keluarga wakif.
Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama adalah praktik perwakafan
yang telah dilakukan oleh para sahabat31, antara lain:
a) Umar ibn al-Khatta>b r.a, telah berwakaf kepada orang-orang fakir z|u> al-Qurba>32,
untuk memerdekan budak, untuk berjuang di jalan Allah, untuk tamu dan untuk
yang kehabisan bekal dalam perjalanan.
b) Zubair ibn Awwa>m telah mewakafkan rumahnya untuk anak-anaknya.
c) Abu> T}alh}ah yang telah mewakafkan hartanya untuk keluarga dan pamannya.
30Muh}ammad Abu> Zahrah, Muha>dara>t fi> al-Waqf (Kairo: Da>r al-Fikr al-Arabi>, 1971), h. 197.
31Ibid.
32Z|u> al-Qurba> adalah keluarga, baik yang kaya maupun yang miskin, ahli waris maupun
bukan, sebab z|u al-Qurba> mengandung arti umum dan mencakup keluarga keseluruhan.
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Selanjutnya, para ahli fiqh membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua
bagian, yaitu:
1) Kepada obyek tertentu
Para fuqaha sepakat bahwa obyek wakaf yang berupa perorangan tertentu
disyaratkan mempunyai keahlian, yaitu penerima wakaf dapat memiliki dan
mengolah harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf.33 Adapun
syarat-syaratnya sebagai berikut:34
a) Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi. Para ulama
mazhab sepakat bahwa wakaf terhadap orang yang belum ada tapi merupakan
kelanjutan dari orang yang sudah ada, adalah sah. Misalnya, mewakafkan kepada
anak-anaknya dan keturunan mereka yang akan lahir. Sedangkan wakaf kepada
anak yang adalam kandungan, menurut Syafii, Ima>miyah, dan Hambali, tidak
sah, sebab dia belum memiliki kelayakan  untuk memiliki kecuali sesudah
dilahirkan dalam keadaan hidup.
b) Hendaknya orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk
memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberikan wakaf kepada binatang, juga
memberi wasiat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat yang
mewasiatkan sebagian hartanya agar diberikan kepada seekor anjing. Adapun
wakaf kepada masjid, madrasah, dan rumah sakit, pada hakikatnya adalah wakaf
kepada orang-orang yang memanfaatkannya.
c) Hendakya tidak merupakan maksiat kepada Allah. Adapun wakaf kepada non-
muslim, disepakati oleh para ulama mazhab sebagai sah, berdasarkan ayat al-
Qur’an Q.S. al-Mumtah}anah/8 yang berbunyi:
33Ach. Khudori Soleh, Fiqih Kontekstual; Perspektif Sufi Falsafi (Jakarta: Pertja, 1991), h.
121.
34Muh}ammad Jawwa>d Mugniyah, Al-Fiqh ‘ala> al-Maz|a>hib al-Khamsah, terj. Masykur A.B,
Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaf, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2007), h. 647-649.
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                      
           
Terjemahnya:
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula)
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil.
d) Hendaknya jelas orangnya dan bukan tidak diketahui. Jadi kalau seseorang
mewakafkan kepada seseorang laki-laki atau perempuan tanpa disebutkan secara
jelas siapa orangnya, batallah wakafnya.
2) Tidak tertentu atau umum
Mengenai tujuan wakaf yang bersifat umum dan yang tidak ditujukan kepada
orang-orang tertentu, para fuqaha sepakat bahwa tujuan wakaf tersebut harus jelas
diketahui dan untuk kebajikan.35 Hanya saja menurut ulama Syafii, tidak diharuskan
adanya unsur penerimaan secara khusus dalam hal wakaf yang ditujukan pada objek
yang bersifat umum.36
Bagaimanapun tujuan wakaf ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Oleh karena itu, harta yang diwakafkan tersebut tidak ditujukan untuk maksiat atau
hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.
d. S}i>gat yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagian harta bendanya.
S}i>gat hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari
akad dari seseorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam akad wakaf
35Wahbah Zuh}aili>, op. cit., h. 195.
36Al-Syarbaini, op. cit ., h. 195.
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tergantung kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf
melalui ucapan qabu>l.37
Para fuqaha telah menetapkan syarat-syarat s}i>gat sebagai berikut:
1) S}i>gat harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal. Untuk itu,
jumhur ulama menganggap tidak sah jika wakaf dibatasi waktunya atau
bersifat sementara. Lain halnya dengan mazhab Maliki yang tidak
mensyaratkan keadaan untuk selamanya dalam wakaf, boleh hanya dalam
waktu tertentu, sehingga apabila habis masanya, wakif bisa mewakafkan
kembali hartanya kepada orang lain yang membutuhkan.38
2) S}i>gat harus mengandung arti yang tegas dan tunai, untuk itu lafadz s}i>gat tidak
boleh terkait dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, sebab akad
wakaf mengandung ketentuan pemindahan milik pada saat akad berlangsung,
kecuali mazhab Maliki yang membolehkan wakaf yang dikaitkan dengan
syarat dan penangguhan realisasi pada masa yang telah ditetapkan oleh orang
yang berwakaf.39
3) S}i>gat harus mengandung kepastian dalam arti suatu wakaf tdak boleh diikuti
syarat kebebasan memilih, seperti mewakafkan sesuatu dengan syarat ia dan
orang lain boleh mengambilnya kapan saja bila dikehendaki.
4) S}i>gat tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti
seseorang yang mensyaratakan bahwa barang yang diwakafkan tetap menjadi
miliknya, atau mensyaratkan sebahagian dari hasil wakaf itu untuk perbuatan
maksiat.
37‘Abd Al-Azi>z Muh}ammad Azza>m, Niz}a>m al-Mu’a>mala>t fi< al-Fiqh al-Isla>mi>, terj. Nadirsyah
Hawari, Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam (Jakarta:Amzah, 2010), h. 407.
38Wahbah Zuh}aili>>, op cit., h. 196.
39Ibid.
30
Ulama Sya>fi’iyah menambahkan s}i>gat wakaf harus mengandung penjelasan
tempat atau tujuan wakaf, artinya seseorang  yang berwakaf harus menjelaskan
kemana dan untuk siapa atau untuk apa wakaf tersebut diberikan.40
Para fuqaha membedakan lafadz s}i>gat atas:
1) Lafadz s}ari>h} (jelas)
2) Lafadz gairu s}ari>h} (tidak jelas)
Menurut mazhab Syafii wakaf harus diikrarkan dengan lafadz yang s}ari>h
(jelas). Jika dilafadkan dengan lafad yang gairu s}ari>h} (tidak jelas), seperti  ungkapan
“saya sedekahkan, kekalkan, dan haramkan,” maka tidak sah, kecuali diiriingi lafadh
lain seperti “saya sedekahkan barang ini sebagai benda yang diwakafkan,” maka
menjadi sah. Jika wakaf diikrarkan dengan lafad “sedekah” saja bisa
membingungkan, dan ini juga tidak sah, karena tidak diketahui apa yang dimaksud
dengan sedekah tersebut, apakah sedekah wajib dalam arti zakat atau sedekah
sunnah atau sedekah dalam bentuk wakaf.41
Menurut mazhab Hanafi, wakaf harus diikrarkan dalam bentuk pernyataan
yang disebut dengan lafadz s}i>gat, dengan kata-kata “Tanahku ini saya wakafkan
untuk orang-orang miskin selama-lamanya, atau diwakafkan kepada Allah atau
untuk tujuan kebajikan atau kebaikan”. Akan tetapi menurut Abu> Yu>suf cukup
dengan kata-kata “mauqu>fah” atau “diwakafkan” tanpa menyebut ‘selama-lamanya”
atau kata-kata yang menunjukkan maksud wakaf seperti lafal “s}adaqah”, “orang-
orang miskin” atau “mesjid). Hal ini jika harta yang diwakafkan untuk kepentingan
umum, akan tetapi  jika mauqu>f ‘alaihnya adalah orang tertentu dan untuk selama-




Sementara dalam pandangan mazhab Maliki, wakaf boleh diikrarkan dengan
lafadz s}ari>h, yakni menunjukkan kepada arti wakaf secara tegas dengan menentukan
apakah wakaf itu selama-lamanya atau dibatasi waktunya. Hal ini dikarenakan
golongan Ma>likiyah tidak mensyaratkan selama-lamanya dalam wakaf.42
Adapun menurut mazhab Hambali>, wakaf harus diikrarkan dengan s}ari>h, oleh
karenanya lafadz gairu s}ari>h dianggap tidak sah, kecuali yang tidak s}ari>h itu disertai
4 (empat) syarat berikut:
a) Lafad harus disertai niat dari orang yang mewakafkan.
b) Lafad gairu s}ari>h harus dipertegas dengan lafad s}ari>h yang menunjukkan arti
wakaf seperti ungkapan “Aku sedekahkan harta ini sebagai sedekah yang
diwakafkan”.
c) Lafadz gairu s}arih itu harus disertai dengan hal-hal yang menunjukkan sifat atau
karakter wakaf, seperti ungkapan “Aku sedekahkan ini dengan syarat tidak jual,
diwariskan, dan dihibahkan”.
d) Lafad gairu s}ari>h tersebut harus dihubungakan dengan hukum wakaf, seperti
ungkapan “Aku sedekahkan tanahku kepada si Fulan dengan pengawasan tetap
padaku selama aku hidup.43
Selain itu, wakaf  bisa terjadi melalui perbuatan, misalnya ada seseorang
membangun masjid, kemudian dia mengizinkan dilakukannya shalat di dalamnya,
atau dia mengizinkan dikuburkannya mayat di tanah miliknya, dengan niat
mewakafkannya tanpa melafalkannya dengan redaksi “waqaftu”. Menurut Hanafi,




dimaksud berubah menjadi wakaf. Syafii mengatakan wakaf tidak bisa terjadi
kecuali dengan redaksi yang dilafalkan.44
Perbedaan pendapat yang terdapat dalam s}i>gat di kalangan ulama, semata-
mata agar harta wakaf tersebut tidak dipersengketakan di kemudian harinya. Harta
wakaf yang dipersengketakan telah banyak terjadi karena kekuatan hukum harta
wakaf sangat lemah, maka untuk menghindari masalah di kemudian hari hendaknya
lafadz pada waktu mewakafkan harta wakaf harus jelas.
4. Macam-macam Wakaf
Jika ditinjau dari sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf,
maka wakaf dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu wakaf khairi dan wakaf z|urri
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, akan tetapi Mundzir Qahar
menambahkan 1 (satu) macam lagi selain kedua macam wakaf yang telah disebutkan
dengan wakaf gabungan, yaitu wakaf yang apabila tujuannya untuk secara umum
dan keluarga. 45
Sedangkan wakaf bila ditinjau berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi
menjadi: 46
a. Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi,
seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang
ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian
hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya
perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
b. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang
mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian
44Muh}ammad Jawwa>d Mugniyah, op. cit., h. 641.
45Munzir Qaha>r, al-Waqf al-Isla>mi> terj. Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif
(Jakarta: Khalifa, 2004), h. 161.
46Ibid., h. 162.
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yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang
memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi 2 (dua) macam,
yaitu47:
a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai
tujuannya, seperti masjid untuk salat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar,
rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
b. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan
produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.
Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf dibagi atas 4 (empat) macam,
yaitu48:
a. Wakaf dikelola oleh wakif atau salah satu dari keturunannya, yang kategori
orangnya ditentukan oleh wakif.
b. Wakif dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh wakif mewakili suatu jabatan
atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk
kepentingan masjid tersebut.
c. Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang
untuk mengelola wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang
sudah berusia puluhan atau ratusan tahun.
d. Wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini muncul belakangan, terutama





Dalam sejarah perkembangan wakaf Islam, pengelolaan wakaf sekelompok
orang tidak ada, dikarenakan pada saat itu pengelolaan wakaf waktu itu umumnya
dipercayakan kepada perorangan yang berasal dari publik yang dianggap
berkompeten untuk mengembangkan wakaf.
Berdasarkan keadaan wakif, wakaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu49:
a. Wakaf orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya atau
mereka yang memiliki tanah dan perkebunan. Wakaf ini terus berlanjut hingga
mememecahkan rekor terbanyak dari berbagai macam wakaf lainnya.
b. Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa hakim. Pada masa
pemerintahan Abbasiah, penguasa banyak membangun sekolah, perpustakaan
umum dan universitas, serta mewakafkan tanah dan perkebunan milik
pemerintah yang hasilnya untuk pembangunan lembaga pendidikan tersebut.
Awalnya tanah dan perkebunan ini adalah harta milik umum yang tidak
terdaftarkan dalam kepemilikan harta pribadi penguasa yang mengeluarkan
keputusan wakaf.50
c. Wakaf  yang dilakukan oleh wakif atas dasar wasiat. Pelaksanaan wakaf ini
dilakukan berdasarkan wasiat setelah kematiannya. Wakaf ini muncul karena
umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan dan
kepentingan umum tidak lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskannya.
Berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi atas 9 (sembilan) macam, yaitu51:
49Ibid., h. 21-22.
50Menurut Ima>m Muh}ammad Abu> Zahrah, wakaf yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan
para penguasa disebabkan oleh rasa takut mereka dari penguasa berikutnya yang umumnya suka
merampas harta orang yang sedang berkuasa setelah dibunuhnya. Perampasan harta juga dilakukan
terhadap orang-orang kaya yang turut memberi dukungan kepada penguasa sebelumnya. Maka
mereka menjadikan sebagian hartanya sebagai wakaf agar terlepas dari perampasan itu. Lihat: Munzir
Qaha>r, op. cit., h. 22.
51Ibid., h. 25-30.
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a. Wakaf air minum. Wakaf ini termasuk diantara tujuan wakaf yang pertama
dalam Islam dan tercermin dalam wakaf Us|ma>n ibn Affa>n yang berupa sumur
rumah. Kemudian setekah itu, wakaf air menjadi fenomena umum di hampir
semua perkotaan dan pedesaan, sehingga tidak ada orang yang menjual air
minum.
b. Wakaf sumur dan sumber mata air di jalan-jalan yang biasa menjadi lalu lintas
jama’ah  haji yang datang dari Ira>q. Sya>m, Mis}r, dan Yama>n, serta kafilah yang
bepergian menuju India dan Afrika.
c. Wakaf jalan dan jembatan untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat.
Wakaf pelayanan jalan biasanya dibarengi dengan wakaf penerangan di jalan
kota yang menyala sepanjang malam.
d. Wakaf khusus bantuan fakir miskin  dan orang-orang yang sedang bepergian.
Wakaf ini telah ada pada masa awal Islam ketika Umar ibn al-Khatta>b memberi
wakaf khusus untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang sedang
beoergian atas saran Rasulullah saw.
e. Wakaf pembinaan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Diantara yang
termsuk wakaf sosial ini yaitu wakaf untuk pembinaan anak-anak, seperti
penyediaan susu bagi keluarha yang membutuhkan anak-anaknya, wakaf
penyediaan obat-obatan untuk penyakit anak-anak dan sebagainya. Kedua, wakaf
pembinaan perempuan, terutama perempuan-perempuan yang berasal dari
kalangan yatim piatu.
f. Wakaf untuk sekolah dan universitas serta kegiatan ilmiah lainnya. Dalam
sejarah, wakaf ini termasuk tujuan wakaf yang paling mendapat perhatian besar
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dari kaum muslimin. Hampir di setiap kota besar di dunia Islam terdapat sekolah
dan universitas serta Islamic Centre yang berasal dari wakaf.
g. Wakaf asrama pelajar dan mahasiswa.
h. Wakaf pelayanan kesehatan. Wakaf ini meliputi pembangunan puskesmas dan
rumah sakit, pemberian obat-obatan. Wakaf ini telah lama dikenal dalam sejarah
islam dan hampir kita temukan di setiap kota dan desa.
i. Wakaf perlestarian lingkungan hidup. Wakaf ini menunjukkan bahwa dalam
Islam, wakaf bukan saja untuk pembinaan komunitas manusia, tetapi juga untuk
pelestarian cagar budaya dan lingkungan.
Menurut Munzir Qaha>r, pembagian wakaf di atas, sejalan dengan pendapat
para ahli fikih, bahkan mereka menyepakati semua macam wakaf yang telah
disebutkan di atas, kecuali wakaf sementara karena keinginan wakaf yang ditemukan
hanya dalam fiqih mazhab Maliki. Selain itu, perlu penambahan pembagian wakaf
lainnya, terutama berdasarkan jenis barang yang diwakafkannya, sehingga  dapat
dibedakan antara barang yang dimaksudkan untuk produksi dan wakaf manfaat dan
hak, serta wakaf barang yang berulang-ulang. Hal ini disebabkan oleh sebagian
wakaf ada yang diinginkan tetap utuh, berkembang, dan bertambah asetnya.52
5. Istibda>l Harta Wakaf
Masalah tukar-menukar barang wakaf seperti yang digambarkan di atas
dalam istilah fikih perwakafan disebut istibda>l, atau ibda>l. Al-istibda>l diartikan
sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai
wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan bahwa al-istibda>l adalah mengeluarkan
52Ibid., h. 163. Jika seluruh macam-macam wakaf tersebut ada dalam suatu daerah, tentunya
masyarakat akan terpenuhi seluruh kehidupannya. Hal ini merupakan harapan agar wakaf dapat
menjadi sumber ekonomi umat.
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suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain. Al-ibdal
diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya,
baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa
tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Ada
juga pendapat yang mengartikan sama antara al-istibda>l dan al-ibda>l.53
Ulama fikih berbeda pendapat dalam mensikapi boleh atau tidaknya
istibda>l atau ibda>l ini, ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan
ada yang pada dasarnya melarang istibda>l atau ibda>l kecuali dalam situasi
pengecualian yang jarang terjadi. Pada dasarnya perselisihan ulama terhadap
kebolehan harta wakaf dijual terletak pada aspek
a. Masjid
Harta wakaf yang berupa masjid, para imam mazhab kecuali Hambali
berpendapat bahwa tidak boleh menjual masjid dan diganti dalam bentuk apapun
meski dalam kondisi dan faktor apapun. Mereka berpendapat demikian karena bila
harta wakaf berupa masjid dijual atau diganti maka akan memutuskan hubungan
antara masjid dengan orang yang mewakafkan dan orang lain. Dalam artian bahwa
sebelum masjid tersebut terikat, kemudian menjadi bebas dari semua ikatan sehingga
bagaimana mnungkin masjid tersebut djual sedangkan jualbeli itu hanya boleh
dilakukan pada barang-barang yang dimiliki. Adapun Hambali berpendapat bahwa
apabila masjid tersebut tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjualnya, maka
boleh dijual.54
53Muh}ammad Abu> Zahrah, op. cit., h. 150.
54Muh}ammad Jawwa>d Mugniyah, op. cit., h. 666.
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b. Non-masjid
Adapun wakaf berupa non-masjid para ulama berbeda pendapat, adapun
ulasannya adalah sebagai berikut:
1) Hambali memperbolehkan menjual masjid karena adanya alasan-alasan yang
menyebabkan hal itu, apalagi harta wakaf non-masjid.
2) Syafi’i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf, alam kondisi
apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun.
3) Maliki berpendapat bahwa wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan, yaitu:
a) Manakala pewakaf mensyaratkan agar barang yang diwakafkannya itu dijual,
sehingga persyaratan yang dia tetapkan tersebut harus diikuti.
b) Apabila barang yang diwakafkan terebut termasuk jenis barang bergerak, dan
tidak lagi memenuhi maksud pewakafannya.
c) Barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan masjid, jalan,
dan kuburan. Alasan lain daripada itu harta wakaf tidak boleh dijual.
4) Hanafi menyatakan bahwa kebolehan mengganti semua bentuk barang
wakaf, baik yang umum kecuali masjid maupun khusus dengan persyaratan:
a) Pewakaf mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan perwakafan.
b) Barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna.
c) Apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih
menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang melarang menjualnya.55
Selain dari aspek masjid dan non-masjid, Imamiyah pada dasarnya membagi
wakaf menjadi 2 (dua) jenis, yaitu wakaf khusus dan wakaf umum. Terkait dengan
wakaf umum, maka para ulama Imam mazhab Imamiyah sepakat bahwa jenis wakaf
55Ibid., h. 670.
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tersebut tidak boleh dijual atau tidak diboleh diganti, sekalipun rusak dan hampir
binasa dan ambruk, sebab wakaf seperti ini tidak punya pemilik, dalam artian harta
wakaf tersebut telah keluar dari pemiliknya yang pertama menuju keadaan tanpa
milik. Berbeda dengan wakaf khusus, para ulama berselisih paham dimana beberapa
ulama menyatakan tidak boleh menjualnya dan adapula yang menyatakan
kebolehannya karena wakaf jenis ini pemilikannya beralih dari pewakaf kepada
pihak yang diwakafi, sehingga harta wakaf tersebut boleh dijual atau dipindahkan ke
bentuk lain yang lain.56
Pembahasan wakaf dalam berbagai forum internasional terasa sangat
kuat kecenderungannya untuk membuka jalan istibda>l wakaf sebagai salah
satu cara untuk melestarikan kemanfaatan wakaf, dan untuk menghindari
terjadinya keterbengkalaian barang wakaf karena beberapa sebab. Munculnya
paradigma yang lebih berkonsentrasi pada prinsip pelestarian dan peningkatan
manfaat wakaf menggeser paradigma yang selama ini lebih berkonsentrasi
pada prinsip penjagaan keabadian barang wakaf. Yang menarik dari
pembahasan forum-forum Internasional adalah adanya semangat “kompromi
antar madzhab” yang selama ini dapat dikatakan belum pernah terjadi.
Keputusan-keputusan yang ditetapkan melalui forum-forum tersebut dapat
dikatakan sebagai gambaran terjadinya “pluralisme madzhab” dalam kajian
fiqih. Isu-isu wakaf kontemporer tersebut mempengaruhi agenda pertemuan
wakaf baik dalam skala nasional maupun internasional, para narasumber dan
perumus UU Nomor 41 Tahun 2004, serta PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang
56Ibid., h. 672.
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perwakafan di Indonesia juga sudah dipengaruhi oleh arus pemikiran
seperti disebutkan sebelumnya.57
Adapun di Indonesia, kebolehan untuk penukaran harta wakaf diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dalam Pasal 49 dimana perubahan
status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin
tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Adapun izin tertulis dari
Menteri tersebut hanya dapat diberikan dengan pertimbangan bahwa a) perubahan
harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan
Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah; b) harta benda wakaf tidak
dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c) pertukaran dilakukan untuk
keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Selain dari pertimbangan
tersebut, izin pertukaran harta benda wakaf dapat diberikan bila a) harta benda
penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan;dan nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya
sama dengan harta benda wakaf semula. Adapun nilai dan manfaat harta benda
penukar ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang
anggotanya terdiri dari unsur a) pemerintah daerah kabupaten/kota, b) Kantor
pertanahan kabupaten/kota, c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota, d)
Kantor Departemen Agama kabupaten/kota, e) Nazhir tanah wakaf yang
bersangkutan.58
57Badan Wakaf Indonesia, Istibda>l Harta Benda Wakaf, Situs Resmi BWI
http://www.bwi.or.id_istibdal_harta_benda _wakaf/ (23 Maret 2012).
58Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 49.
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Adapun langkah-langkah penukaran harta benda wakaf dilakukan sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 51
yaitu nzhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan
status/tukar menukar tersebut, kemudian Kepala KUA Kecamatan meneruskan
permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota, lalu
Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan
tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat
(4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan; kemudian
Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan
tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut
kepada Menteri; dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka
tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor
pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.59
6. Wakaf Produktif
Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan
produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang
manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih
hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai
dengan tujuan wakaf.60 Skema pengelolaan wakaf produktif yaitu dengan
59Ibid., Pasal 51.
60Munzir Qaha>r, op. cit., h. 5.
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memproduktifkan harta wakaf tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang
berkelanjutan. Harta wakaf produktif dapat berupa:61
a. Uang dan logam mulia kemudia dikenal dengan istilah wakaf tunai
Sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal
26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (cash wakaf/
waqf al-nuqu>d) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga
atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang
dimaksud dengan uang adalah surat-surat berharga.62 Wakaf tunai ini termasuk salah
satu wakaf produktif. Seorang ahli zakat K. H. Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa
wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diupayakan
untuk digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Mengenai bentuknya bisa
berupa uang maupun surat-surat berharga.63
Sedangkan pendapat Ulama yang juga mendasari adanya wakaf tunai adalah:
1) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam a-Zuhri, salah seorang ulama
terkemukan dan peletak dasar tadw>in al-hadis memfatwakan, dianjurakannya
wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan
pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang
tersebut sebagai modalusaha kemudian menyalurkan keuantungannya sebagai
wakaf.64
61Ibid.
62Keputusan Komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yang ditanda
tangani oleh K. H Ma’ruf Amin (sebagai Ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag (sebagai Sekretaris).
Perlu diketahui juga bahwa di sana juga terdapat definisi baru tentang wakaf.
63Tim Penyusun , Pedoman Penyuluhan Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
Dirjend Bimas Islam Depag RI, 2007), h. 95-96.
64Abu> Al-Su’u>d Muhammad, Risa>lat fi Jawa>z Waqf Al-Nuqu>d (Beirut: Da>r Ibn-Hazm,
1997), h. 20-21.
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2) Ulama madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham
sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bi al-‘Urf mempunyai kekuatan yang
sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).65
3) Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki.66
Selain itu di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya
sebagai berikut:
1) Wakaf uang (cash waqaf/waqf al-Nuqu>d) adalah wakaf yang dilakukan
seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang
tunai.
2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3) Wakaf uang hukumnya boleh
4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang
dibolehkan secara syarit
5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,
dihibahkan, dan atau diwariskan.67
b. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih fleksibel
dan tidak mengenal batas pendistribusiannya. Selain itu ada 4 (empat) manfaat
sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain,
yaitu:68
65Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit., 162.
66Al-Mawardi, Al-Hawi> al-Kabi>r, Tahqi>q, Mahmu>d Mukhra>ji, (Beirut: Dar> al-Fikr, 1994),
Juz IX, hlm. 379
67Helmi Abidin, Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah
Studi Eksplorasi (Malang: UIN Malang, 2004), h. 31-32.
68Abdul Ghofur Al-Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Cet. II;
Yogyakarta: Pilar Media, 2004), h. 97.
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1) Jumlah wakaf uang bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana
terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu
menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2) Melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai
dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan
pertanian.
3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan
Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis menggaji civitas
akademika ala kadarnya.
4) Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan
dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran Negara yang
semakin lama semakin terbatas.
Adapun tujuan wakaf uang adalah:69
1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai yang berupa
sertifikat dengan nominal tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai
bukti keikutsertaan dalam program wakaf tunai.
2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang
dapat diatasnamakan orang–orang tercinta, baik yang masih hidup maupun
yang sudah meninggal sehingga dapat memperkuat intregasi kekeluargaan di
antara umat.
3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial
menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
69Ibid.,h.  98-99.
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4) Meningkatkan kesadaran orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka
terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial
dapat tercapai.70
b. Berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
Menurut kaca mata ekonomi, sebenarnya tanah dan bangunan yang begitu
luas dan menempati posisi strategis memungkinkan untuk dikelola dan
dikembangkan secara produktif, karena tanah mempunyai ketertaitan erat dengan
kelanjutan hidup manusia, sehingga tanah merupakan salah satu kebutuhan primer
yang selalu melekat pada diri manusa.71
B. Aplikasi Wakaf di Negara-negara Muslim
Secara historis, anjuran visi dan misi wakaf untuk menciptakan kesejahteraan
sosial sebenarnya telah dicontohkan di zaman kejayaan Islam masa lalu. Di masa
dinasti Abbasiyah, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi
sumber pendapatan negara. Ketika itu, wakaf yang pada awalnya meliputi berbagai
asset semacam masjid, sekolah, tanah pertanian, dan lain-lain pada kahirnya bisa
diambil manfaatnya sebagai instrument pendapatan negara.
1. Mesir
Di negara ini, wakaf telah berkembang dengan menakjubkan karena telah
dikelola secara professional. Pada awalnya, Hakim Mesir di zaman Hisya>m bin Abd.
Al-Ma>lik yang bernama Taubah ibn Na>mir yang pertama kali melakukan wakaf yang
pada waktu itu berupa tanah untuk bendungan. Lalu, beberapa puluh tahun
70Ibid., h. 98-99.
71Departemen Agama, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di
Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 12.
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kemudian, wakaf ditangani oleh salah satu departemen dalam pemerintahan. Meski
demikian, permasalahan tetap muncul dalam pengelolaannya, sehingga pemerintah
Mesir terus melakukan pengkajian untuk mengembangkan pengelolaan wakaf,
dengan tetap berlandaskan pada syariah Islam.72
Pada masa Muh}ammad ‘Ali> Pasha pada tahun 1891, pengelolaan wakaf
mengalami kemunduran, dimana asset-aset wakaf tidak teratur dan kurang dapat
dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah mencoba melakukan
rekonstruksi khususnya untuk menertibkan tanah wakaf dengan sistem regulasi dan
kontrol terhadap harta wakaf untuk tujuan yang telah ditentukan. Kondisi tersebut
membuat pemerintah Mesir berinisiatif untuk mengatur perwakafan dengan cara
membentuk “Di>wa>n al-Waqf” yang berwenang mengatur dan mengurus harta wakaf
serta membuat perencanaan untuk mengelola secara produktif. Perkembangan
berikutnya pada tanggal 23 November 1913 “Di>wa>n al-Waqf” menjadi departemen,
sehingga masalah wakaf di Mesir diurus langsung oleh kementrian.73
Meskipun wakaf dalam otoritas departemen, namun masih terdapat beberapa
kelemahan dalam implementasinya, yaitu sebagian syarat yang ditetapkan wakif
cenderung pada ketidakadilan, aturan pengawasan dan pengelolaannya, dan pengaruh
negatif wakaf terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Akibat dari ketentuan wakif
mengenai orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf, menyebabkan sebagian
mustahiq hanya bergantung pada hasil wakaf, dan sebagian terjerumus pada praktik
riba dalam hutang-hutang.74
72Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (Depok: Mumtaz,
2007), h. 32.
73Ibid., h.32-33.
74Muh}ammad Abu> Zahrah, op. cit., h. 29.
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Pada abad ke-8, Raja Barquq di masa dinasti Abbasiyah menghapus praktek
wakaf keluarga. Namun setelah dirasakan kurang menguntungkan kehidupan
ekonomi  masyarakat pada saat itu, muncullah gerakan yang pro wakaf keluarga,
yang kemudian dibentuklah panitia rancangan undang-undang wakaf keluarga
kepada Departemen Wakaf pada tahun 1026-1927 agar disahkan menjadi undang-
undang.75
Selah terjadi polemik panjang antara pro dan kontra tentang wakaf keluarga,
maka pada tahun 1952 kelompok yang kontra mendapat dukungan mayoritas
sehingga dapat menghapus undang-undang yang memperbolehkan wakaf keluarga
dengan undang-undang No. 247  tahun 1952.  Pada tahun 1971, pemerintah Mesir
membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerjasama dalam memeriksa
tujuan peraturan-peraturan dan program-program pengembangan wakaf. Selain itu,
juga bertugas mengusut dan melaksanakan semua pendistrubusian wakaf serta
semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan.76
Untuk mengembangkan dan mengelola harta wakaf secara lebih efektif,
Badan Wakaf menitipkan hasil wakaf di bank-bank Islam. Di samping itu, Badan
Wakaf ikut berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam, bekerja sama dengan
sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan dan memanfaatkan
lahan-lahan kosong agar menjadi produktif.77
Dalam lintas sejarah menunjukkan kontribusi wakaf khususnya terhadap
operasinal pendidikan di Universitas al-Azha>r di Kairo yang telah berusia lebih dari
1000  tahun. Sejak didirikan hingga kini, al-Azha>r ditopang oleh pendanaan dari




perputaran aset yang dimiliki, yang bukan hanya tanah wakaf, gedung, dan lahan
pertanian, melainkan juga wakaf tunai.78
Pengkajian lembaga di atas, memberikan deskripsi yang jelas bahwa wakaf di
Mesir dikelola secara produktif dan telah memberikan kontribusi yang besar
terhadap kemaslahatan umat di bidang sosial, agama, pendidikan, dan kebudayaan
serta ekonomi.
2. Arab Saudi
Negeri padang pasir pusat turunnya agama Islam adalah negara kerajaan yang
mewarisi ajara Islam. Kerajaan Saudi Arabia berdasarkan syariat Islam dan
kontitusinya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Quran dan hadis adalah
dasar negara dalam menegakkan hukum Allah swt. Oleh karenaya perwakafan yang
merupakan ajara Islam secara otomatis menjadi prioritasnya dalam rangka
pengembangan ekonomi.79
Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi
Wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat
Keputusan Kerajaan Nomor M/35 tanggal 18 Rajab 1386. Majelis Tinggi Wakaf
diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni menteri yang mengawasi dan
menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelumdibentuk Majelis Tinggi
Wakaf. Di samping itu, Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai beberapa wewenang,
antara lain:
a. Melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya.
b. Menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan
dan peningkatan harta wakaf.
78Departemen Agama RI, Strategi Pengamanan Tanah Wakaf (Jakarta: Departemen Agama,
2004), h. 18.
79Achmad Djunaidi, op. cit., h. 34.
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c. Mengetahui kondisi semua wakaf yang ada, Langkah ini dilakukan untuk
menguatkan kedudukannya sebagai lembaga yang menguasai permasalaham
wakaf serta untuk mencari jalan pemecahannya.
d. Membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang telah
ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan syariat Islam.
e. Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan
hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan
tertentu.
f. Mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang
sudah dikeluarkan oleh pemerintah.80
Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam misalnya
hotel, tanah, bangunan rumah untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari
keseluruhan macam tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota yakni Mekkah dan
Madi}nah. Pemanfaatan wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan
membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dan tetap melaksanakan
syarat-syarat yang diajukan oleh wakif. Selain itu, Arab Saudi jua menunjuk
pengelola (nazhi>r) yang bertugas untuk membuat perencanaan dalam pengembangan
harta wakaf, mensosialisasikan program yang telah disepakati, melaksanakan tugas
dalam mendustribusikan hasil wakaf kepada yang membutuhkan, memlihara dan
mengawasi untuk keabadian asset wakaf dan membuat laporan kepada Kerajaan.81
Pengelolaan wakaf di Saudi Arabia terlihat dikelola dan benar sesuai dengan




mengembangkan wakaf secara produktigf dan menjaga aset wakaf terpelihara
dengan baik serta menghasilkan dana bagi yang berhak, tentunya peranan
pemerintah yang sangat menentukan, Undang-undang atau peraturan yang
berkenaan dengan pemeliharaan serta pengembangan dan pendistribusian wakaf
sangat diperlukan.
3. Yordania
Secara administratif, pelaksanaan pengelolaan wakaf di Kerajaan Yordania
berdasarkan pada Undang-undang Wakaf Islam No. 25/1947. Dalam Undang-undang
tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementrian Wakaf dan
Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam,
rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga syariah, kuburan-kuburan
Islam, urusan-urusan haji dan urusan-urusan fatwa. Undang-undang wakaf yang
mengatur tentang wakaf tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-undang Wakaf
No. 26/1977.
Secara teknis, Kementrian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf  yang
diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di
Kementrian yang berasal dari Direktur Keuangan, kemudian Menteri membawanya
kepada Dewan Kabinet untuk mendapat pengesahan. Kementrian wakaf diberi
wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana-
rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan. Pada tahun 1984,
pendapatan yang dihasilkan dari pengembangan wakaf, adalah sebagai berikut:
a. Hasil sewa diperkirakan mencapai 680 ribu dinar Yordania.
b. Pendapatan yang berasal dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu dinar
Yordania.
c. Pendapatan pabrik, rumah-rumah yatim dan industri di Yerussalem mencapai
kurang lebih 80 ribu dinar Yordania.
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d. Pendapatan lain-lain yang bermacam-macam kira-kira mencapai 160 ribu dinar
Yordania.82
Adapun sistem pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Kementrian
Perwakafan adalah:
a. Dengan sistem mengambil keuntungan dari pendapatan wakaf itu sendiri.
b. Menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang lama.
c. Kementrian Wakaf meminjam uang kepada Pemerintah untuk membangun
proyek-proyek pembangunan tanah wakaf yang ada di kota Amman, ‘Aqabah,
dan lain-lain.
d. Menggarap lahan pertanian wakaf untuk budidaya tanaman.83
Dari pemaparan peran wakaf di 3 (tiga) negara di atas, terlihat memiliki
kemiripan, yaitu dari aspek regulasi perundang-undangan pengelolaan wakaf
langsung di bawah Kementrian Wakaf. Selain itu, pemanfaatan wakaf produktif
lebih ditekankan untuk kepentingan sosial serta meningkatkan kesejahteraan
ekonomi umat.
Ketiga negara di atas, merupakan negara yang dianggap berhasil dalam
pengelolaan tanah wakaf. Hal ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah ketiga
negara tersebut dalam mengembangkan harta wakaf dengan menerapkan kebijakan-
kebijakan yang mengarah kepada pengembangan harta wakaf serta orang-orang yang
terkait dengan pengembangan harta wakaf yaitu nadzir, akademisi, dan masyarakat.
Selain itu, pengelolaan tanah wakaf ketiga negara di atas dapat dijadikan contoh
bagi Indonesia yang memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Bukan hanya
Indonesia secara umum yang dapat mengambil contoh pengelolaan tanah wakaf dari
82Ibid., h. 38-39.
83Zainal Abidin Ahmad, Dasar-dasar Ekonomi Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 316.
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ketiga negara tersebut, akan tetapi juga sangat relevan dengan obyek penelitian
dalam tesis ini demi pengembangan harta wakaf menuju perekonomian mandiri
masyarakat.
C. Sejarah Perwakafan dan  Perkembangan Ketentuan Hukum dan Peraturan
Perundang-undangan Perwakafan di Indonesia
1. Sejarah Perwakafan di Indonesia
Lembaga wakaf yang dipraktekkan di berbagai negara juga dipraktekkan di
Indonesia sejak pra Islam datang ke Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya persis
dengan yang terdapat dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat  kenyataan sejarah
yang sebagian masih berlangsung sampai sekarang di berbagai daerah di Indonesia,
diantaranya:
a. Pada suku di Cibeo (Banten Selatan) dikenal Huma Serang. Huma adalah lading-
ladang tiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan untuk
kepentingan bersama;
b. Di pulau Bali ada pula semacam lembaga wakaf dimana terapat tanah dan
barang-barang lain, seperti benda-benda perhiasan untuk pesta yang menjadi
milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di  sana;
c. Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan dengan Tanah Pareman, yaitu tanah
negara yang dibebaskan dari pajak landrente yang diserahkan kepada desa-desa,
juga kepada candi untuk kepentingan bersama.84
Bertolak dari adanya kelembagaan adat yang hampir sama dengan wakaf
sejak pra Islam, hal ini menimbulkan pandangan khusus bagi ahli hukum Indonesia
84Koesoema Atmadja dalam disertasinya yang berjudul Mohammadeansche Vrome
Stichtings (Leiden, 1922) yang dikutip oleh Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 73.
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terhadap lembaga wakaf. Walaupun lembaga wakaf berasal dari hukum Islam,
namun bagi sebagain ahli hukum Indonesia memandang masalah wakaf ini sebagai
masalah hukum adat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan
lembaga wakaf ini di kalangan masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai suatu
lembaga hukum yang timbul sebagai hukum adat.85
Menururt hukum adat, mengenai harta benda yang dapat diwakafkan ini
tidak terbatas pada tanah pertanian saja, tetapi juga benda lepas, begitu pula benda
tidak lepas. Akan tetapi, yang paling banyak dijumpai adalah wakaf tanah atas
pekarangan untuk mendirikan mesjid atau langgar dan seringkali disertai dengan
kebun untuk penghidupan pegawai. Di samping itu, ada juga wakaf yang
dimaksudkan agar keturunan yang mewakafkan dapat mengeyam penghasilan harta
benda itu kelak, oleh karena itu tidak diperbolehkan diasingkan dengan jual beli,
hibab ataupun dengan perbuatan-perbuatan hukum lainnya.86
Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam
masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya
dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara
menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun
dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri pula, bahwa sebagian
besar rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun
di atas tanah wakaf.
Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang,
paling tidak ada 3 (tiga) periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia, yaitu:
85Rachmat Djanika, Tanah Wakaf (Surabaya: Al-Ikhlas, t.th), h. 123.
86Mura P. Hutagalung, Hukum dan Pembangunan Nomor 5 “Beberapa Catatan tentang
Kedudukan dan pengaturan Tanah Milik dan Sistem Hukum di Indonesia” dalam Rachmadi Usman,
Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 74. Dibandingkan dengan hukum
Islam, jenis wakaf yang pertama dalam hukum adat di atas dapat digolongkan ke dalam jenis wakaf
umum, dan jenis wakaf yang kedua dapat digolongkan dengan jenis wakaf ahli.
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a. Periode Tradisonal.
Periode tradiosional yaitu periode dimana wakaf masih ditempatkan sebagai
ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok), sehingga
hamper semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan
fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya.87
b. Periode Semi Profesional
Periode ini merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama
dengan periode tradisonal, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola
pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal.88
c. Periode Profesional
Periode professional adalah periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah
mulai dilirik untuk diberdayakan secara professional-produktif. Profesionalisme
yang dilakukan meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia kenazhiran, pola
kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat
berharga lainnya.89
2. Sejarah Perkembangan Ketentuan Hukum dan peraturan Perundang-undangan
Perwakafan Tanah
Pelaksanaan dan pengaturan perwakafan tanah hak milik di Indonesia dapat
dibagi atas tiga kurun waktu:
a. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia
Sejak zaman Hindia Belanda, telah dikeluarkan berbagai pengaturan
mengenai wakaf berturut-turut, yaitu:
87Departemen Agama RI, Bunga Rampai Perwakafan (Jakarta: Departemen Agama, 2006), h.
21.
88Idem, Strategi Pemasaran Wakaf Tunai di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 2004),
h. 4-5.
89Idem, Bunga Rampai, h. 22.
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1. Surat Edaran Sekretaris Governemen Pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor
435 sebagaimana termuat dalam Biljbad tahun 1905 Nomor 6196 tentang
Toezicht op den bouw van Muhammadaansche Bederhuizen. Dalam surat
edaran ini, meskipun tidak secara khusus disebut tentang wakaf tetapi
pemerintah colonial Belanda tidak bermaksud melarang dan menghalangi
pengelolaan wakaf untuk kepentingan keagamaan. Tetapi untuk pembangunan
tempat-tempat ibadah boleh dilaksanakan apabila benar-benar dikehendaki
oleh kepentingan umum. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Kepala
Wilayah  di Jawa dan Madura kecuali daerah Swapraja, sepanjang belum
dilaksanakan pendaftaran tanah-tanah atau rumah ibadah Islam yang ada di
kabupaten masing-masing. Bupati diwajibkan pula untuk benda-benda tak
bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peradaran umum, baik dengan nama
wakaf ataupun dengan nama lain.90 Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi
dari beberapa pergerakan dan umat Islam karena orang yang berwakaf dalam
praktiknya harus minta izin kepada Bupati, walaupun hanya bermaksud untuk
melakukan pengawasan. Reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan
terhadap campur tangan pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang
berhubungan dengan agama Islam.91 Sehubungan dengan itu pemerintah
kolonial mengeluarkan surat edaran pada tahun 1931.
2. Surat Edaran dari Sekretaris  Governemen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A
yang dimuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/A tentang Toezicht van
Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen,Vrijdagdiensten en wakafs
Dalam Surat Edaran ini dimuat pada garis besarnya agar bibjblad Tahun 1905
90Idem, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Jakarta:
Departemen Agama, 2007), h. 3-5.
91Imam Suhadi, Hukum Wakaf di Indonesia (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), h. 6-7.
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Nomor 6169 supaya diperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh, dengan
maksud agar mendapatkan suatu register yang berguna untuk memperoleh
kepastian hukum dari wakaf ini.Supaya tertib dalam pelaksanaan wakaf, izin
dari Bupati tetap diperlukan dan Bupati yang menilai apakah harta wakaf yang
akan dilaksanakan itu sesuai dengan maksud dari pemberi wakaf dan
bermanfaat untuk umum. Dalam surat edaran ini juga ditentukan bahwa bila
Bupati member izin atas permohonan wakaf, maka wakaf tersebut harus
didaftar untuk selanjutnya dipelihara oleh Pengadilan Agama setempat dan
pendaftaran ini harus diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk menjadi
bahan pembuatan laporan kelada kantor Landrente.92 Meskipun sudah ada
sedikit perubahan dalam surat edaran yang kedua ini, namun masih tetap ada
reaksi dari pergerakan-pergerakan dan umat Islam, dengan alasan bahwa
menurut Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat. Mereka
beranggapan bahwa perwakafan adalah pemisahan harta benda dari
pemilikannya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat.
Oleh karena itu, absahnya tidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah
tidak perlu campur tangan.93
3. Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 No.
3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad Tahun 1934 Nomor 13390
tentang Toezicht van de Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen,
Vrijdagdiensten en wakafs. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa
yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya, yang isinya member wewenang
92Departemen Agama, Panduan Pemberdayaan, h. 3-5.
93Imam Suhadi, op. cit., h. 6-7.
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kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadu perselisihan atau
sengketa tentang tanah wakaf  tersebut.94
4. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A
sebagaimana dalam Bijblad Tahun 1935 Nomor 13480. Surat edaran ini pula
bersifat penegasasn terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yakni berkenaan
dengan tata cara pelaksanaan wakaf sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad
Nomor 6169/1905 yang menghendaki registerasi dari tanah wakaf di daerah
jajahan, khususnya di Jawa dan Madura.95 Selain itu, masalah perwakafan
tidak lagi diharuskan minta izin Bupati, tetapi cukup pemberitahuan kepada
Bupati. Dalam hal ini Bupati mempunyai hak untuk mempertimbangkan,
meneliti, apakah ada peraturan-peraturan umum atau peraturan setempat yang
menghalangi pelaksanaan tujuan wakaf. Jika ada, Bupati hanya berhak
mengajukan wakaf tanah-tanah lain, kemudian tanah-tanah wakaf tersebut
didaftarkan.96
b. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia
1) Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik
Setelah Indonesia merdeka yang diiringi dengan pembentukan Departemen
Agama (Jawatan Urusan Agama) tanggal 3 Januari 1946, maka wakaf mulai jadi
wewenang Departemen Agama. Wewenang Departemen Agama di bidang wakaf ini
berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama
94Departemen Agama, Panduan Pemberdayaan, h. 3.
95Ibid.
96Imam Suhadi, op. cit., h. 6-7.
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Nomor 9 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952. Dalam peraturan
tersebut disebutkan Departemen Agama dengan lembaga hierarki ke bawah
berkewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftar, dan mengawasi pemeliharaan
harta wakaf (khusus benda tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid).
Berarti wewenang Departemen Agama terbatas pada hal-hal tersebut dan
didalamnya tidak terkandung maksud mencampuri atau menjadikan benda-benda
wakaf sebagai tanah milik negara.97
Kemudian berdasarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor
5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah, urusan perwakafan menjadi
wewenang Kantor Urusan Agama (KUA), maka urusan perwakafan diserahkan
kepada Kantor Urusan Agama. Dalam surat edaran ini, Kantor Urusan Agama
dianjurkan membantu orang-orang yang akan mewakafkan hartanya lengkap dengan
prosedurnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor
5/D/1956 tersebut.98 Selain itu, Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur
Perwakafan Tanah mempertegas dan menindaklanjuti peraturan-peraturan yang
dikeluarkan pada masa colonial Belanda yang dirasakan belum member kepastian
hukum tanah-tanah wakaf di Indonesia.99
Jawatan Urusan Agama juga mulai membenahi peraturan-peraturan di luar
Jawa-Madura dan Yogyakarta-Surakarta yang tidak dicakup oleh aturan sewaktu
pemerintah kolonial Belanda. Pengaturan tentang wakaf untuk kedua wilayah
tersebut baru dilakukan setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Pengaturan wakaf di
wilayah luar Jawa-Madura baru ada setelah dikeluarkannya Surat Edaran Jawatan
97Abdul Al-Ghafur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di  Indonesia (Yogyakarta: Pilar
Media, 2005), h. 43.
98Ibid., h. 44.
99Rachmadi Usman, op. cit., h. 12.
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Urusan Agama Nomor 5/D/1955, edaran ini memberikan wewenang kepada Kantor
Urusan Agama provinsi-provinsi yang belum dicakup oleh peraturan wakaf
sebelumnya supaya melakukan musyawarah dengan para gubernur untuk melakukan
pendaftaran wakaf harta dengan mengacu kepada prosedur dan peraturan yang telah
dikeluarkan oleh Jawatan Urusan Agama. Sementara pengaturan wakaf untuk
wilayah Yogyakarta baru ada setelah dikeluarkannya Surat Petunjuk Kantor Urusan
Agama  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/P.W/58 tentang Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah-Tanah Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta.100
2) Setelah berlakunya Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik
Peraturan-peraturan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masih belum memenuhi
kebutuhan maupun belum dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka
melindungi tanah-tanah wakaf.
Berdasarkan peraturan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), maka pemerintah
pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik.101
Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik, maka latar belakang disahkan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tersebut, yaitu:
100Abdul Al-Ghafur Ansari, op. cit., h. 44-45. Beberapa peraturan perwakafan tanah saat itu
kurang memadai dan masih banyak kelemahan-kelemahannya, yaitu belum memberikan kepastian
hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh karenanya, dalam rangka penertiban dan pembaharuan
sistem hukum agraria, permasalahan mengenai perwakafan tanah ini mendapat perhatian khusus.
101Departemen Agama, Panduan Pemberdayaan, h. 7.
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a) Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai
salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragamam, khususnya bagi
umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan
materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
b) Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada mengatur tentang perwakafan
tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga
membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan
tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap tentang tanah-tanah yang
diwakafkan.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, maka
semua peraturan perundangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dinyatakan tidak
berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut oleh
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai bidangnya masing-masing.102 Hal
ini menghasilkan berbagai peraturan pelaksanaannya, diantaranya:
a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran
Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini dikeluarkan untuk
keperluan pembuktian yang kuat, maka tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan
didaftarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendaftaran tanah.
b) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pengaturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Peraturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977.
102Pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik.
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c) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian
Wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di
Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan setiap Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
d) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini dikeluarkan untuk sinkronisasi dan
pengamanan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977.
e) Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian
Wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di
Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
f) Peraturan Direkturat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78
tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang
Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini lahir untuk ketertiban pelaksanaan
administrasi perwakafan tanah milik dan memberikan pedoman peraturan
pelaksanaan dari peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.
g) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 5-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei
1980 tentang Ketentuan Materai atas Tanda Tangan Sebagaimana yang
dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
h) Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
Nomor DII/5/ED/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai.
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i) Surat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor
DII/5/Ed/07/1981 tanggal 17  Februari 1981 Perihal Pendafaran Tanah Milik,
yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia agar
dapat diberikan bantuan terutama dalam hal biaya ukur dengan diberikan
bantuan keringanan sebagaimana biaya ukur atas tanah milik instansi pemerintah
atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.
j) Surat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor
DII/5/Ed/1981 tanggal 16 April  1981 perihal Petunjuk Pemberian Nomor pada
Formulir Perwakafan Tanah Milik, yang ditujukan kepada Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Up. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan
Kepala Kantor  Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Up. Kepala Seksi
Urusan Agama Seluruh Indonesia. Dalam surat ini diatur pemberian petunjuk
tentang pemberian nomor pada formulir-formulir perwakafan tanah milik.
Petunjuk mana diusahakan sederhana agar dapat dengan mudah dilaksanakan
dengan tidak mengurangi urgensinya.
k) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 422 tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah
Wakaf. Keputusan ini dikeluarkan dikarenakan masih banyaknya tanah di
seluruh Indonesia yang belum bersertifikat, sehingga perlu dilakukan
peningkatan sertifikatnya demi untuk tertib administrasi dan kepastian
haknya.103
Selain Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik, berbagai peraturan hadir dalam rangka pengembangan harta wakaf dan
demi penyempurnaan pengaturan perwakafan. Selain itu, hadirnya berbagai yayasan
103Rachmadi Usman, op. cit., h. 15-17.
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bahkan lembaga keuangan yang berperan serta dalam pengembangan harta wakaf.
Diantaranya sebagai berikut:
a) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berisi perintah kepada
Menteri Agama  Republik Indonesia dalam rangka penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam. Hukum perwakafan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah
diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa
hal, hukum perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan
pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan
hukum Islam.
b) Pengaturan tentang yayasan termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001. Pengaturan ini mengatur nama yayasan wakaf.
c) SK Dir. BI Nomor 32134/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip
Syariah. Bank dapat bertindak sebagai lembaga bait al-ma>l, yaitu menerima dana
yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan dana sosial lainnya.
d) Pengaturan tentang SK Dir. Nomor 32136/KEPIDIR tentang Bank Perkreditan
Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (BPRS).  BPRS dapat bertindak sebagai
lembaga bait al-ma>l, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,
sedekah, wakaf, hibah, dan dana sosial lainnya.104
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang penting
dalam memajukan perkembangan agama. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik hanya mengatur benda-benda wakaf tidak
bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah.
104Departemen Agama RI, Bunga Rampai, h. 32-33.
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Selain itu, beberapa negara mengatur persoalan wakaf dalam suatu undang-
undang, bahkan melaksanakan penyelenggaraan wakaf dibentuk Kementrian/
Departemen Urusan Perwakafan. Di Indonesia sendiri, persoalan wakaf baru diatur
dalam bentuk undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2004, yaitu saat disahkan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
D. Dimensi Ekonomi dalam Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat
Wakaf yang disyari’atkan dalam ajaran agama Islam mempunyai dua dimensi
sekaligus, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena
wakaf merupakan anjuaran agama yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan
masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (waqif) mendapat pahala
dari Allah SWT karena mentaati perintahnya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi
karena syair‟at wakaf mengandung unsur ekonomi sosial, hal mana wakaf akan
mampu meringankan beban hidup kaum dhu’afa>’ (ekonomi lemah).
Wakaf memang merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat
kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah. Terlebih
lagi karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. Di
Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam
masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya
dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara
menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan SDM maupun dalam
pembangunan sumber daya sosial.
Perkembangan wakaf Islam dan pertumbuhannya sebenarnya membentuk
karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya.
Hukum Islam telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian ketiga dengan
muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta
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mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-
umat yang lain.105 Ditambah pula, bahwa sejak zaman Nabi Muhammad saw.
Hukum Islam mempertegas pentingnya wakaf bagi masyarakat. Perlu disadari bahwa
masyarakat muslim khususnya dan manusia pada umumnya memerlukan kegiatan
sosial ekonomi yang dapat membebaskan dari segala bentuk ketimpangan ekonomi
yang semata-mata untuk menguntungkan pribadi dan memberi manfaat perorangan,
sebab tujuan wakaf Islam semata-mata bertujuan  untuk kebaikan dan memberi
manfaat kepada masyarakat luas dan merupakan bentuk kepedulan terhadap umat
dan generasi yang akan datang.106
Definisi wakaf pada umumnya telah mengandung muatan ekonomi. Wakaf
juga berarti memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan
investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat menghasilkan sesuatu yang
dapat dikonsumsi untuk masa akan datang, baik kepada pribadi maupun kelompok.
Dengan demikian, wakaf juga berarti kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara
bersamaan. Kegiatan ini juga menahan harta yang mungkin akan dimanfaatkan oleh
wakif sehingga tidak dapat dikonsumsi pada saat itu juga, akan tetapi secara
bersamaan pula telah mengubah pengelolaan harta tersebut kepada investasi yang
bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produksi di tengah-tengah masyarakat.
Beberapa pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda
utamanya utamanya tanah yang merupakan harta harus diarahkan pada:
1. Kemashlahatan masyarakat secara luas. Harta benda merupakan media
agar manusia dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah SWT dengan
memberikan manfaat kepada diri maupun orang lain yang membutuhkan.
105Munzir Qaha>r, op. cit., h. 64.
106Ibid.,, h. 93-94.
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2. Model pengelolaan dan pengembangannya harus berada dalam koridor
syariah atau dianjurkan.
3. Harta benda tidak menjadi tumpuan konsentrasi hanya untuk pengelolaan
dan pengembangan semata-mata tetapi harus berdampak kepada
distribusian manfaat yaitu distribusi kesejahteraan masyarakat.
4. Pengelolaan dan pengembangan harta benda tidak lepas dari konsep
ibadah107.
Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas
ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, penggembalaan, berburu,
industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Bahkan Islam
memberkati perbuatan duniawi ini dan member nilai tambah sebagai ibadah kepada
Allah. Karena amal usaha dan aktivitas ini akan memungkinkan masyarakat
melaksanakan risalah Islam.
Menurut Yu>suf Qardawi> ada 2 (dua) tujuan dilaksanakannya produksi, yaitu:
1. Memenuhi kebutuhan setiap individu
Ekonomi Islam sangat mendorong produktivitas dan mengembangkannya
baik kuantitas maupun kualitas. Di dalam ekonomi Islam kegiatan produksi menjadi
unik dan istimewa, sebab didalamnya terdapat faktor itqa>n (profesionalitas) yang
dicintai Allah dan Ihsa>n yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.108
2. Mewujudkan kemandirian umat
Tujuan lain dalam produksi adalah merealisasikan kemandirian (ekonomi)
umat. Maknanya, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan
107Winoto Seoekarno, Pengembangan Wakaf sebagai Sumber Modal Usaha (Yogyakarta:
Stimik Amikom, t.th), h. 2.
108Yu>suf Qardawi>, Da>r al-Qiya>m wa al-Akhla>q fi> al-Iqtis}a>d al-Isla>mi>, terj. Didin
Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Annur Rofiq Shaleh Tamhid, Peran Nilai dan Moral dalam
Perekonomian Islam (Jakarta: Robbani Press, 1995), h. 180.
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prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual.
Tanpa memenuhi kebutuhan tersebut, umat Islam tidak mungkin dapat merealisasi
sikap izzah (harga diri). Tidak mungkin ada izzah bagi umat yang persenjataannya
dipproduksi oleh umat lain. Tidak akan ada kepemimpinan yang sesungguhnya bagi
umat yang mengandalkan diri pada keahlian orang lain dalam urusan-urusan yang
bersifat spesifik, sensitif, dan sangat rahasia. Tidak akan ada kemerdekaan bagi umat
yang tidak memiliki makanan pokok di negerinya, tidak menemukan obat untuk
penyakitnya, tidak mampu bangkit membantu industri.109
Berdasarkan tujuan produksi yang dikemukakan oleh Yu>suf Qardawi> dan
dikaitkan dengan tujuan wakaf secara khusus maka wakaf adalah kegiatan produksi
yang dilakukan secara terus menerus sehingga harta wakaf dapat berkembang demi
kesejahteraan umat. Wakaf berada pada posisi kegiatan berproduksi yang
menggerakkan roda pembangunan ekonomi dan masyarakat.
Selain itu, pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan yayasan
ekonomi yang mempunyai wujud abadi. Oleh karena itu, wakaf merupakan kegiatan
yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif
untuk generasi akan datang sesuai dengan tujuan wakaf.
Investasi sendiri mempuyai arti mengarahkan sebagian dari harta yang
dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi yang mampu
menghasilkan manfaat atau barang dan dapat dipergunakan bagi kepentingan
generasi akan datang. Selain itu, investasi yang dimaksud berbeda dengan investasi
yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan, investasi yang dimaksud adalah
investasi kepemilikan yang tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang
direncanakan secara ekonomi untuk kepentingan umum, sehingga investasi adalah
landasan bagi pengembangan ekonomi umat.
109Ibid., h. 189-190.
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Dalam pengembangan ekonomi produktif, biasanya cukup sulit diperoleh
disamping proses manajerial adalah sumber modal kerja. Para pengusaha biasanya
mengandalkan permodalan pada perbankan. Dalam konteks pengembangan wakaf
produktif tentunya tanah merupakan aset yang dapat dijadikan modal kerja.110 Titik
peruntukan wakaf adalah terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
Namun kemaslahatan biasanya dimaknai terbatas pada kontinuitas ritual peribadatan
sosial keagamaan, minim produktivitas ekonomi. Dari sinilah, makna kontinuitas
kemaslahatan dapat ditingkatkan ke kontinuitas perluasan dan pengembangan untuk
pencapaian kesejahteraan masyarakat, minimal yang berada tempat aset wakaf
berada.
E. Kerangka Pikir
Wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat
kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid, yaitu segala sesuatu yang
berpuncak pada keakinan terhadap keesan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran
akan perwujudan  keadilan sosial.
Selain itu,  wakaf memiliki kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan
ekonomi kemasyarakatan. Pada wilayah  paradigma sosio-ekonomis, wakaf menjadi
jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan. Penguasaan harta oleh
seseorang (lembaga) secara monopoli, tentunya akan melahirkan eksploitasi  oleh
kaum minoritas terhadap kaum mayoritas.
Salah satu langkah strategis  untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu
meningkatkan peran wakaf sebagai  pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan
menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang
110Lukman Fauroni, Wakaf untuk Produktivitas Umat (Yogyakarta: STEI, t.th), h. 37.
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berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu
dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.111
Definisi yang ada dalam Undang-undang tentang Wakaf, yaitu Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengandung
muatan ekonomi, karena dalam definisi tersebut disebutkan bahwa wakaf  berarti
memindahkan harta dari sesuatu yang bersifat konsumtif menjadi produktif dan
menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi di masa yang akan datang. Selain itu,
dalam bagian kedelapan peruntukan harta benda wakaf Pasal 22 Undang-undang
tentang Wakaf salah satu tujuannya yaitu kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
Dengan demikian, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur
investasi di masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang
akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan
pemanfaatan hasilnya secara langsung. Hal tersebut di atas, tidak kecuali terhadap
tanah wakaf yang dikelola secara produktif.
Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk
tanah wakaf strategis) sebagai faktor produksi yang dalam ekonomi Islam dianggap
sebagai sarana untuk meningkatkan produksi yang digunakan sebagai sarana untuk
meningkatkan produksi yang digunakan demi kesejahteraan individu dan
masyarakat. 112Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa
sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting
mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti
permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral, dan
111Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, op. cit., h. 40.
112M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,
1997), h. 72.
70
sebagainya.113 Tanah wakaf yang bertempat pada posisi strategis, tentunya memiliki




113Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan
Pemberdayaan Tanah Wakaf, h. 103.
Al-Qur’a>n
Hadis
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf











A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian
kualitatif.1 Jenis penelitian yang dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian
kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat
beragam sehingga untuk  mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan
pendalaman lebih lanjut.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan2 historis dan sosiologis. Adapun
ulasannya sebagai berikut:
a. Pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk membantu peneliti
mengetahui dan memahami sejarah harta benda wakaf yang dalam penelitian ini
difokuskan kepada tanah wakaf, hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah
tanah wakaf tersebut pernah dialihfungsikan, sehingga perkembangan
pemberdayaan tanah wakaf dapat diketahui.
1Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek
yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lihat:  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R & D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.
2Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam
memahami sesuatu. Lihat: Abuddin Nata, Metodologi Studi  Islam, (Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2004), h. 28.
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b. Pendekatan sosiologis3. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui  kondisi
sosial masyarakat yang tinggal di sekitar tanah wakaf produktif.
c. Pendekatan ekonomi Islam. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui
perilaku masyarakat khususnya terhadap tanah wakaf produktif telah sejalan
dengan prinsip ekonomi Islam atau sebaliknya. Selain itu, pendekatan ini
digunakan dalam menemukan konsep yang tepat dalam peningkatan kontribusi
tanah wakaf kepada masyarakat.
d. Pendekatan manajemen. Keberhasilan suatu lembaga bergantung pada planning
yang telah ditetapkan, kemudian dijalankan. Pendekatan manajemen mencoba
melihat upaya peningkatan kontribusi tanah wakaf produktif.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Kabupaten
Bone, Kecamatan Tellu Siattinge,  Desa Lappae, Desa Waji, dan Desa Lanca.
Penentuan lokasi di atas dikarenakan tanah wakaf produktif yang terdapat di
Kabupaten Bone hanya ada di Kecamatan Tellu Siattinge.
Hal di atas berdasarkan observasi awal pada bulan Mei 2011, peneliti
memperoleh data tanah wakaf sebanyak 818 lokasi bidang tanah wakaf dengan luas
keseluruhan  516.148,98 m2, dan dari jumlah luas keseluruhan tersebut hanya
343.499,10 m2 yang bersertifikat.4 Jumlah keseluruhan tanah wakaf yang
3Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan
struktif, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu
fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan,
mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Lihat: Ibid., h.
39.
4Kementrian Agama Kabupaten Bone, Rekapitulasi Pengelolaan Tanah Wakaf pada Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Bone, 13 Juni 2011.
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bersertifikat tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk tempat ibadah dan
pendidikan, sedangkan wakaf produktif ada 3 (tiga) lokasi yang diperuntukkan untuk
persawahan dengan luas keseluruhan 8611 m2 yang hanya terdapat pada 1 (satu)
kecamatan yaitu kecamatan Tellu Siattinge.5
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 September 2011 s/d 18 Maret
2012.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive,6
dan bersifat snowball sampling.7 Selain itu, dalam penelitian kualitatif sangat erat
kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud sampling dalam hal ini
adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan
bangunannya (constructions), dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri
pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan dalam generalisasi.
5Idem, Data Tanah Wakaf Bersertifikat Tahun 2010, 17 Mei 2011.
6Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita
harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi
social yang ditelliti. Lihat: Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008),
h. 54. Keputusan tentang penentual sampel, besarnya dan strategi sampling pada bergantung pada
penetapan satuan kajian. Kadang-kadang satuan kajian bersifat perorangan. Bila perseoranga itu
sudah ditetapkan, maka pengumpulan data dipusatkan di sekitarnya, yang dikumpulkan ialaj apa yang
terjadi dalam kegiatannya, apa yang mempengaruhinya, bagaimana sikapnya, dan semacamnya. Lexy
J. Moleong Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 225.
7Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil,
kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama akan menjadi besar. Dalam
penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini
belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang
dipandang lebih tahu dan dapat melengkap data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.
Sugiyono, Metode Penelitian, h. 85-86.
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Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan  yang ada dalam ramuan konteks yang
unik. Maksud kedua dari sampling adalah menggali informasi yang akan menjadi
dasar dari rancangan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif
tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sample).8 Teknik snowing
sampling dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum
mampu memberikan data yang memuaskan, maka peneliti mencari orang lain lagi
yang dapat memberikan data yang memuaskan (mengetahui secara jelas data yang
diinginkan).
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.
Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian penelitian maka
sumber data dalam penelitian ini relevan dengan tanah wakaf. Dalam penelitian ini
menggunakan dua sumber data yaitu:
a. Data primer. Data primer yakni data empiris yang diperoleh di lapangan
bersumber dari informan maupun data yang diperoleh pada institusi  Kementrian
Agama Kabupaten Bone, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu
Siattinge, Kantor Kecamatan Tellu Siattinge, Kepala Desa Waji, Kepala Desa
Lappae, Kepala Desa Lanca, Kepala Desa Patangnga, Imam Desa Patangnga,
Imam Desa Waji, Imam Desa Lappae, Imam Desa Lanca, tokoh masyarakat,
serta masyarakat yang dianggap memiliki informasi penting.
b. Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil
penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip
dari berbagai perpustakaan.
8Lexy J. Moleong Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.
224.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun
teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Observasi
Observasi adalah  metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.9 Observasi
dalam penelitian ini adalah tanah wakaf yang dikelola secara produktif yaitu
persawahan. Hal ini sangat perlu guna mendeskripsikan realita kondisi tanah wakaf
di lapangan dan menjadi acuan dalam hasil penelitian.
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahululan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih
mendalam.10 Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa
anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview
adalah sebagai berikut:
a. Bahwa subjek adalah orang yang tahu tentang dirinya sendiri.
9Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115. Ada beberapa alasan
digunakannya observasi dalam penelitian kualitatif, yaitu 1) teknik ini didasarkan atas pengamatan
langsung, 2)  teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian
mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, dan 3) sering
terjadi keraguan pada peneliti, sehingga ditakutkan ada data yang dijaring keliru. Kemungkinan keliru
terjadi karena kurang dapat mengingat hasil wawancara, sehingga jalan terbaik ialah dengan jalan
memanfaatkan pengamatan.
10Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 72.
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b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat
dipercaya.
c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti
kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.11
Penelitian kualitatif menggunakan metode yaitu observasi, wawancara, atau
penalaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa
pertimbangan, yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila
berhadapan dengan kenyataan jamak, dan metode ini menyajikan secara langsung
hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Selain itu, metode ini lebih peka
dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.12
Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan
semiterstruktur,13 yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap
mengetahui jelas keadaan/kondisi tanah wakaf di Kabupaten Bone.
3. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
11Idem, Metode Penelitian, h. 138.
12Lexy J. Moleong, op. cit., h. 10.
13Wawancaran terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau
pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, sehingga
dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dispakan. Wawancara
semiterstruktur termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih
bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-
idenya. Lihat: Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 73-74.
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rapat, catatan harian, dan sebagainya.14 Hasil penelitian dari observasi dan
wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung  oleh dokumentasi.
E. Teknik Analisis Data
Pada dasarnya analisis data adalah sebuah  proses  mengatur  urutan data dan
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh
data.15 Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberi  kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik
dari catatan  lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.
Untuk  melaksanakan  analisis  data   kualitatif   ini   maka   perlu ditekankan
beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai
proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.16
Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang
dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai kontribusi tanah wakaf produktif sebagai
sumber ekonomi umat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, sehingga
dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat
14Lexy J. Moleong, op. cit., h. 186.
15Ibid., h.  103.
16Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92.
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dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi
dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang
dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.
2. Penyajian Data
Miles dan Huberman  dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan
bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi
yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.17
Penyajian data dalam hal  ini adalah  penyampaian  informasi berdasarkan
data yang diperoleh dari tanah wakaf di Kecamatan Tellu Sittnge sesuai dengan
fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca
dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait
dengan kontribusi tanah wakaf sebagai sumber ekonomi umat dalam  bentuk  teks
naratif.
Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan
yang sistematis untuk mengetahui kontribusi tanah wakaf produktif sebagai potensi
ekonomi umat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Kegiatan pada
tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis,
sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap
rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika
dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk
mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan  sesuai dengan alur penelitian.
17Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 194.
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3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa
verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang
ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.18 Kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten
saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan
kesimpulan yang kredibel.19
Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil
dengan  data pembanding  teori   tertentu, melakukan   proses member check atau
melakukan  proses  pengecekan  ulang,  mulai  dari pelaksanaan pra survey
(orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan
umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
F. Pengujian Keabsahan Data
Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini
dilakukan dengan trianggulasi. Triangulasi adalah tenik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan
perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian,
yaitu kontribusi tanah wakaf produktif sebagai sumber ekonomi umat di Kecamatan
Tellu Siattinge Kabupaten Bone, selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang
yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.
Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap
berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta
18Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama (Pontianak:
STAIN Pontianak, 2000), h. 71.
19Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 99.
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saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat
dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses
ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data telah dikumpulkan
sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang
representatif.
G. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional
Penelitian ini berjudul kontribusi wakaf tanah sebagai sumber ekonomi umat
di Kabupaten Bone, untuk memperjelas pengertian atau makna variabel yang
terdapat dalam judul penelitian ini maka dikemukakan definisi operasional variabel,
agar pembaca tidak keliru memahaminya. Adapun variabel yang perlu dijelaskan
adalah sebagai berikut:
a. Kontribusi Tanah Wakaf Produktif
Wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf bentuk masdar dari Waqafa, Yaqifu,
Waqfan yang berarti menahan.20 Wakaf menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, adalah perbuatan hukum wakif
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagain harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariat.21
Tanah adalah harta benda wakaf yang tidak bergerak yang dapat
diperuntukkan  sebagai sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan
20Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta:
Krapyak, t.th), h. 2033-3034.
21Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
& Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya (Departemen Agama,
2007), h. 3.
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serta kesehatan; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta kemajuan
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan.22
Produktif berarti berdaya hasil dan mempunyai kemampuan untuk
menghasilkan.23
Tanah wakaf produktif yang dimaksud dalam proposal ini adalah tanah yang
telah disumbangkan wakif, dan oleh nazhir yang telah bersertifikat, dan dikelola
sehingga memberikan hasil kepada pengelola. Adapun wakaf tanah produktif yang
dikelola sesuai data yang diperoleh dari Kementrian Agama Kabupaten Bone adalah
tanah wakaf yang dikelola untuk persawahan.
Kontribusi24 tanah wakaf produktif yang dimaksud oleh peneliti adalah
sumbangsih dan peran tanah wakaf sebagai salah satu faktor produksi yang dikelola
oleh pengelola (nazhir), sehingga menghasilkan wujud yang bermanfaat melalui
proses yang berasal dari internal (tanah wakaf) kemudian ditujukan kepada eksternal
(masyarakat).
b. Sumber ekonomi umat
Kata ”sumber” berarti pokok, asal, mula, dan dasar.25 Ekonomi adalah suatu
istilah yang digunakan untuk menunjukkan setiap tindakan atau proses yang
bersangkut-paut dengan penciptaan benda-benda atau jasa-jasa yang dibuat untuk
22Ibid., h. 12-14.
23M. Dahlan, et al., ed. Kamus Induk Istilah Ilmiah (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 633.
24Kontribusi berarti sumbangan.  Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php,
diakeses pada tanggal 21 Juli 2011. Kontribusi dapat pula berarti ikut serta dan berperan kepada suatu
hal, sehingga mampu memberikan pengaruh dan mendominasi. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, karena
kontribusi sesuatu  dapat mendominasi jika setiap elemen kontribusi tersebut mampu bekerja dengan
baik. Jika satu elemen tidak bekerja secara optimal, maka kontribusi yang diberikan belum mampu
mendominasi. Selain itu, jika dicermati lebih jauh, kata “kontribusi” berarti memiliki hal yang
berpotensi untuk memberikan hasil dari dirinya (internal) kepada yang lain (eksternal).
25Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, op. cit.
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memenuhi kebutuhan manusia. Secara lebih spesifik istilah tersebut digunakan
untuk mencirikan produksi benda-benda serta jasa-jasa yang dihasilkan dengan
pengetahuan teknis yang berlaku.26
Sedangkan kata “umat” diartikan sebagai komunitas atau pengikut agama
tertentu,27 yakni umat (masyarakat) Islam. Dalam penelitian ini umat yang dimaksud
adalah semua elemen yang terikat pada kelompok masyarakat, termasuk Imam Desa,
Kepala Desa, dan orang yang berada di lingkungan sekitarnya tanpa terkecuali.
Kesejahteraan umat dalam proposal ini adalah kebutuhan pokok masyarakat
yang terpenuhi di sekitar lokasi tanah wakaf, yaitu kebutuhan sehari-hari.
Adapun sumber28 ekonomi umat yang peneliti maksud adalah pokok
kekuatan untuk melakukan kegiatan ekonomi guna mendapatkan wujud  yang
bermanfaat, yang mampu menopang kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat,
utamanya masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tanah wakaf.
2.  Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah tanah wakaf bersertifikat yang dikelola
secara produktif oleh nazhir (Imam Desa), dalam bidang persawahan.
26Winardi, op. cit., h. 117.
27Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, loc. cit.
28Peneliti memilih kata “sumber “karena peneliti memandang wakaf di Indonesia umumnya
belum mampu memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan umat, Di antara penyebab tidak
optimalnya sasaran harta wakaf dan pengelolaannya adalah, pertama, sempitnya pola pemahaman
masyarakat terhadap harta wakaf  peribadatan semata. Kedua, pada umumnya wakif menyerahkan
harta benda yang diwakafkan kepada orang yang  dianggap panutan dalam lingkup masyarakat
tertentu, sementara realitas panutan tidak selalu otomatis dapat berfungsi optimal sebagai nadhir.
Dalam orientasi ekonomi, wakaf telah memiliki faktor produksi sehingga memiliki potensi untuk
diberdayakan. Dari pemaparan tersebut, peneliti bermaksud menjadikan wakaf memiliki peranan yang
besar sehingga wakaf yang pada awalnya dianggap sebagai ritual ibadah  menjadi sumber kekuatan




A. Selayang Pandang Lokasi Penelitian
1. Sejarah Kecamatan Tellu Siattinge
Kecamatan Tellu Siattinge adalah salah satu kecamatan yang berada di
Kabupaten Bone. Kata “tellu siattinge” terdiri dari kata “tellu” yang artinya tiga,
dan “siattinge” artinya sehati, sehingga “tellu siattinge” diartikan sebagai tiga
kerajaan yang bersatu (sehati). Nama “Tellu Siattinge” diambil pada zaman
penjajahan Belanda dimana ketiga distril akan bersatu dan bergabung menjadi satu
sehingga dinamakan Tellu Siattinge dan menjadi sebuah kecamatan yang saat ini
Kecamatan Tellu Siattinge, yang ibukota kecamatannya terletak di Tokaseng.
Kecamatan Tellu Siattinge dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun
1959.1
2. Letak dan Batas-batas
Kecamatan Tellu Siattinge memiliki luas wilayah 159,03 km2 dengan
koordinat geografis pada 40 23’46”LS dan 1200 15’56”BT.2 Selain itu, wilayah
Kecamatan Tellu Siattinge merupakan daerah dataran rendah, dengan kondisi
permukaan relatif datar dan berada pada ketinggian 600-700 m dari permukaan laut
yang topografinya berupa daratan sampai alamnya merupakan wilayah datar dengan
curah hujan yang cukup setiap tahunnya serta jenis tanahnya subur dan cukup
tinggi.3
1Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Profil Kecamatan Provinsi Sulawesi Selatan
(Makassar: Pemprov Sulawesi Selatan, 2010), h. 298.
2Ibid.
3Kecamatan Tellu Siattinge, Renstra (Rencana Strategis 2008-2013 (Tellu Siattinge: Kantor
Kecamatan Tellu Siattinge, 2008), h. 10.
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Letak Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dengan batas-batas
sebagai berikut: 4
a. Sebelah utara : Kabupaten Wajo.
b. Sebelah selatan : Kecamatan Pallakka, Awangpone, dan Ulaweng.
c. Sebelah timur : Kecamatan Cenrana.
d. Sebelah barat : Kecamatan Dua Boccoe.
3. Penduduk
Secara administratif Kecamatan Tellu Siattinge terdiri atas 2 kelurahan dan
15 desa, dengan jumlah penduduk 48. 616 jiwa yang terdiri atas 23.176 laki-laki dan
25.440 perempuan, dengan jumlah 10. 572 KK (kepala keluarga). Adapun rinciannya
dapat dilihat tabel di bawah ini:
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga






1 Otting 529 1.223 1.368 2.591
2 Tokaseng 516 1.136 1.271 2.047
3 Palongki 541 1.143 1.289 2.432
4 Tajong 493 1.168 1.226 2.394
5 Ulo 1.286 3.026 3.202 6.228
6 Lanca 547 1.129 1.228 2.357
7 Itterung 761 1.527 1.769 3.296
8 Mattoanging 503 1.207 1.277 2.484
9 Lamuru 1.265 3.019 3.308 6.327
10 Waji 796 1.664 1.864 3.528
11 Ajjalireng 427 797 918 1.715
12 Sijelling 813 1.704 1.846 3.550
13 Lea 475 1.055 1.151 2.206
14 Pada Idi 392 819 939 1.758
4Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Profil Kecamatan Provinsi Sulawesi Selatan
(Makassar: Pemprov Sulawesi Selatan, 2010), h. 298.
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15 Pongka 429 908 938 1.846
16 Lappae 353 617 760 1.377
17 Patangnga 446 1.034 1.086 2.120
Total 10.572 23.176 25.440 48.616
Sumber: Kantor Kecamatan Tellu Siattinge, 2011.
4. Mata Pencaharian Penduduk
Pada umumnya, penduduk Kecamatan Tellu Siattinge dapat dikatakan
memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, baik itu persawahan maupun
perkebunan dimana 85% di bidang persawahan dan perkebunan dan 15% bekerja
pada bidang lainnya dan merupakan sektor pendukung pada bidang pertanian,5
senada yang disampaikan oleh Andi Tawil:
Masyarakat Tellu Siattinge mayoritas beragama Islam dan pada umumnya
bermata pencaharian pada bidang persawahan yaitu menggarap sawah,
berkebun, dan berladang. Hal ini dikarenakan wilayah Tellu Siattinge berada di
lokasi yang dimana sumber daya alam untuk pertanian dan kondisi tanah yang
cukup subur, sehingga dijadikan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian
utama.6
5. Tanah Wakaf
Adapun pengelolaan tanah wakaf yang terdapat di Kecamatan Tellu Siattinge
hingga pada bulan Oktober tahun 2011 tersebar di beberapa desa dan kelurahan yang
berjumlah 24 lokasi bidang, dengan luas keseluruhan 22.171 m2. Adapun
perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini sebagai berikut:
Tabel 4.2
Jumlah Lokasi Bidang dan Luas Tanah Wakaf





Lokasi Bidang Luas M2
1 Itterung 4 2.799
2 Ajjalireng 2 5.028
5Rencana Strategis (Renstra); Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone 2008.
6Andi Tawil, Camat Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara oleh penulis di Rumah
Kepala Kec. Tellu Siattinge, 10 Oktober 2011.
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3 Waji 4 5.528
4 Lea 2 1.155
5 Otting 1 692
6 Lanca 1 1.777
7 Tajong 1 1.517
8 Ulo 1 900
9 Sijelling 5 1.754
10 Lappae 1 225
11 Tokaseng 2 796
Jumlah 25 22.171
Sumber: Kantor KUA Kecamatan Tellu Siattinge, 2011.
Data rekapitulasi pengelolaan tanah wakaf di atas adalah data yang diperoleh
dari KUA Kecamatan berdasarkan wilayah desa di Kec. Tellu Siattinge, tetapi
setelah penelusuran lebih lanjut ada 2 (dua) lokasi tanah wakaf bila ditinjau
berdasarkan wilayah sudah tidak sesuai dengan data di atas. Hal ini disebabkan telah
terjadi pemekaran di 2 (dua) desa, yaitu desa Lanca dengan hadirnya desa Lappae
dan desa Ajjalireng dengan hadirnya desa Patangnga. Lebih jelasnya dapat dilihat
tabel rekapitulasi tanah wakaf dapat dlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.3
Jumlah Lokasi Bidang dan Luas Tanah Wakaf





Lokasi Bidang Luas M2
1 Itterung 4 2.799
2 Ajjalireng 1 812
3 Waji 4 5.528
4 Lea 2 1.155
5 Otting 1 692
6 Lappae 2 2002
7 Tajong 1 1.517
8 Ulo 2 900
9 Sijelling 5 1.754
10 Patangnga 1 4.216
11 Tokaseng 2 796
Jumlah 25 22.171
Sumber: Kantor KUA Kecamatan Tellu Siattinge, 2011.
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Dari keseluruhan jumlah lokasi bidang tanah wakaf di Kecamatan Tellu
Siattinge, terdapat 3 lokasi bidang tanah wakaf yang berupa sawah, dan selebihnya
untuk mesjid. Ketiga lokasi tanah tersebut terletak di Desa Waji, Desa Lappae, dan
Desa Patangnga. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4
Rekapitulasi Pengelolaan Tanah Wakaf Bidang Persawahan










Sumber: Kantor KUA Kecamatan Tellu Siattinge, 2011.
Tabel di atas menggambarkan bahwa tanah wakaf berupa persawahan di
Kecamatan Tellu Siattinge seluas 8.611 m2 (38,83%) dari luas keseluruhan tanah
wakaf seluas 22.171 m2, dengan rincian Desa Patangnga seluas 4.216 m2, Desa
Lappae seluas 1.777 m2, dan Desa Waji seluas 2.618 m2.
a. Tanah Wakaf di Patangnga
Pada awalnya tanah wakaf tersebut berada di Desa Ajjalireng Kampung
Patangnga, akan tetapi setelah terjadi pemekaran di Desa Ajjalireng maka Kampung
Patangnga menjadi salah satu  desa di Kecamatan Tellu Siattinge, yaitu  menjadi
Desa Patangnga. Berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 1
Agustus 1984, disebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diwakafkan dari
Hawang untuk nafkah Imam Kampung Patangnga pada tahun 1905. Tanah tersebut
adalah tanah Hak Milik dengan nomor 368, dan Surat Pengesahan Nazhir tanggal 1
Agustus 1984 yang dibuat oleh Haji Abdul Azis selaku Kepala Kantor Urusan
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Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tellu
Siattinge. Selain  itu, berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 3 Tahun
1984, saksi atas tanah wakaf tersebut adalah H. A. Pallampa, A. M. Adam, dan H.
Husain.
Adapun  tanah wakaf tersebut memiliki batas-batas sesuai dengan Akta
Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut:
1) Sebelah utara berbatasan dengan sawah Hali.
2) Sebelah timur berbatasan dengan sawah Hufan.
3) Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Becce.
4) Sebelah barat berbatasan dengan sawah Rama.
Adapun latar belakang tanah tersebut diwakafkan terjadi pada saat ada
seorang wanita bernama Hawang yang belum menikah sehingga tidak memiliki
anak, dan memiliki beberapa hektar tanah di kampung Patangnga. Kemudian ia
mewasiatkan agar tanahnya (tanah yang saat ini dikelola oleh Imam Patangnga)
diwakafkan untuk nafkah yang menjabat sebagai Imam di Patangnga. Tanah wakaf
tersebut hingga sekarang masih dikelola oleh Imam Desa Patangnga.7
b. Tanah Wakaf di Desa Lappae
Pada awalnya, tanah wakaf tersebut berada di Desa Lanca Kecamatan Tellu
Siattinge, akan tetapi setelah pemekaran tanah tersebut berada di Desa Lappae.
Desa Lappae merupakan daerah yang masuk dalam wilayah Desa Lanca sebelum
pemekaran.8 Tanah tersebut memiliki luas 1904 m2, dengan panjang 68 m dan lebar
28 m.
7Ambotang, Imam Desa Patangnga, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa
Patangnga, 7 Oktober 2011.
8Mappasere, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten
Bone, Wawancara oleh penulis di Ruang Kepala KUA Kec. Tellu Sittinge, 11 Oktober 2011.
89
Tanah wakaf tersebut merupakan tanah yang secara turun temurun dikelola
oleh Imam Desa Lanca, hingga terjadi pemekaran desa tanah tersebut tetap dikelola
oleh Imam Desa Lanca, meski tanah wakaf tersebut berada di Desa Lappae. Adapun
sejarah tanah wakaf di Desa Lappae, menurut penuturan Mappasere:
Tanah wakaf di Desa Lappae merupakan tanah yang sudah turun temurun
dikelola oleh Imam Desa Lanca, yang diberikan oleh penguasa terdahulu untuk
nafkah Imam, sebagai imbalan/upah atas pekerjaannya sebagai imam.
Meskipun demikian, tanah wakaf tersebut sekarang dalam permasalahan yang
rumit, karena Imam Desa Lanca yang terdahulu tidak ingin melepas atau
memberikan tanah tersebut kepada Imam Desa berikutnya, apalagi tanah
tersebut sudah tidak dalam wilayah Desa Lanca, tetapi berada di Desa
Lappae.9
Terlepas dari masalah tanah wakaf di Desa Lappae, tanah wakaf tersebut
termasuk dalam tanah milik adat yang diberikan kepada Imam untuk diambil
hasilnya saja tanpa memiliki atau menjadi Hak Milik Imam Desa bersangkutan,
berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Tanggal 1 Agustus 1984 Nomor 2 tahun 1984 yang
dibuat oleh H. Abdul Azis selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu
Siattinge sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dengan saksi-saksi yaitu A.
Lawu, Sakka, dan H. A. Hamdi. Selain itu, tanah tersebut telah memiliki buku tanah
di Badan Pertanahan Nasional, dimana pemegang hak yaitu Haji Andi Tandang,
berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 302 dengan tanggal 8 Maret 1991.
Adapun tanah wakaf tersebut memiliki batas-batas berdasarkan Akta
Pengganti Ikrar Wakaf, sebagai berikut:
1) Sebelah utara berbatasan dengan sawah Mallo.
2) Sebelah timur berbatasan dengan sawah Tangnga.
3) Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Saing.
9Mappasere, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten
Bone, Wawancara oleh penulis di Ruang Kepala KUA Kec. Tellu Sittinge, 11 Oktober 2011.
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4) Sebelah barat berbatasan dengan sawah Rupi.
c. Tanah Wakaf di Desa Waji
Tanah wakaf di Desa Waji tidak seperti tanah wakaf yang terletak di Desa
Lappae dan di Desa Patangnga, karena tanah wakaf yang terletak di Desa Waji dan
tidak mengalami pemekaran, sehingga mutlak di Desa Waji. Adapun sejarah tanah
wakaf di Desa Waji sama halnya dengan tanah wakaf di Desa Lappae, yang
merupakan tanah milik adat. Hal ini sesuai penuturan M. Jamal selaku Imam Desa
Waji:
Tanah wakaf yang saya kelola hingga saat ini merupakan tanah yang turun
temurun dikelola oleh Imam Desa Waji, sehingga siapa saja yang menjabat
sebagai Imam Desa maka ia berhak untuk mengelola dan mengambil hasilnya.
Tanah wakaf ini diberikan oleh penguasa terdahulu untuk nafkah Imam,
sebagai upah atas pekerjaannya sebagai imam, dalam istilah sekarang adalah
upah.10
Meskipun tanah wakaf di Desa Waji adalah tanah hak milik adat, akan tetapi
telah memiliki sertifikat tanah dengan hak milik nomor 180, dengan pemegang hak
bernama Maradiang, dengan tanggal 28 Desember 1991. Adapun Akta Pengganti
Ikrar Wakaf bertanggal 23 Agustus 1991 Nomor 07/VIII/1991 dan Surat Pengesahan
Nazhir tanggal 23 Agustus 1991  yang dibuat oleh Mukhtar selaku Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf Kecamatan Tellu Siattinge.
B. Bentuk Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Kecamatan Tellu Siattinge
Kabupaten Bone
Pengelolaan tanah wakaf adalah proses melakukan kegiatan dengan
melakukan pengawasan terhadap semua yang terlibat dalam kegiatan agar dapat
10M. Jamal, Imam Desa Waji, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa Waji, 9
Oktober 2011.
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memberikan keuntungan. Adapun bentuk pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan
Tellu Siattinge adalah persawahan, yang dikelola oleh Imam Desa setempat. Hasil
dari tanah tersebut yang berupa beras, sebagai upah/imbalan kepada imam desa yang
telah mengabdi kepada masyarakat dalam bidang keagamaan.
Setiap imam desa memiliki hak untuk memilih bentuk pengelolaan yang
diinginkan atas tanah wakaf tersebut, selama tidak merubah zat dan bentuk tanah
tersebut, begitu pula dengan hasil yang diperoleh Imam Desa memiliki hak
sepenuhnya untuk dimiliki. Berkaitan dengan bentuk pengelolaan dan
peruntukannya, masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge menamakan tanah wakaf
tersebut dengan Akkinanrengenna Imangnge.
Menurut Mappasere:
Tanah akkinanrengena imangnge adalah tanah yang diberikan oleh seseorang
atau kelompok tertinggi dalam masyarakat, yang diberikan kepada Imam Desa
untuk diambil hasilnya sebagai imbalan atas pengabdiannya. Pada umumnya,
tanah akkinanrengeng adalah tanah yang dimiliki oleh penguasa terdahulu
sebagai tanah kerajaan, seluruh pejabat kerajaan mendapatkan tanah kerajaan
untuk diambil hasilnya, karena pada saat itu tidak dikenal dengan namanya
gaji, sehingga tanah tersebut sebagai ganti untuk dikelola. Namun pada
perkembangannya, imam desa menuntut pula tanah kerajaan tersebut, karena
mereka merasa jabatan yang diamanahkan kepadanya sebagai Imam Desa
adalah setara dengan pejabat kerajaan yang mengabdi kepada masyarakat.
Maka, penguasa memberikan tanah kepada mereka untuk diambil hasilnya.11
Menurut Andi Tawil:
Pada dasarnya, tanah akkinanrengenna imangnge adalah tanah kerajaan yang
diberikan kepada Imam Desa untuk dikelola dan diambil hasilnya. Ini sebagai
imbalan atas seluruh pekerjaan yang diamanahkan kepadanya.12
11Mappasere, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten
Bone, Wawancara oleh penulis di Ruang Kepala KUA Kec. Tellu Sittinge, 11 Oktober 2011.
12Andi Tawil, Camat Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara oleh penulis di Rumah
Kepala Kec. Tellu Siattinge, 10 Oktober 2011.
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Berdasarkan penuturan di atas, maka tanah wakaf yang terdapat di
Kecamatan Tellu Siattinge adalah tanah yang pada mulanya merupakan tanah milik
kerajaan, kemudian diberikan kepada Imam Desa sebagai imbalan selama ia
menjabat sebagai Imam Desa, sehingga tanah ini tidak dapat diwariskan kepada ahli
waris Imam Desa, akan tetapi setelah Imam Desa terdahulu sudah tidak lagi
menduduki jabatannya sebagai Imam Desa, maka Imam Desa yang baru berhak atas
tanah tersebut untuk diambil hasilnya. Dengan demikian, tujuan dari ketiga tanah
wakaf tersebut sangat jelas, yaitu tanah yang diperuntukkan untuk Imam Desa.
Menurut penulis, tanah wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge, khususnya yang
terletak di desa Lappae dan desa Waji merupakan tanah adat, karena tanah wakaf
tersebut bukan berasal dari hak milik melainkan termasuk dalam wilayah hukum
tanah adat. Tanah memiliki kedudukan penting dalam hukum adat, karena tanah
merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun keadaaannya, tetap
masih seperti dalam keadaaannya semula, bahkan tidak jarang karena kejadian alam
tertentu, tanah dapat memberikan keuntungan yang lebih dari keadaaannya semula.
Selain itu, tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan serta tempat
bagi manusia.
Secara umum, hak-hak yang berkenaan dengan tanah tersebut dalam hukum
adat (ulayat) dibagi atas dua, yaitu hak perseorangan atas tanah dan hak masyarakat
atas tanah.13 Adapun tanah akkinanrengenna imangnge termasuk dalam hak
perseorangan atas tanah, sedangkan hak-hak perseorangan yang diberikan kepada
Imam Desa atas tanah tersebut adalah hal memungut hasil karena jabatan atau
13C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar (Bandung: Refika Pratama,
2010), h. 80-88.
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dikenal dengan istilah ambtelijk profijtrech. Hal ini bisa terjadi karena seseorang
yang menjadi pengurus masyarakat memiliki hak atas tanah yang diperoleh  selama
menduduki jabatan itu dan setelah tidak menduduki jabatannya, maka hak itu tidak
diberikan lagi kepadanya.
Pada masa pra kemerdekaan, lembaga perwakafan sering dilakukan oleh
masyarakat yang beragama Islam dan hal ini sebagai  konsekuensi logis dari
banyaknya kerajaan Islam di Indonesia. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari
ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan
budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini
dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini di dalam masyarakat
Indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga yang timbul dari hukum adat
kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka.
Meskipun tanah wakaf tersebut merupakan tanah yang masuk dalam ranah
hukum tanah adat, yaitu tanah wakaf di Desa Waji dan di Desa Lappae, akan tetapi
tanah wakaf di Patangnga adalah murni tanah wakaf yang pada awalnya adalah
tanah hak milik, yang diwakafkan untuk nafkah Imam Desa Patangnga, sehingga
tanah wakaf di Desa Patangnga bukan merupakan tanah yang masuk dalam ranah
hukum tanah adat. Akan tetapi, menurut masyarakat di Desa Patangnga pada
khususnya dan secara umum masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge, tanah wakaf di
Desa Patangnga termasuk dalam tanah akkinanrengngenna imangnge, meskipun
demikian tanah tersebut tetap sebagai tanah wakaf.
Perlu ditambahkan pula, bahwa pada awalnya tanah akkinanrengeng
diberikan kepada seluruh pejabat yang selama menduduki jabatannya, termasuk
kepala desa dan tokoh agama (imam), akan tetapi seiring berjalannya waktu , tanah
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tersebut sudah tidak seperti pada awal tujuannya, dalam artian tanah tersebut bukan
lagi hak memungut hasil karena jabatan, melainkan menjadi hak milik. Perubahan
status tanah tersebut terjadi pada saat akhir masa jabatan pejabat kemudian tanah
tersebut dirubah statusnya menjadi hak milik atau ahli waris pejabat yang merubah
statusnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mappasere:
Tanah akkinanrengeng pada zaman dahulu tersebar di wilayah Kabupaten
Bone, yang diberikan kepada orang-orang yang menduduki jabatan termasuk
Kepala Desa dan Imam Desa. Namun pada perkembangannya, tanah
akkinanrengeng sudah tidak ada lagi, hal ini dikarenakan berubahnya statusnya
menjadi hak milik dengan membuatkan sertifikat.14
Hal senada juga diutarakan oleh Suwanda:
Tanah akkinanrengeng buat Imam Desa tersebar di Kecamatan ini, akan tetapi
sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, bahkan kebanyakan tanah seperti itu
dijual. Masalah ini banyak diketahui oleh masyarakat dan sekarang yang
tersisa tinggal tiga tanah tersebut dan sudah menjadi harta wakaf.15
Menurut penulis, masalah di atas terjadi karena tanah merupakan harta yang
sangat penting dalam rangka memenuhi kelanjutan hidup manusia. Siapun dan
dimanapun, seseorang akan selalu membutuhkan tanah, sehingga tanah termasuk
benda primer yang melekat dengan kehidupan itu sendiri. Paradigma seperti ini
sangat penting dengan perkembangan penduduk yang tiap tahun selalu bertambah,
dalam hal ini sebagai tempat pemukiman, lahan pertanian, atau sebagai areal
pembangunan. Sehubungan dengan hal di atas, maka tanah menempati persoalan
pokok dan menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup peka.
14Mappasere, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten
Bone, Wawancara oleh penulis di Ruang Kepala KUA Kec. Tellu Sittinge, 11 Oktober 2011.
15Suwanda, Staff Kantor Kec. Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara oleh penulis di
Kantor Kec. Tellu Sittinge Kabupaten Bone, 11 Oktober 2011.
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Ditinjau dari aspek manajemen, maka struktur Imam Desa termasuk kategori
nazhir perseorangan, akan tetapi merangkap 2 (dua) jabatan, yaitu selaku Imam Desa
dan sebagai nazhir. Ditinjau dari macam-macam wakaf berdasarkan cakupan
tujuannya, maka tanah wakaf tersebut merupakan wakaf khusus. Hal ini berdasarkan
Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dari masing-masing tanah wakaf tersebut. Definisi
tanah akkinanrengnge telah berimplikasi bahwa wakif selaku pemilik tanah
memberikan tanah tersebut untuk orang tertentu (khusus), dalam hal ini Imam Desa.
Selain itu, wakaf tanah yang terdapat di Kecamatan Tellu Siattinge adalah berupa
benda tidak bergerak dan merupakan benda konsumtif. Hal ini didasarkan pada hasil
yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf, hanya dikonsumsi semata dan tidak
adanya upaya untuk pemberdayaan. Hal ini menyebabkan tanah wakaf tersebut tidak
memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga untuk mengembangkan harta wakaf
tidak terjadi. Kurangnya kesadaran akan pemanfaatan tanah wakaf dan lebih
mementingkan aspek keabadian wakaf menyebabkan benda wakaf tidak bisa
dikembangkan secara optimal.
Bentuk pengelolaan persawahan dilakukan dalam bentuk muza>ra’ah16, yaitu
kerjasama pengolahan tanah antara pemilik lahan yaitu Imam Desa dan penggarap,
dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami
dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen. Berikut ini
digambarkan skema muza>ra’ah yang dilakukan oleh Imam Desa dan penggarap:
16Al-Muza>ra’ah adlaah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap,
dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelhara
dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Lihat: Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, dalam





Skema di atas, menggambarkan bahwa sebelum tanah wakaf berupa
persawahan dikelola, Imam Desa sebagai pemilik tanah melakukan kerjasama
dengan penggarap. Imam Desa menyediakan lahan, benih, pupuk, dan sebagainya
yang diperlukan dalam pengolahan, sedangkan penggarap menyediakan keahlian,
tenaga, dan waktunya dalam pengolahan. Setelah Imam Desa dan penggarap
mengetahui seluruh kewajibannya, maka dilakukanlah proses perjanjian bagi hasil
atas hasil panen yang akan diperoleh dari pengolahan tanah dalam bentuk
perbandingan. Berdasarkan skema di atas, maka bentuk perbandingannya adalah 1:1,
yang berarti hasil panen akan dibagi sama rata bagi keduanya. Adapun bila terjadi
sebaliknya dari skema yang digambarkan di atas, yaitu apabila Imam Desa hanya
menyediakan lahan yaitu tanah, kemudian pengelola menyediakan seluruh alat dan
perlengkapan dalam pengelolaan yaitu lahan, benih, pupuk, dan sebagainya serta
menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu, maka perbandingannya adalah 1:2.
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C. Kontribusi Tanah Wakaf Produktif kepada Umat di Kecamatan Tellu Siattinge
Kabupaten Bone
Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik
oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada
masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam
mengajarkan bahwa didalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh
pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai ketentuan yang telah
ditentukan, diantaranya melalui zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf.Sikap yang
baik adalah mendermakan sebagian hartanya untuk kebajikan kaum fakir miskin,
sehingga terwujud kemakmuran secara adil. Jika ibadah wakaf dapat  dilaksanakan
dengan baik, maka akan memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap kehidupan
sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
Menurut tabiatnya, hasil atau produk harta wakaf menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu  harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi
langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah
yatim piatu, dan pemukiman yang bisa dimanfaatkan untuk keturunan. Wakaf
seperti ini tujuannya bisa dipergunakan pada jalan kebaikan umum. Hasil produk
yang lainnya adalah wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi
barang atau jasa dan pelayanan yang secara syara’ hukumnya mubah, apapun
bentuknya dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya dapat disalurkan sesuai
dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif.17
Kontribusi yang dimaksud adalah bagaimana pemanfaatan wakaf tanah milik
tersebut sebagai salah satu sumber daya ekonomi dapat memberikan sumbangsih
dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan masyarakat. Pada dasarnya,
17Mundzir Qahar, al-Waqf al-Islami> terj. Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif
(Jakarta: Khalifa, 2004, 60-61.
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ibadah wakaf bisa membawa pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat
yang sedang berada dalam kesempitan, yakni memudahkan jalan beribadah kepada
Allah swt., menyediakan dan untuk mengobati mereka yang sedang sakit dan
menyediakan sarana untuk belajar dengan baik dan segala keperluan lain untuk
kepentingan umum.
Wakaf tanah produktif lebih menekankan kepada hasil tanah tersebut, akan
tetapi tetap melestarikan atau menahan harta itu sesuai dengan tujuan dan fungsi
wakaf. Wakaf tanah memang dijumpai lebih banyak, seperti peneliti temukan dalam
penelitian di wilayah Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Data yang
diperoleh dari sejumlah  24 lokasi, namun hanya ada 3 tanah wakaf berupa
persawahan dan selebihnya berupa masjid. Hasil ketiga tanah tersebut pun
diperuntukkan untuk imam desa di 3 (tiga) desa sesuai dengan lokasi tanah tersebut
berada, yaitu Desa Lanca, Desa Waji, dan Desa Patangnga.
Adapun untuk mengetahui kontribusi tanah wakaf sebagai sumber ekonomi
umat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, berikut ini disajikan tabel yang
akan menggambar kontribusi tersebut.
Tabel 4.5






Dari tabel di atas menggambarkan bahwa dari 30 informan terdapat 26
informan yang menjawab bahwa tanah wakaf tersebut tidak memiliki kontribusi dan
4 informan menjawab bahwa tanah wakaf tersebut memiliki kontribusi.18
18Informan yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Imam Desa
dengan teknik wawancara langsung dan tidak langsung sehingga informan diberikan pemahaman
yang kurang pengetahuannya terhadap tanah wakaf produktif diberikan pemaham terlebih dahulu.
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Pernyataan informan bahwa tanah wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge tidak
memiliki kontribusi sangat beralasan, karena pada dasarnya tanah wakaf tersebut
hanya diperuntukkan untuk imam desa setempat, sesuai dengan tujuan wakaf yang
telah ditetapkan oleh wakif dan definisi akkinanrengenna imangnge. Selain itu, hasil
pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak terlalu banyak, sehingga kontribusi yang
diberikan pun sedikit. Pihak yang dapat merasakan kontribusi dari hasil tanah wakaf
tersebut adalah orang-orang ikut terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf berupa
persawahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Imam Desa Waji:
Hasil panen dari tanah wakaf tersebut tidak terlalu banyak, yaitu hanya sekitar
3-4 karung setiap panen dan itupun hanya dikonsumsi oleh keluarga.19
Hal senada pula diutarakan oleh Imam Desa Patangnga:
Hasil panen dari tanah tersebut tidak menentu dan pada panen terakhir ini saya
hanya mendapat 5 karung, akan tetapi jika curah hujan dan beberapa hal yang
mendukung, maka terkadang mendapat 6 karung. Kondisi tanah tersebut tidak
terlalu bagus, sehingga hasil yang diperoleh tidak menentu.20
Menilai lebih jauh tentang kontribusi tanah wakaf dapat pula diketahui
dengan mengetahui keuntungan yang diperoleh dari hasil panen. Adapun lebih
jelasnya, maka akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Tanah Wakaf di Desa Waji
Menurut penuturan M. Jamal, modal yang diperlukan untuk memenuhi
seluruh kebutuhan dalam pengelolaan tanah wakaf (sawah) adalah Rp. 700.000,-.21
19M. Jamal, Imam Desa Waji, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa Waji, 9
Oktober 2011.
20Ambotang, Imam Desa Patangnga, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa
Patangnga, 7 Oktober 2011.
21M. Jamal, Imam Desa Waji, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa Waji, 9
Oktober 2011.
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Adapun hasil panen yang diperoleh 4 karung, dan 1 karung berisi beras 50 kg dengan
tingkat harga beras per kilogram di masyarakat adalah Rp. 7.000,-/kg.
Modal (A) = Rp. 700.000,-
Hasil Panen (B) = 4 Karung x 50 = 200 kg
= 200 kg x Rp. 7.000,- = Rp. 1. 400.000,-
Keuntungan (C)  =  Hasil panen (B) – Modal (A)
=  Rp. 1.400.000-Rp. 700.000,- = Rp. 700.000,-
Jika dalam 1 (satu) kali panen keuntungan yang diperoleh adalah Rp.
700.000,-, maka dalam setahun dapat diperoleh Rp. 1.400.000,-. Jika Imam Desa
yang menyediakan seluruh modal, perlengkapan, dan peralatan, maka Imam Desa
dan pengelola mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 700.000,- per tahun.
2. Tanah Wakaf di Desa Patangnga
Menurut penuturan Ambotang, modal yang diperlukan untuk memenuhi
seluruh kebutuhan dalam pengelolaan tanah wakaf adalah Rp. 1.100.000,-.22 Adapun
hasil panen yang diperoleh 5 karung, dan 1 karung berisi beras 50 kg dengan tingkat
harga beras per kilogram di masyarakat adalah Rp. 7.000,-/kg.
Modal (A) = Rp.  1.100.000,-
Hasil Panen  (B) = 5 Karung x 50 = 250 kg
= 250 kg x Rp. 7.000,- = Rp. 1. 750.000,-
Keuntungan (C)  =  Hasil panen (B) – Modal (A)
=  Rp. 1.750.000-Rp.1.100.000,- = Rp.     650.000,-
22Ambotang, Imam Desa Patangnga, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa
Patangnga, 7 Oktober 2011.
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Jika dalam 1 (satu) kali panen keuntungan yang diperoleh adalah Rp.
650.000,-, maka dalam setahun dapat diperoleh Rp. 1.300.000,-. Jika Imam Desa
yang menyediakan seluruh modal, perlengkapan, dan peralatan, maka Imam Desa
dan pengelola mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 650.000,- per tahun.
3. Tanah Wakaf di Desa Lappae
Menurut penuturan Hamdi, modal yang diperlukan untuk memenuhi seluruh
kebutuhan dalam pengelolaan tanah wakaf adalah Rp. 600.000,-.23 Adapun hasil
panen yang diperoleh 4 karung, dan 1 karung berisi beras 50 kg dengan tingkat harga
beras per kilogram di masyarakat adalah Rp. 7.000,-/kg.
Modal (A) = Rp.    600.000,-
Hasil Panen  (B) = 4 Karung x 50 = 200 kg
= 200 kg x Rp. 7.000,- = Rp. 1.400.000,-
Keuntungan (C)  = Hasil panen (B) – Modal (A)
=  Rp. 1.400.000-Rp.600.000,- = Rp. 800.000,-
Jika dalam 1 (satu) kali panen keuntungan yang diperoleh adalah Rp.
800.000,-, maka dalam setahun dapat diperoleh Rp. 1.600.000,-. Jika Imam Desa
yang menyediakan seluruh modal, perlengkapan, dan peralatan, maka Imam Desa
dan pengelola mendapatkan keuntungan masing-masing Rp.800.000,- per tahun.
Berdasarkan pengamatan peneliti, tanah wakaf yang berada di Desa Lanca
tergolong subur, karena dialiri sebuah sungai yang menjadi sumber pengairan. Lain
halnya terjadi di Desa Waji meskipun bersebelahan dengan Desa Lanca, akan tetapi
kondisi tanah tidak sama. Berbeda dengan tanah wakaf di Desa Patangnga, dimana
Desa Patangnga tergolong dataran tinggi dan kondisi yang tanah yang kurang subur
23A. Hamdi, Imam Desa Lanca, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa Lanca, 9
Oktober 2011.
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sehingga hasil panen di Desa Patangnga jauh lebih sedikit daripada tanah wakaf di
desa lain.
Selain itu, ada pula pernyataan informan bahwa tanah tersebut memiliki
kontribusi, hal ini karena imam memberikan hak pengelolaan kepada beberapa
masyarakat untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi. Ini dilakukan oleh imam karena
imam merasa dirinya sudah tidak mampu lagi dalam mengelola tanah tersebut
(bersawah) dikarenakan faktor umur, sehingga agar tanah wakaf tersebut memiliki
hasil yang dapat diperoleh maka imam desa memberikan peluang kepada masyarakat
atau keluarga untuk dikelola.
Adapun orang-orang yang ikut serta dalam pengelolaan tanah wakaf adalah
orang-orang yang kurang mampu dan memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari termasuk pangan. Hal ini dilakukan Imam Desa agar tanah wakaf
tersebut tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, akan tetapi bermanfaat pula bagi
orang sangat membutuhkan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Imam Desa Waji:
Tanah tersebut dikelola oleh keluarga yang tinggal di desa Waji serta beberapa
orang dari masyarakat, dengan dasar bagi hasil dalam bentuk hasil bumi
(beras). Ini saya lakukan karena saya tidak mampu lagi melakukan aktivitas
berat apalagi bersawah. Adapun pembagian hasilnya tergantung kepada
kesepakatan bersama yaitu apabila saya menyediakan pupuk serta seluruh
biaya pengelolaan dan pengelola hanya mengelola, maka perbandingan
hasilnya yaitu 1:1. Akan tetapi jika pengelola menyediakan seluruh pupuk dan
biaya pengelolaan, maka perbandingannya adalah 1:2.24
Hal senada juga diutarakan oleh Imam Desa Patangnga:
Tanah tersebut dikelola bersama oleh saya dan keluarga yang tinggal di desa
ini. Adapun pembagiannya akan dibagi dua yaitu masing-masing 50% dari
24M. Jamal, Imam Desa Waji, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa Waji, 9
Oktober 2011.
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hasil yang diperoleh, karena saya yang menyediakan seluruh alat, pupuk, dan
alat pengelolaan. Ini saya lakukan karena saya tidak mampu lagi mengelola
secara keseluruhan karena faktor umur yang tidak mumpuni lagi untuk
bersawah. Pada panen terakhir ini saya mendapat 2 1/2 karung, sehingga hasil
keseluruhan adalah 5 karung.25
Bagi masyarakat dan keluarga Imam Desa yang ikut terlibat dalam
pengelolaan tanah wakaf, hasil yang diperoleh dikonsumsi untuk keluarga semata.26
Hal ini disebabkan karena hasil dari pengelolaan tanah wakaf berupa sawah tidak
terlalu banyak dan belum mampu menopang untuk berbagai kalangan masyarakat.
Bagi masyarakat yang ikut serta dalam pengolahan, tentunya hasil panen
memberikan kontribusi yang berarti bagi keluarga, utama bagi mereka yang tidak
memiliki tanah.
Bila ditinjau secara mendalam, Imam Desa memiliki hak untuk mengelola
tanah tersebut sesuai dengan keinginannya baik itu dalam kerja sama serta hasilnya
maupun dalam penggunaan tanah tersebut, sehingga hasilnya sangat bergantung
kepada keputusan Imam Desa sebagai nazhir. Hal inilah yang menjadi persoalan
terbesar di Indonesia, karena nazhir di Indonesia pada umumnya ditunjuk bukan
karena profesionalitas serta skill (kemampuan) dalam mengelola. Utamanya dalam
ruang lingkup Kecamatan Tellu Siattinge, nazhir ditunjuk berdasarkan Imam Desa
yang menjabat.
Kontribusi dalam permasalahan ini adalah bagaimana pemanfaatan wakaf
tanah milik tersebut sebagai salah satu sumber daya ekonomi dapat memberikan
sumbangsih dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan masyarakat,
25Ambotang, Imam Desa Patangnga, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa
Patangnga, 7 Oktober 2011.
26Hamzah, Warga Desa Patangnga, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa
Patangnga, 7 Oktober 2011.
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terkhusus kepada Imam Desa yang memberdayakan tanah wakaf tersebut sebagai
salah satu sumber ekonomi dalam memenuhi kebutuhan beserta keluarganya.
Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa Imam Desa dalam melaksanakan
kewajibannya yang sangat penting dalam urusan agama untuk masyarakat
mendapatkan pendapatan setiap bulannya dengan rata-rata sebesar Rp. 1.039.100,-.
Dalam setiap bulan, Imam Desa memperoleh Rp. 100.000,- dari Anggaran Desa dan
mendapat tambahan dari tugasnya sebagai Pembantu PPN (Pegawai Pencatatan
Nikah) Rp. 380.000,- setiap diadakan pernikahan. Meskipun demikian, menurut
penuturan Imam Desa Waji, tugasnya sebagai Pembantu PPN tidak menentu dan
terkadang tidak ada dalam bulan tertentu, sehingga pendapatan yang diperolehnya
hanya dari Anggaran Desa dan pada bulan sebelum Ramadhan dan sesudah Idul
Adha Imam Desa mampu memperoleh Rp. 6.480.000,-. Selain dari anggaran desa,
tanah wakaf dan sebagai pembantu PPN, Imam Desa juga mendapatkan pendapatan
yang diperoleh dari anak-anak mereka dengan rata-rata sebesar Rp. 300.000,- serta
dari usaha lain yaitu menjual dan mengajar mengaji sebesar Rp. 300.000,-
Untuk mengetahui kontribusi tanah wakaf terhadap pendapatan Imam Desa
per tahun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.6







1 Anggaran Desa Rp.   100.000,- Rp. 1.200.000,- 6,57%
2 Tanah Wakaf Rp. 60.000,- Rp. 720.000,- 3,95%
3 Pembantu PPN Rp.   760.000,- Rp.   9.120.000,- 50,00%
BUKAN SEBAGAI IMAM DESA
4 Pemberian dari Anak Rp.   300.000,- Rp.   3.600.000,- 19,74%
5 Usaha Lain Rp.   300.000,- Rp. 3.600.000,- 19,74%
JUMLAH Rp.1.520.000,- Rp. 18.240.000,- 100,00%
Sumber: Informan, 2011.
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Berdasarkan tabel besaran pendapatan Imam Desa yang mengelola tanah
wakaf, maka jumlah pendapatan Imam Desa terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu
sebagai Imam Desa dan bukan sebagai Imam Desa, dengan jumlah keseluruhan
pendapatan perbulan sebesar Rp. 1.520.000,- atau pertahun sebesar Rp. 18.240.000,-.
Adapun pendapatan sebagai Imam Desa sebesar Rp. 920.000/bulan atau Rp.
11.040.000,-/tahun dengan jumlah persentase 60,52%, dengan rincian dari anggaran
desa sebesar Rp 100.000,-/bulan atau Rp. 1.200.000/tahun (6,57%), dari pengelolaan
tanah wakaf sebesar Rp. 60.000,-/bulan atau Rp. 720.000,-/bulan (3,95%) dan
sebagai Pembantu PPN sebesar Rp. 760.000,-/bulan atau Rp. 9.120.000/tahun (50%).
Adapun pendapatan yang diperoleh bukan sebagai Imam Desa sebesar Rp. 600.000,-
/bulan atau Rp. 7.200.000,-/tahun dengan jumlah persentase 39,48%, dengan rincian
pemberian dari anak sebesar Rp. 300.000,-/bulan atau Rp. 7.200.000,-/tahun
(19,74%), dan dari usaha lain sebesar Rp. 300.000,-/bulan atau Rp. 7.200.000,-/tahun
(19,74%).
Meskipun jumlah rata-rata pendapatan Imam Desa berada pada kisaran Rp.
1.520.000,-/bulan, akan tetapi dalam bulan tertentu pendapatan Imam Desa tidak
mencapai Rp. 1.000.000,- dikarenakan berdasarkan tabel besaran pendapatan imam
ditemukan bahwa 50% dari jumlah pendapatan Imam Desa berasal sebagai
Pembantu PPN yang terkadang tidak menentu setiap bulannya, bahkan menurut
penuturan Imam Desa Patangnga, terkadang tidak ada dalam 2 bulan berturut-turut.
Pendapatan yang tidak menentu tentunya sangat sulit memenuhi kebutuhan
utamanya seluruh keluarga, sehingga bila Imam Desa hanya menggantungkan
pendapatannya sebagai Imam, tentunya kebutuhan tidak terpenuhi.
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Adapun kontribusi tanah wakaf terhadap pendapatan Imam Desa hanya
3,95% atau Rp. 60.000,-/bulan dari jumlah keseluruhan jumlah pendapatan Imam
Desa setiap bulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi tanah wakaf
terhadap pendapatan Imam desa sangat kurang. Terlepas dari beberapa faktor
penyebab kurangnya kontribusi tanah wakaf terhadap pendapatan Imam Desa, akan
tetapi bila dioptimalkan hasilnya sangat baik. Berdasarkan beberapa artikel yang
terkait dengan pertanian, 1 ha dalam ukuran normal bisa mencapai 1,6 - 2 ton beras.
Adapun jumlah keseluruhan tanah wakaf berupa persawahan di Kec. Tellu Siattinge
adalah 8.611 m2, untuk ukuran normal dengan luas tanah wakaf berupa persawahan
tersebut dapat menghasilkan 1,37 ton beras, namun fakta di lapangan tanah wakaf
berupa persawahan hanya mencapai 650 kg atau setara dengan 0,65 ton.
Selain dari pendapatan Imam Desa, kontribusi tanah wakaf dapat pula
diketahui melalui pengeluaran rata-rata Imam Desa selama sebulan. Adapun
pengeluaran rata-rata sebulan dapat diketahui melalui pengeluaran rata-rata per
kapita sebulan melalui data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Pengeluaran
yang dimaksud adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan.
Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman,
tembakau dan sirih, sedangkan bukan makanan mencakup perumahan, sandang,
biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan
adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama
sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.27
Berdasarkan data yang diperoleh, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di
daerah perkotaan dan di pedesaan menurut provinsi dan kelompok barang, yaitu
27Badan Pusat Statistik, http://www.bps.go.id/aboutus.php?glos=1&ist=1 (1 Maret 2012)
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Sulawesi Selatan dan makanan serta non makanan sebesar Rp. 461.810,-. Lebih
jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.7
Besaran Kontribusi Tanah Wakaf Produktif (versi BPS)







1 Pengeluaran Rp. 245.334,- Rp. 216.475,- Rp. 461.810,- 100%
2 Tanah Wakaf - - Rp.   60.000,- 13%
JUMLAH Rp. 401.810,- 87%
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2011.
Berdasarkan tabel di atas, maka pengeluaran rata-rata per kapita sebulan
sebesar Rp. 461.810,- dengan rincian makanan sebesar Rp. 245.334,- dan non
makanan sebesar Rp. 216.475. Tanah wakaf memberikan kontribusinya sebesar Rp.
60.000,- (13%) terhadap pengeluaran rata-rata per kapita sebulan, sehingga 87%
diberikan oleh kontribusi selain dari tanah wakaf yang dikelola berupa persawahan.
Data pengeluaran rata-rata per kapita di atas belum tentu berlaku untuk semua
masyarakat karena setiap pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sangat berbeda-
beda, tetapi dengan data tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi tanah wakaf
sebagai sumber ekonomi di Kec. Tellu Siattinge Kabupaten Bone umat masih sangat
minim.
Memperkuat analisis kontribusi tanah wakaf produktif, maka diperlukan data
yang bersifat khusus dan jelas tentang pengeluaran perkapita keluarga Imam Desa.















1 Imam Desa Lappae Rp. 2.500.000,- 5 Rp.   500.000,-
2 Imam Desa Patangnga Rp. 2.000.000,- 5 Rp. 400.000,-
3 Imam Desa Waji Rp. 1.500.000,- 4 Rp. 375.000,-
Jumlah Rp. 6.000.000,- 14 Rp.1.275.000,-
Rata-rata=Pengeluaran Per Orang/Jumlah Keluarga Rp. 425.000,-
Sumber: Informan, 2011.
Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah pengeluaran keluarga seluruh Imam
Desa sebesar Rp. 6.000.000,-/bulan untuk 14 orang, sehingga besaran pengeluaran
rata-rata perkapita keluarga Imam Desa yang mengelola tanah wakaf produktif
sebesar Rp. 425.000,-. Adapun rinciannya adalah jumlah pengeluaran rata-rata
keluarga Imam Desa Lappae perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- untuk 5 orang dengan
rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 500.000,-/orang. Jumlah pengeluaran keluarga
Imam Desa Patangnga sebesar Rp. 2.000.000,- untuk 5 orang dengan rata-rata
pengeluaran sebesar Rp. 400.000,-/orang. Jumlah pengeluaran keluarga Imam Desa
Waji sebesar Rp. 1.500.000 perbulan untuk 4 orang dengan rata-rata pengeluaran Rp.
375.000,-/orang.
Data pengeluaran rata perkapita yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik
dan informan menunjukkan bahwa ada perbedaan sebesar 7,97% antara data dari
Badan Pusat Statistik sebesar Rp. 461.810 dengan data yang diperoleh dari informan
sebesar Rp. 425.000,-. Meskipun terdapat perbedaan sebesar 7,97%, tetapi data yang
diperoleh dari Badan Pusat Statistik merupakan gambaran pengeluaran rata-rata tiap
orang dalam sebulan dalam ruang lingkup wilayah Indonesia.
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Tabel 4.9
Besaran Kontribusi Tanah Wakaf Produktif terhadap Pengeluaran Rata-rata
Perkapita Sebulan Keluarga Imam Desa
No Kategori Hasil Persentase
1 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Rp.   425.000,- 100,00%
2 Tanah Wakaf Rp. 60.000,- 14,12%
Jumlah Rp.   365.000,- 85,88%
Sumber: Diolah dengan menggabungkan data dari Badan Pusat Statistik dengan
data yang diolah peneliti, 2011.
Berdasarkan tabel di atas, maka pengeluaran rata-rata perkapita sebulan
keluarga Imam Desa sebesar Rp. 425.000,- dan tanah wakaf memberikan
kontribusinya sebesar Rp. 60.000,- sebulan (14,12%), sehngga Rp. 365.000,-
(85,88%) diberikan kontribusi selain dari tanah wakaf yang dikelola berupa
persawahan. Dengan demikian, kontribusi tanah wakaf produktif sebagai sumber
ekonomi umat di Kec. Tellu Siattinge Kabupaten Bone belum mampu memberikan
kontribusi yang maksimal.
Berdasarkan beberapa analisis di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa
kontribusi tanah wakaf produktif masih sangat kurang karena kontribusi yang
diberikan kepada pendapatan Imam Desa hanya sebesar 3,95% dari kesuluruhan
pendapatan Imam Desa dan berdasarkan pengeluaran rata-rata perkapita keluarga
Imam Desa hanya memberikan kontribusi sebesar 14,12%.
Institusi tanah wakaf di Indonesia dianggap cukup banyak dan luas dan
memiliki potensi yang besar untuk diberdayakan. Menurut Kementerian Agama,
institusi tanah wakaf di seluruh Indonesia berjumlah 416.991 lokasi wakaf dengan
luas keseluruhannya mencapai 2.175.238.267,02 m2 (dua milyar seratus tujuh puluh
lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh koma dua
meter persegi). Dari jumlah ini, sebanyak 818 lokasi berada di Kabupaten Bone, atau
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0,20% dari jumlah parsil tanah wakaf yang ada di seluruh Indonesia, dengan luas
mencapai 516.148,98 m2 atau 0,02% dari jumlah luas keseluruhan tanah wakaf  di
Indonesia.28
Khusus untuk Kabupaten Bone, data resmi dari Kantor Urusan Agama
(KUA) Kec. Tellu Siattinge menunjukkan bahwa jumlah lokasi luas tanah wakaf
yang terdapat di Kec. Tellu Siattinge sebanyak 25 lokasi atau 3,06% dari jumlah
keseluruhan lokasi tanah wakaf yang terdapat di Kabupaten Bone, dengan luas
mencapai  22.171 m2 atau 4,30% dari jumlah tanah wakaf yang terdapat di
Kabupaten Bone.
Namun demikian, sebagian tanah wakaf ini masih bermasalah karena baru
54,76% yang baru berhasil disertifikatkan, sedangkan 45,23% belum berhasil
disertifkatkan. Selain itu, 43,27%  belum memiliki Akta Ikrar Wakaf, artinya
sebagian besar tanah wakaf ini rawan terhadap berbagai masalah perdata maupun
pidana.29
Berikut ini disajikan tabel perbandingan data statistik tanah wakaf di
Indonesia, Kabupaten Bone dan Kec. Tellu Siattinge Kabupaten Bone:
Tabel 4.10



















Sumber: Diolah dengan menggabungkan data dari Kementerian Agama Kabupaten
Bone dengan data dari www. Republikaonline.com, 2011
28Republika Online, Dana Rp. 6 Miliar untuk Sertifikat Tanah, http:www.republika online (4
Februari 2012).
29Lihat: Kementrian Agama Kabupaten Bone.Data Tanah Wakaf Bersertifikat Tahun 2010.
Watampone: Kementrian Agama Kabupaten Bone, 28 Juli 2010.
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Khusus untuk tanah wakaf Kec. Tellu Siattinge, maka  wakaf yang dikelola
secara produktif hanya 38,83% dari jumlah luas keseluruhan yaitu 22.171 m2 tanah
wakaf di Kec. Tellu Siattinge, dengan kata lain 12% dari jumlah keseluruhan lokasi
tanah wakaf di Kec. Tellu Siattinge.
Tabel 4.11
Perbandingan Data Statistik Tanah Wakaf yang Dikelola secara Produktif






















Sumber: Diolah dengan menggabungkan data dari Kementerian Agama Kabupaten
Bone dengan data dari www. Republikaonline.com, 2011
Berdasarkan pada tabel 4.5 dan 4.6 dapat diketahui bahwa tanah wakaf
produktif belum mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, hal ini
disebabkan karena sangat kurangnya tanah wakaf produktif yang terdapat di Kec.
Tellu Siattinge. Selain itu, berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementrian
Agama, pemanfaatan tanah wakaf di Kec. Tellu Siattnge diklasifikasikan kepada 2
(dua) jenis, yaitu untuk masjid dan sawah. Lebih jelasnya hal ini dinyatakan dalam
tabel 4.7.
Tabel 4.12
Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kec. Tellu Siattinge
Kabupaten Bone
No Jenis Pemanfaatan Luas (m2) Lokasi
1 Masjid 15.630 22
2 Sawah 8.611 3
Jumlah 22.171 25
Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tellu Siattinge, 2011
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Berdasarkan data pada tabel 4.6 dapat diketahui tanah wakaf yang terdapat
di Kec. Tellu Siattinge bersifat konsumtif dan tidak produktif jika dibandingkan
dengan institus wakaf di berbagai negara yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.
Corak penggunaan yang konsumtif seperti ini menyebabkan institusi wakaf kurang
dapat memberdayakan ekonomi umat apalagi sekiranya nazhir tidak mempunyai
inisiatif.
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Upaya Meningkatkan Kontribusi Tanah
Wakaf Produktif kepada Umat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
Sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam
pembangunan masyarakat, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan di
beberapa negara yang tidak berhasil mengelola wakaf. Di samping pengelolaannya
yang tidak memadai, cukup banyak wakaf yang diselewengkan.
Wakaf di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum
tuntas dan belum selesai, walaupun perangkat peraturan perundangannya telah
cukup banyak dan menjanjikan. Kasus-kasus sejumlah harta wakaf di berbagai
daerah di hampir seluruh Indonesia, membuktikan bahwa masih banyak masalah
yang harus segera dipecahkan.
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Tanah Wakaf di Kecamatan
Tellu Siattinge
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kontribusi tanah wakaf kepada
masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge, dalam artian besarnya kontribusi hasil
tanah wakaf kepada masyakat dipengaruhi oleh:
a. Pengelolaan Tanah Wakaf yang Sederhana
Keseluruhan tanah wakaf produktif dikelola dalam usaha pertanian, namun
berdasarkan hasil panen yang diperoleh masih sangat kurang sehingga kontribusi
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tanah wakaf kepada masyarakat sangat kurang pula. Hal ini disebabkan banyaknya
kendala dalam proses pengelolaan, utamanya proses pengairan dan metode yang
digunakan dalam pertanian, sehingga diperlukan metode yang mampu memberikan
hasil panen yang memuaskan bila diaplikasikan. Selama ini bentuk pengelolaan yang
dilakukan dalam proses pengelolaan sangat tradisional dengan menggunakan alat
seadanya dan berdasarkan kemampuan modal yang dibutuhkan.
Tanah wakaf di Kec. Tellu Siattinge dikelola dalam bentuk persawahan,
dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sederhana. Berdasarkan
penelitian di lapangan, diperoleh bahwa rendahnya produktivitas disebabkan oleh
berbagai permasalahan antara lain tidak menggunakan benih unggul, pemupukan
tidak berimbang dan rendahnya kesuburan lahan tanah sebagai akibat dari
penggunaan pupuk tidak berimbang.30
Permasalahan lain yang sangat dominan adalah lemahnya manajemen usaha
tani, antara lain diindikasikan dengan: (1) petani tidak mencatat input usaha tani,
sehingga enggan untuk berinvestasi atau bahkan memberikan input yang tidak
terkontrol; (2) sangat tergantung dari bantuan luar terutama pemerintah, sehingga
kurang kreatif mengelola sumberdaya lokal, misalnya sumber-sumber hara tanaman;
(3) konversi dari pupuk konvensional (Urea, SP-36, KCl) ke pupuk alternatif, (4)
kurangnya pengetahuan tentang metode-metode yang layak diaplikasikan dengan
memperhatikan kondisi tanah, (5) sifat pasrah pada hasil yang diperoleh
mengakibatkan kurang kreatifnya mengembangkan usahataninya. Untuk itu,
diperlukan pendekatan yang tepat dalam transfer teknologi, misalnya melalui
30Abu Bakar, Warga Desa Patangnga, Wawancara oleh penulis di Rumah Imam Desa
Lappae, 7 Oktober 2011.
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pengkajian dengan pendekatan partisipatif ini, dimana petani dapat secara aktif
mengikuti kinerja dari teknologi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring
sampai analisis usaha taninya.
Terkait dengan manajemen pengelolaan tanah wakaf di Kec. Tellu Siattinge,
secara fisik bentuk dan ukuran tanah wakaf tidak ada berubah dalam artian tidak
terjadi perkembangan hasil pengeloaan tanah wakaf dari tahun ke tahun. Sempitnya
pemahaman masyarakat akan tanah wakaf menghasilkan tanah wakaf yang tidak
produktif. Manajemen pengelolaan dalam sebuah kegiatan utamanya yang
berorientasi profit diperlukan pengetahuan yang sangat mendalam, karena dalam
pengelolaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hasil
produksi. Hal ini pula tidak terlepas dari pengelolaan tanah wakaf yang selama ini
terkesan hanya diambil manfaatnya tanpa ada inisiatif untuk mengembangkan.
Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia
perwakafan, karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau
tidak tergantung pada pola pengelolaan.31 Bila pengelolaan benda-benda wakaf
selama ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan
dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka
dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang
lebih profesional. Selama ini pengelolaan tanah wakaf di Kec. Tellu Siattinge
menganut sistem pengelolaan berbasis sentralisme kepemimpinan sehingga Imam
Desa selaku nadzir yang menentukan arah pengelolaan tanah wakaf, sehingga
sebaiknya pengelolaan tanah wakaf tidak lagi menganut asas tersebut akan tetapi
sistem yang berasaskan kepada manajemen profesional. Asas profesionalitas
31Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 81-85.
115
manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka
mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan
masyarakat banyak (kebajikan).
Dengan demikian, wakaf yang ada sementara ini relatif sulit berkembang
sebagaimana mestinya jika tidak ada upaya dari semua pihak yang terkait dalam
rangka memperbaiki sistem dan profesionalisme pengelolaan. Hal ini didasarkan
pada sudut pandang ekonomi, sebenarnya tanah wakaf luas dan menempati beberapa
lokasi yang penting dapat dikelola secara produktif.
b. Sengketa Status tanah wakaf
Status tanah wakaf yang dimaksud adalah apakah tanah wakaf tersebut
dalam sengketa atau tidak dalam sengketa serta apakah telah bersertifikat atau
belum bersertifikat. Tanah wakaf sangat banyak ditemui di Indonesia, tetapi banyak
dari tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat yang menerangkan keberadaan
pewakafan tanah tersebut, akibatnya banyak ahli waris wakif (pemberi wakaf)
mengklaim tanah yang dikelola nazhir (penerima dan pengelolah wakaf) adalah
miliknya, sehingga setiap saat bisa dialihfungsikan atau diambil. Jika sudah
demikian kejadiannya, nazhir tak akan mampu melakukan perlawanan dan
mempertahankan tanah wakaf tersebut.
Pada waktu lampau, pengaturan perwakafan utamanya tanah milik tidak
diatur secara tuntas dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga
memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri,
terutama disebabkan beraneka ragamnya bentuk perwakafan, serta tidak adanya
keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyaklah
benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keberadaannya.
116
Sebagaimana tanah wakaf yang terdapat di Kecamatan Tellu Siattinge, yang
merupakan tanah yang masuk dalam ranah hukum tanah adat, merupakan persoalan
yang sangat rumit, karena tanah yang merupakan tanah Hak Milik (HM) saja yang
diperbolehkan untuk diwakafkan oleh pemilik tanah, dengan demikian menurut
aturan main dalam peraturan agraria yang berlaku di Indonesia. Tanah Hak Milik
dalam hukum agraria ditempatkan pada derajat paling tinggi bila dibandingkan
tanah-tanah hak lainnya, seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak
Pengelolaan, dan lainnya. Selain itu, ternyata tanah Hak Milik yang akan
diwakafkan itupun masih dikenakan persyaratan lain, yaitu mesti bebas dari segala
pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa/perkara, yang artinya tanah Hak Milik
yang dalam  keadaan dijaminkan atau menjadi jaminan utang tidak bisa diwakafkan
dan apabila ingin diwakafkan maka masalahnya terlebih dahulu diselesaikan. Hal ini
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.
Terkait dengan tanah hak milik saja yang dapat diwakafkan, perwakafan
tanah di Indonesia telah biasa dipraktikkan, hanya saja yang diwakafkan adalah
Tanah Milik Adat. Cukup disesalkan bahwa tanah-tanah milik adat yang dimiliki
oleh masyarakat yang pada umumnya tidak terdaftar di kantor-kantor Agraria.
Akibat dari kondisi tersebut, maka tak mengherankan apabila hingga saat ini pun
masih banyaknya tanah-tanah wakaf yang belum terdaftar pada kantor-kantor
Pertanahan, sebagai akibat dari minimnya data tanah wakaf. Keseluruhan dari
masalah-masalah tersebut, maka tidak sedikit ditemukan kasus dimana tanah-tanah
wakaf dahulu kini telah beralih kembali menjadi tanah-tanah milik perseorangan,
seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Tellu Siattinge.
Masalah yang terjadi berkaitan dengan tanah wakaf di Kecamatan Tellu
Siattinge sudah lama terjadi dan banyak masalah yang tidak terselesaikan sehingga
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status tanah wakaf menjadi tidak jelas, bahkan tanah wakaf tersebut sudah tidak lagi
menjadi tanah wakaf yang semestinya. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa ada
8 (delapan) lokasi bidang tanah wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge yang statusnya
belum jelas, hal ini disebabkan belum adanya sertifikat tanah dan AIW (Akta Ikrar
Wakaf). Kondisi ini dapat menimbulkan konflik sehingga kontribusi tanah wakaf di
Kecamatan Tellu Siattinge tidak maksimal.
Masalah tanah wakaf berupa persawahan terjadi di Desa Lappae, yang
sebelumnya adalah tanah wakaf untuk nafkah Imam Desa Lanca. Hal ini terjadi
karena sebelum pemekaran tanah wakaf tersebut berada di Desa Lanca dan setelah
pemekaran  berada di Desa Lappae yang merupakan wilayah pemekaran dari Desa
Lanca. Menurut Imam Desa Lanca, tanah wakaf tersebut adalah tanah
akkinanrengeng untuk Imam Desa Lanca sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar
Wakaf. Akan tetapi, jika ditinjau dari definisi akkinanrengeng maka tanah wakaf
tersebut untuk nafkah Imam Desa Lappae, namun pada kenyataannya tanah wakaf
tersebut tetap dibawah penguasaan Imam Desa Lanca. Hal ini berdasarkan
pernyataan dari Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tellu Siattinge:
Tanah wakaf tersebut pada mulanya untuk nafkah Imam Desa Lanca, akan
tetapi karena pemekaran maka tanah tersebut menjadi hak untuk Imam Desa
Lappae. Namun, pada kenyataannya sekarang tetap dipegang oleh Imam Desa
Lanca.32
Masalah yang terjadi yang disebutkan di atas, tetap diupayakan oleh Kepala
KUA Kecamatan Tellu Siattinge untuk dicari pemecahannya dan tidak boleh
tergadai dan terjual, karena tanah wakaf tersebut memiliki potensi yang besar dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
32Mappasere, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten
Bone, Wawancara oleh penulis di Ruang Kepala KUA Kec. Tellu Sittinge, 11 Oktober 2011.
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c. Kondisi dan Lokasi Tanah yang Jauh dari Pemukiman Masyarakat
Selain status tanah wakaf, kondisi dan lokasi tanah wakaf tentu sangat
berpengaruh terhadap kontribusi. Agar tanah wakaf yang ada dapat didayagunakan
atau tanah wakaf menjadi tanah wakaf produktif maka perlu dilakukan upaya-upaya
agar keinginan tersebut tercapai. Diantaranya perlu data mengenai potensi tanah
wakaf yang dikelola agar dapat berdayaguna, hal ini sangat perlu karena tanah wakaf
yang ingin dikelola dalam bentuk persawahan maka yang perlu diketahui adalah
tingkat kesuburan tanah.
Selain itu, letak tanah sangat menentukan bentuk pengelolaan tanah wakaf.
Pengelolaan tanah wakaf antara satu dengan lainnya tidak bisa dikelola dengan cara
yang sama. Contohnya tanah wakaf yang berada di pedesaan, perkotaan atau yang
berada di tepi pantai tentu berbeda peruntukannya. Letak tanah yang jauh dari pusat-
pusat perekonomian sangat mempengaruhi terhadap nilai tanahnya. Tentu saja hal
yang menjadi kendala adalah faktor transportasi, baik dalam proses-proses
pengolahan maupun pengambilan hasil-hasil tanah tersebut.
Sehubungan dengan tanah wakaf di Kec. Tellu Sittinge, letak masing-masing
tanah berada pada lokasi yang jauh dari pemukiman dan harus melewati beberapa
kebun coklat serta sawah orang lain, sehingga untuk sampai di lokasi dibutuhkan
waktu dengan berjalan kaki, karena tidak adanya sarana transportasi yang bisa
masuk sampai ke lokasi tanah wakaf. Adapun kondisi masing-masing tanah wakaf,
pada umumnya subur karena kondisi tanah secara umum di Kec. Tellu Siattinge
cukup subur dengan curah hujan yang tinggi, sehingga kondisi tanah seperti itu
hanya bisa dikelola dalam bentuk persawahan. Meskipun tanah yang diwakafkan
tersebut subur dan sangat memungkinkan untuk menghasilkan panen yang bagus,
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tetapi faktor jarak atau transportasi yang kurang memadai untuk mencapai lokasi.
Berdasarkan pengamatan peneliti, tanah wakaf yang sangat susah untuk dicapai
adalah tanah yang terletak di Desa Patangnga, karena untuk mencapai pemukiman
masyarakat dibutuhkan waktu yang cukup lama dengan medan yang kurang baik,
kemudian untuk menuju ke tanah wakaf maka ditempuh dengan berjalan kaki.
d. Tujuan Wakaf
Dalam praktek wakaf, hasil dari pengelolaan wakaf akan diberikan
tergantung dari keinginan wakif mewakafkan harta bendanya, sehingga dalam
realitas masyarakat terdapat 2 (dua) macam wakaf yang berkembang yaitu wakaf
khusus dan wakaf umum atau dikenal dengan istilah wakaf ahli dan wakaf khairi.
Sehubungan tanah wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge, tanah wakaf termasuk
dalam wakaf khusus karena wakif telah menentukan orang yang berhak menerima
hasil dari tanah wakaf. Efek dari tujuan wakaf, menyebabkan hasil tanah wakaf
hanya dapat dinikmati oleh Imam Desa beserta keluarganya, sehingga untuk
masyarakat tidak dirasakan secara meluas. Meskipun dalam prakteknya tidak
menyalahi dari tujuan wakaf, akan tetapi jika tanah wakaf dikelola dengan baik dan
menghasilkan tambahan wakaf dan hasilnya berlebih, maka diberikan kepada pihak
lain yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah dijelaskan oleh para ahli fikih
dalam pendapat mereka yang terpercaya, yaitu diberikan kepada tujuan yang paling
dekat dari segi kategori, sifat atau tempat dan jika tidak ada maka diberikan kepada
orang-orang miskin.
e. Nazhir (pengelola wakaf) yang Kurang Berkompeten
Nazhir dituntut mempunyai skill (kemampuan) dan profesional sehingga
potensi tanah wakaf dapat diberdayakan secara maksimal. Nazhir sebagai pihak yang
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bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang
penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir, sehingga
berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu,
sebagai instrumen penting, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang
memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.
Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang sangat berperan
penting akan berhasil tidaknya dalam pengelolaan harta wakaf adalah nazhir.
Permasalahan yang banyak muncul dalam pengelolaan tanah wakaf, yaitu harta
wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan
memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering
membebani dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf, serta
masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap
persoalan wakaf. Untuk itulah, profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling
penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun, sehingga memiliki militansi yang
kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.
Adapun nazhir tanah wakaf di masing-masing tanah wakaf di Kecamatan
Tellu Siattinge adalah Imam Desa setempat. Berdasarkan persyaratan nazhir dalam
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah memenuhi syarat
(warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani
dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum), dan termasuk dalam
kategori tradisional-konsumtif. Menurut penulis, faktor lemahnya profesionalisme
nazhir karena dalam Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10
merupakan standar minimal dan hanya berimplikasi kepada bagaimana harta wakaf
dapat bertahan dan tetap utuh dan bukan kepada bagaimana harta wakaf tersebut
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berkembang dalam artian produktif, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut
bila arah produktif dari harta yang diharapkan.
Hal senada diungkapkan oleh Mappasere:
Seperti yang kita ketahui, bahwa harta wakaf dapat utuh dan berkembang
tergantung oleh nazhir. Secara khusus, Imam Desa setempat telah memenuhi
syarat untuk dijadikan pengelola, akan tetapi sangat disayangkan tanah yang
dikelola dalam bentuk persawahan tersebut tidak dapat berkembang, sehingga
bentuk dan manfaatnya dari awal diwakafkan hingga sekarang tidak ada
perkembangan menuju arah yang produktif. Jika kita mengacu kepada
produktif, tentunya nazhir harus memiliki kemampuan utamanya dalam bidang
manajemen dan bisnis. Inilah yang merupakan faktor yang saya anggap
penting dalam perkembangan wakaf produktif ke depan.33
Menurut penulis, kelemahan yang sangat mencolok adalah Imam Desa selaku
nazhir. Meskipun pada dasarnya tujuan wakaf adalah untuk nafkah Imam, akan
tetapi jika dikelola dengan unsur manajemen yang baik dan skill, tentunya hasil
tanah wakaf akan lebih dari hasil sebelumnya. Hal ini dapat diilustrasikan kepada
sebuah perusahaan yang memiliki aset yang banyak, akan tetapi dari sumber daya
manusia sangat kurang, sehingga pendapatan yang diterima sangat sedikit. Sumber
daya manusia dipandang sebagai salah satu faktor produksi dalam usaha
menghasilkan barang atau jasa, begitu pula dalam pengelolaan harta wakaf, karena
nazhir dituntut tidak hanya memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan
wakaf, akan tetapi juga berkaitan bisnis dan manajemen.
f. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tanah Wakaf Produktif
Selain nazhir yang berperan penting dalam rangka menjaga utuh dan
berkembangnya harta wakaf, masyarakat secara tidak langsung juga memiliki
peranan yang signifikan, yaitu dukungan serta partisipasi masyarakat baik materil
33Mappasere, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten
Bone, Wawancara oleh penulis di Ruang Kepala KUA Kec. Tellu Sittinge, 11 Oktober 2011.
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atau immateril. Masyarakat sebagai garda setelah nazhir yang ikut serta dalam
memelihara harta wakaf serta dapat membantu berkembangnya harta wakaf karena
dari masyarakat harta diwakafkan sesuai dengan tujuan yang telah dimaksudkan. Hal
ini dapat terjadi, jika masyarakat paham dan peduli terhadap wakaf.
Secara umum, masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge, utamanya
masyarakat di sekitar lokasi tanah wakaf, hanya mengetahui wakaf yang bersifat
spiritual yaitu tanah wakaf yang dikelola untuk membangun sarana ibadah dan
pemakaman, sehingga untuk pembangunan sarana ibadah masyarakat sangat
merespon dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa masyarakat yang
mengumpulkan dana untuk membeli sebidang tanah untuk pembangunan mesjid. Hal
ini sesuai dengan pernyataan Kepala Kecamatan Tellu Siattinge:
Masyarakat tidak banyak mengetahui tanah wakaf produktif yang dikelola
oleh masyarakat, masyarakat hanya mengetahui tanah wakaf yang
diperuntukkan kepada sarana berupa masjid. Selain itu, sebagian tanah wakaf
yang ada Kecamatan Tellu Siattinge hanya tanah wakaf yang diperuntukkan
untuk masjid.34
Hal senada oleh Kepala Desa Lappae:
Sebahagian masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa wakaf yang
dilakukan untuk pembangunan sarana ibadah. Itu terlihat dari beberapa
masyarakat berupaya untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid,
dan hingga sekarang dana yang terkumpul masih kurang Rp. 1.200.000,-.
Masyarakat pun sangat antusias dalam gotong royong untuk pembangunan
masjid.35
Berikut ini disajikan tabel tentang gambaran pengetahuan masyarakat
tentang wakaf produktif.
34Andi Tawil, Camat Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara oleh penulis di Rumah
Kepala Kec. Tellu Siattinge, 10 Oktober 2011.










Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 30 informan, hanya 2 informan
yang menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang tanah wakaf produktif. Hal ini
disebabkan karena informan telah melalui jenjang pendidikan, selain itu juga
memegang peranan penting di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Tellu
Siattinge. Hal ini tampak dari pernyataan Suwanda:
Tanah wakaf produktif adalah tanah yang diwakafkan oleh pewakaf dengan
tujuan untuk masyarakat, dan dikelola sehingga menghasilkan yang
bermanfaat bagi masyarakat, utama bagi masyarakat kurang mampu. Selain
itu, wakaf dikelola bukan hanya mempertahankan aset wakaf tetapi selalu
diusahakan untuk dikembangkan sehingga hasil pengelolaan tanah wakaf dapat
dirasakan seluruh masyarakat.36
Selain itu, senada pula dalam pernyataan Mappasere:
Tanah wakaf adalah tanah yang telah diwakafkan, dapat dimanfaatkan untuk
sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
bantuan pada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan
peningkatan ekonomi umat atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang
tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Adapun tanah wakaf produktif adalah tanah yang diwakafkan untuk dikelola
agar berproduktif, dalam artian tanah tersebut dikelola dalam arti kegiatan
ekonomi, sehingga menghasilkan sesuatu dan hasilnya diperuntukkan dalam
berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, untuk yatim piatu, dan lain
sebagainya.37
36Suwanda, Staff Kantor Kec. Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara oleh penulis di
Kantor Kec. Tellu Sittinge Kabupaten Bone, 11 Oktober 2011.
37Mappasere, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten
Bone, Wawancara oleh penulis di Ruang Kepala KUA Kec. Tellu Sittinge, 11 Oktober 2011.
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Selain kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge akan
tanah wakaf produktif, pemahaman yang kuat pula muncul di kalangan masyarakat
yaitu pro-kontra pengalihan-pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif
maupun pemanfaatannya. Kendala pemahaman untuk mengalihkan tanah-tanah yang
tidak strategis secara ekonomis dengan tanah-tanah dengan sarana lain yang
strategis secara ekonomis masih menjadi hambatan yang nyata. Hal ini dapat
dimaklumi karena adanya pemahaman yang kuat dan mendalam bahwa wakaf
merupakan harta yang bersifat abadi dimana kepemilikannya dikembalikan kepada
Allah swt., sehingga tanah wakaf tersebut apapun kondisinya harus dibiarkan dan
tidak boleh dirubah oleh alasan apapun.
Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan pemahaman masyarakat akan
pengalihan-pertukaran tanah wakaf:
Tabel 4.14




2 Tidak Boleh 26
Jumlah 30
Sumber: Informan, 2011.
Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 30 informan, hanya 4 informan
yang menyatakan bahwa bolehnya dilakukan pengalihan-pertukaran tanah wakaf.
Selain itu, terdapat 26 yang menyatakan bahwa tidak bolehnya dilakukan
pengalihan-pertukaran tanah wakaf. Kuatnya pemahaman masyarakat akan tidak
bolehnya pengalihan-pertukaran tanah wakaf tercermin dari tanah wakaf yang
dikelola oleh Imam-imam Desa yang telah berpuluh-puluh tahun dikelola dan tidak
mengalami perkembangan, meskipun pada dasarnya tujuan wakaf untuk nafkah
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Imam akan tetapi dengan pengembangan tanah wakaf, maka bukan hanya Imam
Desa yang merasakan manfaatnya akan tetapi masyarakat yang kurang mampu..
Kurangnya pengetahuan masyarakat akan wakaf produktif, menyebabkan tidak
berkembangnya harta wakaf, serta dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Hal inilah yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Bone, dimana
banyaknya tanah wakaf yang pada awalnya merupakan tanah wakaf kemudian
menjadi hak milik. Perlunya pendidikan terlihat sangat urgen dalam kehidupan
masyarakat karena faktor inilah yang mampu mengelola dan mengembangkan
kontribusi tanah wakaf. Sehubungan dengan itu, dengan pengetahuan akan tujuan
wakaf tentunya akan memberikan dorongan yang lebih baik agar tanah wakaf
tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.
Kurangnya pengetahuan seperti yang dijelaskan di atas akan berimplikasi
terhadap respon masyarakat yang kurang terhadap tanah wakaf produktif.
Banyaknya tanah wakaf yang beralih kepemilikan menjadi milik pribadi dan
kurangnya respon masyarakat terhadap perbuatan mengalihkan kepemilikan tanah
wakaf tersebut mencerminkan bahwa masyarakat tidak memberikan respon terhadap
permasalahan tersebut. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa tanah wakat
tersebut merupakan tanah yang diberikan berdasarkan upah atas Imam Desa, padahal
tanah wakaf merupakan bagian dari institusi lembaga ekonomi Islam yang memiliki
dimensi sosial-ekonomi.
2. Upaya Peningkatan Kontribusi Tanah Wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge
Wakaf yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam mempunyai dua dimensi
sekaligus, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena
wakaf merupakan anjuaran agama yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan
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masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf mendapat pahala dari
Allah SWT karena mentaati perintahnya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi karena
syarat wakaf mengandung unsur ekonomi sosial, hal mana wakaf akan mampu
meringankan benan hidup kaum dhu’afa>’ (ekonomi lemah).
Wakaf memang merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat
kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah. Terlebih
lagi karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. Di
Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam
masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya
dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara
menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan SDM maupun dalam
pembangunan sumber daya sosial.
Wakaf produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf yaitu
kemaslahatan melalui model-model usaha ekonomi yang produktif, sehingga
manfaat dari harta wakaf dapat berdaya guna optmal dan berkesinambungan bahkan
berkembang. Untuk merealisasikan wakaf produktif maka paling tidak harus
mempertimbangkan empat asas yaitu asas pertanggungjawaban, asas keabadian
manfaat, asas profesionalitas manajemen, dan keadilan sosial. Agar tujuan dari
wakaf produktif dapat tercapai di Kec. Tellu Siattinge Kabupaten Bone, maka
berikut upaya-upaya dalam meningkatkan kontribusi tanah wakaf produktif:
a. Mengubah Bentuk Pengelolaan Tanah Wakaf\
Tanah wakaf produktif hendaknya dikelola dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan umat. Bentuk pengelolaan diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha
yang menghasilkan keuntungan, baik melalui produk dan jasa. Salah satunya adalah
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produk barang atau jasa yang ditawarkan harus  memiliki kelebihan yang mampu
memberikan keunggulan komparatif dengan produk sejenis yang sudah ada di
pasaran.
Sumbangsih pemikiran Ekonomi Islam dalam bidang pertanian adalah konsep
muza>ra’ah. Muza>ra’ah adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah
dan pihak pengelola dalam mengelola lahan, adapun hasil panennya akan dibagi.
Ibnu Hazm mengemukakan bahwa:
Menyewakan tanah sama tidak diperbolehkan, baik untuk bercocok,
perkebunan, mendirikan bangunan, ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka
pendek, jangka panjang, maupun tanpa batas waktu tertentu, baik dengan
imbalan dinar maupun dirham. Bila hal ini terjadi, hukum sewa menyewa batal
selamanya. Dalam persoalan tanah, tidak boleh dilakukan kecuali muza>ra’ah
(penggarapan tanah) dengan sistem bagi hasil produksinya atau mugharasah
(kerjasama penanaman). Jika terdapat bangunan pada tanah tu, banyak atau
sedikit, bangunan itu tidak boleh disewakan dan tanah itu ikut bangunan tetapi
tidak masuk dalam penyewaan sama sekali.38
Pandangan Ibnu Hazm bertitik tolak bahwa status tanah akan tetap (abadi),
yang pada umumnya peran hasil kerja dan kreasi manusia tidak menonjol, melainkan
nampak bahwa tanah merupakan ciptaan Allah swt., dimana manusia
memanfaatkannya. Jika tidak memanfaatkannya, maka diberikan kesempatan kepada
orang lain untuk memanfaatkannya. Selain itu, larangan penyewaan tanah dengan
bagi hasil sebagai alternatif akan menciptakan iklim kerja dan berusaha lebih baik
bagi orang-orang yang tidak mampu dengan resiko kecil dalam menanggung
kerugian akibat gagal panen. Perbedaan yang sangat kontras terjadi bila penyewaan
tanah diberlakukan, karena kerugian tidak menyertakan pemilik tanah melainkan
menjadi tanggung penyewa. Pendapat Ibnu Hazm mengindikasikan bahwa hal yang
38Ibnu Hazm, “al-Muhalla”, dalam Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Depok:
Granata Publishing, 2005), h. 187-188.
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paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk
mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber
daya potensial bagi masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang
memiliki peluang, kontrol dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung.
Muza>ra’ah mengandung konsep parnertship (kemitraan).39 Pada dasarnya
kemitraan merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam
bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama  lainnya, utamanya
kerjasama dalam muza>ra’ah. Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut
di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan
kerjasama usaha yang dapat diimplementasikan dalam prinsip muza>ra’ah dengan
prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu :
1) Saling memerlukan
Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal
calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan masing-masing.40
39Berbagai pakar mendefinisikan Partnership (kemitraan), diantaranya adalah Muhammad
Hafsah Jafsah mengemukakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua
pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip
saling membutuhkan dan saling membesarkan dan merupakan strategi bisnis maka keberhasilan
kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika
bisnis. Lihat: Muhammad Hafsah Jafsah, Kemitraan Usaha, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999),
h. 43. Keint L. Fletcher mengemukakan bahwa kemitraan adalah hubungan yang dibangun antara
beberapa orang dalam bidang bisnis demi memperoleh keuntungan. Lihat: Keint L Fletcher, The Law
of Partnership, (Sydney: The Law Book Company Limited, 1987), h. 27. Semua definisi tersebut,
ternyata belum ada satu definisi yang memberikan definisi secara lengkap tentang kemitraan. Hal
tersebut disebabkan karena para sarjana mempunyai titik fokus yang berbeda dalam memberikan
definisi tentang kemitraan. Tetapi dengan adanya perbedaan pendapat diantara para sarjana ini maka
akan saling melengkapi diantara pendapat sarjana yang satu dengan yang lainnya, dan apabila
dipadukan maka akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna, bahwa kemitraan merupakan
jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih
dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Dalam
kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan, hal ini dapat terlihat karena
pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan
kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu
akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.
40Muhammad  Hafsah Jafsah, op. cit., h. 51.
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Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak
pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam
kemitraan, pengelola dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu.
2) Saling memperkuat
Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk
bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-
masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai
ekonomi, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan
kemapuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini
merupakan konsekwensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan
tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan
keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya,
sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra
sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian, terjadi
saling mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang
bermitra. Dengan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat
didasarkan pada saling memperkuat. Hal ini harus disadari juga oleh masing-masing
pihak yang bermitra yaitu harus memahami bahwa mereka memiliki perbedaan,
menyadari keterbatasan masing-masing, baik yang berkaitan dengan manajemen,
penguasaan Ilmu Pengetahuan maupun penguasaan sumber daya, baik Sumber Daya
Alam maupun Sumber Daya Manusia (SDM), dengan demikian mereka harus
mampu untuk saling isi mengisi serta melengkapi kekurangankekurangan yang ada.
3) Saling menguntungkan
Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah kesadaran dan
saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus
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memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama
adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada
kemitraan usaha terutama sekali tehadap hubungan timbal balik, bukan seperti
kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai
adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah letak kekhasan dan
karakter dari kemitraan usaha tersebut. Berpedoman pada kesejajaran kedudukan
atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka
tidak ada pihak yang tereksploitasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa
saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan
keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.
Dalam konsep muza>ra’ah, terdapat 4 (empat) faktor produksi yang
menentukan meningkat atau tidaknya hasil panen, yaitu: (1) Tanah (sawah), (2)
petani dan pemilik lahan, (3) modal (termasuk perlengkapan dan peralatan), (4)
manajemen. Pentingnya manajemen dalam pertanian dimaksudkan agar pengelolaan
atau keterlaksanaan pertanian yang sebaik-baiknya secara berencana, terorganiasi,
tersusun rapi, terarah dan terkendali atau terkontrol dengan tujuan mencapai
keberhasilan usaha pertanian yang akan digarap.
Dalam berbagai literatur, skema muza>ra’ah terlihat sangat sederhana dan
telah banyak diaplikasikan secara langsung oleh masyarakat, utamanya di daerah
pedesaan. Meskipun demikian, muza>ra’ah bila ditinjau dari manajemen pertanian
(agribisnis) merupakan bagian yang tak terpisahkan, dengan alasan bahwa dalam hal
mengadakan suatu pertanian dengan sendirinya pihak yang menyelenggarakannya
mempunyai tujuan yang tertentu, yaitu berusaha untuk menciptakan hasil guna
diperdagangkan maupun untuk dikonsumsi, yang kemudian disebut agribisnis.41
41Menurut K. Goldberg dan J. Darvis, agribsnis adalah Agribusiness is the sum total of all
operations involved in the manufacturing and distributions of farm supplies, production activities on
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Konsep agribisnis dalam pertanian sangat penting karena tanpa
dilaksanakannya sejak dari sekarang usaha-usaha pertanian yang berkonsep
agribisnis, maka besar kemungkinan keperluan-keperluan penduduk akan produk-
produk pertanian dalam beberapa tahun lagi tidak akan terpenuhi. Dengan
dilaksanakannya pertanian dengan konsep agribisnis, maka:
1) Usaha pertanian akan diperbaiki demi tercapainya peningkatan produk.
2) Mutu-mutu produk akan diperbaiki guna memuaskan para konsumen.
3) Kuantitas produk akan ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan
konsumen.42
Di dalam usaha agribisnis, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kelancaran usaha, yaitu:
1) Faktor alam
Keadaaan  alam meminta perhatian untuk dipikirkan secara matang seperti
halnya iklim dengan unsur-unsurnya sinar matahari, temperatur, curah hujan,
pergerakan angin, kemudian bencana alam., serta wabah yang berjangkit. Pemikiran
untuk mencoba menanggulangi pengaruh-pengaruh alam, yaitu dengan cara
melakukan pendekatan dengan memanfaatkan science (pengetahuan) dan
pengalaman yang telah dimilikinya serta teknik bercocok tanam yang sesuai dengan
keadaan iklim, tekstur dan struktur tanah. Pengaruh alam memang sulit untuk
the farm; and the storage, processing and distribution of farm comodities and items made from them
(Agribisnis adalah jumlah total dari seluruh operasi yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi
pasokan pertanian, kegiatan produksi di pertanian, dan penyimpanan, pengolahan dan distribusi
komoditas pertanian dan barang). Lihat: G. Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, dan AG.
Kartasapoetra, Manajemen Pertanian (Agribisnis) (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 1. Dari definisi
tersebut, bahwa pengertian agribisnis ini sangat luas, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukannya
adalah demikian beraneka ragamnya yang tidak saja hanya berlangsung di sekitar usaha pertanian,
juga mempunyai kaitan-kaitan dengan kegiatan-kegiatan di luar sektor pertanian. Kegiatan agribisnis




dilawan, akan tetapi dengan dilakukan pendekatan-pendekatan kemungkinan besar
akibat-akbatnya akan dapat diperkecil sehingga kegagalan total dari usaha bertani
atau ditekan sedemikian rupa.
2) Faktor ekonomi
Berhasil atau tidaknya usaha agribisnis tidak hanya ditentukan oleh pengaruh
alam saja, juga melainkan pengaruh ekonomi yang berlangsung pada saat waktu
usaha. Dengan kata lain, perkataan dapat dijelaskan bahwa berhasil atau tidaknya
usaha agribisns sangat ditentukan oleh:
a) Tingkatan harga yang berlaku di pasar
b) Tingkatan harga dari sarana pertanian yang diperlukan untuk keperluan produksi,
dalam sarana ini termasuk harga benih, harga pupuk, harga insektisida, serta
harga upah.43
Selain kedua faktor di atas, keberhasilan usaha agribisnis akan ditentukan
pula oleh kemampuan sumber daya manusia (petani) dalam melaksanakan farm
management. Farm management merupakan suatu ilmu yang mengajarkan kaidah-
kaidah ekonomi yang berhubungan dengan pengorganisasian dan pengoperasian
masing-masing proyek pertanian dengan jenis tanaman tertentu untuk memperoleh
hasil atau keuntungan bersih maksimal. Agar farm management ini dapat terlaksana
dengan baik maka pengelola harus memiliki pengetahuan tentang teknik pertananm
teknik mengerjakan tanah, pemeliharaan tanaman agar dapat tumbuh subur dan
terbebas dari segala hama dan penyakit tanaman, perlindungan serta pengawetan
tanah.44
Pelaku ekonomi di sektor pertanian disebut petani, Muhammad Nejatullah
Siddiqi menyebut pengusaha Islam adalah manusia (sebuah perusahaan mungkin
43G. Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, dan AG. Kartasapoetra, op. cit., h. 13-14.
44Ibid., h. 16.
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dibentuk oleh beberapa pengusaha) yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan
hidupnya melalui usaha perdagangan, dan selanjutnya memberikan pelayanan kepada
masyarakat melalaui perdagangan tersebut.45 Penulis mengartikan petani Islam
adalah manusia yang bekerja dengan mengerahkan segala kemampuannya demi
mendapatkan hasil panen yang maksimal demi kebutuhan hidupnya melalui usaha
pertanian dan hasil pertanian tersebut dikonsumsi untuk kebutuhannya dan keluarga
dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan atas hasil yang
diperoleh.
Pendekatan agribisnis dan konsep partnership dalam muza>ra’ah akan
memberikan efek positif dalam proses kerjasama dalam mengelola, sehingga hasil
yang diharapkan tercapai. Berikut ini, penulis memberikan gambaran pentingnya
agribisnis dan konsep partnership dalam muza>ra’ah.
Tabel 4.15
Pendekatan Agribisnis dan konsep Partnership dalam Muza>ra’ah
Muza>ra’ah
Partnership
(Saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling
memerlukan)
Bagi hasil










- Kesamaan dan salinitas
- Keadaan air tanah
Agricultural Engineering


















Pada umumnya, potensi unggulan yang terdapat di Kec. Tellu Siattinge
adalah peternakan (ayam ras), pertanian , perkebunan, dan perikanan. Tanah wakaf
produktif yang terdapat di Kec. Tellu Siattinge seluruhnya dikelola dalam bidang
pertanian (sawah). Secara keseluruhan, luas tanah wakaf 8.611 m2, dengan jumlah
keseluruhan hasil panen mencapai 650 kg beras. Jika dibandingkan dengan hasil
panen yang diperoleh oleh masyarakat di Desa Lanca untuk 1 ha minimal diperoleh
2.000 kg beras atau 2 ton beras dan maksimal mencapai 3,5 ton, sehingga dapat
disimpulkan bahwa hasil panen tanah wakaf masih tergolong rendah.
Berdasarkan hasil panen yang diperoleh yang kurang memuaskan, maka
diperlukan perbaikan agar mencapai kontribusi yang maksimal, yaitu dengan
merubah bentuk pengelolaan yang selama ini kurang memberikan kontribusi. Tujuan
merubah bentuk pengelolaan agar hasil dari pemberdayaan tanah wakaf tersebut
memberikan kontribusi yang tidak hanya untuk Imam Desa akan tetapi masyarakat
secara luas. Banyak produk pertanian yang dapat ditanam dan memberikan
penghasilan, namun dari berbagai alternatif tanaman perlu pertimbangan jenis yang
paling menguntungkan dengan tingkat resiko yang kecil, misalnya beras hitam.
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Selain itu, kondisi tanah dan proses pengairan di Desa Lappae termasuk dalam
kategori sangat bagus. Harga beras hitam di pasaran mencapai Rp. 13.000 - Rp.
17.000/kg. Dalam lahan seluas 1 ha dapat dihasilkan 2 ton padi dengan masa tanam
hingga mencapai 6 bulan. Proses penanaman padi hitam tidak jauh beda dengan padi
biasa. Namun, umur tanam padi hitam lebih lama dibandingkan padi jenis lainnya.46
Berdasarkan penelusuran peneliti dan informan, sangat jarang ditemukan petani
yang menanam padi hitam di sawah mereka, hal ini disebabkan petani menganggap
bahwa proses penanaman padi hitam yang relatif lebih lama dibandingkan dengan
padi biasa dan biaya produksi padi hitam hingga akhir proses lebih besar daripada
padi biasa.47 Menurut Syarifuddin, petani menanam padi hitam pada area yang tidak
terlalu luas, karena anggapan mereka pada area yang cukup luas diperlukan biaya
yang sangat tinggi. Dalam area 10 are memerlukan biaya hingga Rp. 900.000,-
dengan hasil panen maksimal mencapai 200 kg padi hitam.48
Berikut ini disajikan tabel perbandingan hasil panen dan keuntungan antara
menanam padi biasa dan prediksi padi hitam di lokasi tanah wakaf Desa Lappae:
Tabel 4.16
Asumsi Perbandingan Hasil Panen dan Keuntungan antara
Menanam Padi Biasa dan Prediksi Keuntungan Padi Hitam
Uraian Beras Biasa Beras Hitam
Modal Rp.   600.000,- Rp.1.688.150,-
Hasil Panen 200xRp.7.000,-=Rp.1.400.000,- 200xRp.17.000,-=Rp.3.400.000,-
Keuntungan Rp. 800.000,- Rp.1.711.850,-
Sumber: Diolah dengan menggabungkan data dari peneliti dengan dari
http://bantulbiz.com /id/bizpage_agrobisnis/id-361.html, 2011.
46Handoyo, “Memanen Untung dari Beras Hitam yang Kaya Manfaat. http://bantulbiz.com
/id/bizpage_agrobisnis/id-361.html (4 Februari 2012).
47Syarifuddin,  Petani, Wawancara oleh penulis di Ajjalireng, 10 Maret 2012.
48Ibid.
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Berdasarkan tabel di atas,  untuk beras biasa modal yang dibutuhkan dengan
luas sawah 1.777m2 sebesar Rp. 600.000,- dengan hasil panen sebesar 200kg,
kemudian dikali dengan harga per kilogram beras biasa di pasaran sebesar Rp.
7.000,- sehingga hasil panen yang dirupiahkan sebesar Rp. 1.400.000,-. Maka
keuntungan yang diperoleh menanam padi biasa dalam 1 (satu) kali panen sebesar
Rp. 800.000,-. Adapun untuk beras hitam modal yang dibutuhkan dengan luas sawah
sama dengan sawah padi biasa sebesar Rp. 1.688.150,- dengan hasil panen maksimal
mencapai 200 kg kemudian dikali dengan harga beras hitam di pasaran mencapai Rp.
17.000,- sehingga hasil panen yang dirupiahkan sebesar Rp. 3.400.000,-. Maka
keuntungan yang diperoleh mencapai Rp. 1.711.850,-. Perbedaan yang sangat jelas
terlihat dari keuntungan yang diperoleh dari beras biasa dan beras hitam, dimana
beras hitam  dalam 1 (satu) kali panen mencapai 2 (dua) kali lipat dari hasl panen
beras biasa.
Selain pemilihan produk, metode yang digunakan akan sangat berpengaruh
pula terhadap hasil panen. Salah satunya yaitu sistem tanam dengan menggunakan
System of Rice Intensification (SRI), yakni penyemaiannya menggunakan besek dan
penanamannya dengan biji tunggal atau tidak merumpun.49 Metode irigasi ini
disertai metode pengelolaan tanaman yang baik dapat meningkatkan produktivitas
tanaman padi hingga 30-100% bila dibandingkan dengan menggunakan metode
irigasi konvensional.50
49Metode ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja di Madagaskar antara tahun 1983-
1984 oleh seorang pastor Jesuit asal Prancis bernama Fr. Henri de Laulanie, SJ yang lebih dari 30
tahun hidup bersama petani-petani disana. SRI lahir karena adanya kepedulian terhadap minimnya
produktifitas pertanian para petani di Madagaskar. Oleh penemunya metodologi ini selanjutnya
dalam bahasa Prancis dinamakan Ie Systme de Riziculture Intensive disingkat SRI. Dalam bahasa
Inggris popular dengan nama System Of Rice Intensification disingkat SRI. Lihat: Susi Mediana,
Dampak Penerapan Metode SRI, http://uripsantoso.wordpress.Com/2010/10/06/ dampak-penerapan-
metode-sri-system-of-rice-intensification/ (10 Maret 2012).
50Balitbang, “Irigasi Hemat Air pada Budi Daya Padi  dengan Metode SRI (System of Rice
Intencification”.http://balitbang.pu.go.id/saritek/saritek%20pusair/15.SRI.pdf (4 Februari 2012).
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Beberapa penelitian telah membahas metode SRI, diantaranya adalah
perbandingan pendapatan usaha tani padi sawah metode SRI dan metode
konvensional oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) pada bulan April 2011. Adapun
perbandingannya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.17
Perbandingan Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah






1 Pendapatan Usaha Tani 11.005.435 16.503.396
2 Biaya Usaha Tani 8.632.293 11.112.866
Pendapatan atas Biaya Total 2.373.142 5.390.530
Sumber: Balitbang, 2012.
Dari tabel di atas, menggambarkan bahwa petani yang menggunakan metode
konvensional mendapatkan pendapatan usaha tani sebebsar Rp. 11.005.435,- dengan
biaya usaha tani sebesar Rp. 8.632.293,- sehingga pendapatan atas biaya total
sebesar Rp. 2.373.142. Adapun petani yang menggunakan metode SRI mendapatkan
pendapatan usaha sebesar Rp. 16.503.396,- dengan biaya usaha tani Rp. 11.112.866,-
sehingga pendapatan atas biaya total sebesar Rp. 5.390.530,-. Pendapatan atas biaya
total yang diterima oleh petani dengan menggunakan metode SRI 2 (dua) kali lipat
dari pendapatan petani yang menggunakan metode konvensional.
Berdasarkan penelusuran peneliti, metode SRI ini merupakan metode yang
sangat cocok diaplikasikan di Desa Patangnga dan di Desa Waji yang letaknya agak
jauh dari sumber pengairan, karena metode ini hemat air (tidak digenang).
b. Penyelesaian Sengketa Wakaf
Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-
syarat administrasi yang telah diatur dalam perundang-undangan, khususnya
51Institut Pertanian Bogor, Analisis Perbandingan Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah
Metode SRI dan Metode Konvensional, http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle /123456789
/53517/BAB%20VII%20Analisis%20Perbandingan.pdf?sequence=7 (10 Maret 2012).
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mempunyai sertifikat tanah sehingga tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan
sesuai dengan tujuan wakaf serta dapat dikembangkan. Sebaliknya, tanah wakaf
yang tidak mempunyai persyaratan  seperti ketentuan yang telah diatur dalam
perundang-undangan, maka tanah wakaf tersebut dapat dimiliki oleh orang lain yang
tidak berhak menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Berkaitan dengan masalah tanah wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge, maka
penyelesaian masalah menjadi hal yang sangat urgen dan harus segera dilakukan.
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa status tanah wakaf dan diakui
sebagai harta wakaf akan memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat.
Adapun masalah yang terkait dengan tanah wakaf di Desa Lappae adalah:
1) Imam Desa Lanca terdahulu  tidak ingin memberikan tanah wakaf tersebut
kepada Imam Desa Lanca sekarang, karena menurutnya tanah
akkinanrengeng yang diberikan kepadanya selama ia menjabat, hasilnya tidak
sebanding apa yang telah dilakukannya sebagai Imam Desa. Maka tanah
tersebut digadaikan dan belum dapat ditebus, hal ini berdasarkan penuturan
Mappasere selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge,
Kepala Desa Lanca, Kepala Desa Lappae, dan beberapa tokoh masyarakat.
Akibatnya, tujuan dari tanah wakaf tersebut melenceng dan seperti yang
diketahui tanah wakaf tidak boleh digadaikan, hal ini berdasarkan Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40.
2) Berdasarkan definisi dari akkinanrengeng, menurut Mappasere maka tanah
tersebut merupakan hak Imam Desa Lappae, karena berada di Desa Lappae
setelah terjadi pemekaran, meski tujuan tanah wakaf tersebut adalah untuk
nafkah Imam Desa Lanca.
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Sesuai dengan permasalahan di atas, maka menurut penulis masalah ini harus
segera diselesaikan dan tidak boleh ditinggalkan dalam waktu yang lama. Masalah
ini perlu dimusyawarahkan oleh beberapa tokoh masyarakat dari Desa Lappae dan
Desa Lanca, Kepala Desa, Kepala Kantor Kecamatan, serta elemen-elemen
masyarakat yang terkait dengan persoalan tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan
oleh penulis adalah jika tanah wakaf tersebut digadaikan maka perlu penebusan di
pegadaian terlebih dahulu oleh Imam Desa Lanca terdahulu agar tidak menjadi milik
orang lain yang tidak mengerti hakekat wakaf. Selain itu, diberikan pemahaman
yang jelas agar tidak terulang kembali.  Setelah itu, agar tanah wakaf tersebut tidak
melenceng dari tujuan wakaf, maka ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh penulis,
yaitu:
1) Meskipun tujuan diwakafkannya tanah tersebut untuk Imam Desa Lanca,
akan tetapi Desa  Lappae merupakan wilayah Desa Lanca sebelumnya, maka
Imam Desa Lappae dapat mengelola dan mengambil hasil dari tanah wakaf
tersebut selama ia menjabat menjadi sebagai imam desa, dan hal ini tidak
menyalahi tujuan wakaf pada awalnya karena Desa Lappae adalah bagian
dari daerah Desa Lanca sesuai dengan Akta Ikrar Pengganti Wakaf dan
Sertifikat Tanah. Selain itu, tidak menyalahi definisi akkinanrengeng karena
berada di Desa Lappae.
2) Sesuai dengan peruntukannya, maka Imam Desa Lanca yang dapat mengelola
dan mengambil hasil dari tanah wakaf tersebut meski tanah tersebut berada
di Desa Lappae, maka perlu kelapangan dada Imam Desa Lappae meskipun
berada di wilayahnya. Atau tanah wakaf tersebut ditukar sehingga berada di
Desa Lanca.
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3) Agar Imam Desa mendapatkan bagian dari tanah wakaf, maka tanah wakaf
tersebut dibagi dua, untuk Imam Desa Lanca dan Imam Desa Lappae, karena
Desa Lappae merupakan bagian dari Desa Lanca sebelumnya, maka
berdasarkan tujuan tanah wakaf tersebut tidak menyalahi sebagaimana
mestinya.
Terlepas dari solusi di atas, kasus yang terjadi merupakan bagian lemahnya
pengawasan, penangangan, dan pencegahan terhadap sengketa wakaf. Hal ini
tentunya tidak hanya berlaku untuk tanah wakaf di Kec. Tellu Siattinge akan tetapi
seluruh tanah wakaf yang ada di Indonesia, karena sebelum datangnya Islam di
Indonesia, telah banyak ada lembaga yang mempunyai persamaan dengan wakaf.
Demi terjaganya bentuk wakaf, maka diperlukan Undang-Undang utamanya pada
tanah wakaf yang berada di daerah pemekaran.
c. Sosialisasi
Masyarakat Islam Indonesia secara umum masih menggunakan kebiasaan
berupa melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling
percaya kepada seseorang atau pihak tertentu dan harta wakaf tidak akan pernah
diganggu gugat. Paham masyarakat seperti ini karena tingginya sikap saling percaya
antara satu dengan yang lain pada masa awal barang tersebut diwakafkan, akan
tetapi kenyataannya memunculkan persoalan yang berujung kepada persengketaan.
Berbekal dengan masalah di atas, lahirlah Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf dan disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Kedua
peraturan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah
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mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk
kepentingan sosial, serta dibolehkannya penukaran barang wakaf.
Sehubungan dengan peraturan tersebut, maka diperlukan sosialisasi agar
wakaf dapat memberikan kontribusi demi kesejahteraan umat. Sosialisasi dapat
dilakukan, utamanya di desa-desa dengan mengingat bahwa Kantor Urusan Agama
Kecamatan memiliki fungsi yang sangat strategis dan multifungsi, sehingga dapat
dikatakan sebagai ujung tombak berhasil dan tidaknya pelaksanaan wakaf didaerah
tersebut, karena Kepala Kantor Urusan Agama berperan sebagai pembimbing,
pengawas, sekaligus pelaksana perwakafan, dalam arti Kepala Kantor Urusan Agama
harus berperan aktif (pro aktif) dalam pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf tanah.
Selain itu, sosialisasi dapat pula dilakukan melalui ceramah, khutbah, bahkan
pengajian, sehingga bukan hanya menjadi tanggung jawab KUA Kecamatan, akan
tetapi menjadi tanggung bersama.
Selain itu, perlu pula mensosialisasikan kebolehan praktik istibda>l wakaf.
Dalam hal ini MUI sangat berperan sebagai institusi kebijakan fatwa, dengan
melakukan road show ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan istibda>l wakaf
utamanya di daerah pedesaan. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan pesantren-
pesantren dalam melakukan pembelajaran fiqih wakaf kepada masyarakat umum.
Karena ini sangat penting guna memberikan keluwesan dalam pengelolaan dan
pengembangan harta wakaf. Sehingga masyarakat mulai paham dan tidak hawatir
lagi mengenai status hukum istibda>l wakaf tersebut.
d. Peningkatan Kualitas Nazhir (Imam Desa)
Problem utama wakaf di Indonesia adalah kurang profesionalnya nazhir
dalam mengelola harta wakaf, sehingga tugas nazhir terkesan bagaimana
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mengupayakan agar harta wakaf tersebut tetap bentuk dan zatnya tanpa
diberdayakan. Hal ini menyebabkan  banyaknya harta wakaf yang kurang memberi
manfaat kepada masyarakat banyak, bahkan dibiarkan begitu saja karena adanya
pemahaman bahwa tidak adanya pembolehan akan perubahan benda-benda wakaf,
meskipun benda tersebut telah rusak.
Kendala ini merupakan tantangan bagi nazhir dan prospek perwakafan secara
umum. Jika masalah ini dapat atasi, maka terbuka peluang yang cukup besar untuk
mengelola tanah-tanah wakaf yang tersedia. Tentu saja tidak cukup sekedar
menyegarkan kembali pemahaman umat Islam tentang wakaf itu sendiri, tapi yang
paling penting dan mendesak adalah bagaimana sumber daya manusia perwakafan
mampu mengelola, mengembangkan, mendistribusikan dan menjaga agar wakaf
tetap mempunyai manfaat bagi kesejahteraan umat islam, khususnya dan umat lain
pada umumnya.52 Nazhir dan lembaga pengelolaan wakaf sebagai ujung tanduk
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf diberikan motivasi dan pembinaan
dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan
dan orientasi.
Kualitas nazhir terus diberikan motivasi dalam rangka melakukan
pembenahan, baik menyangkut kemampuan manajerial, pengetahuan dan skill
individu yang sangat menentukan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Di
samping itu, perlu dibentuk sikap dan perilaku nazhir sesuai dengan posisi
seharusnya, yaitu pemegang amanah umat Islam yang memercayakan harta
bendanya untuk dikelola secara baik. Perlu diajak nazhir untuk memahami tata cara
dan pola pengelolaan yang lebih baik berorientasi pada kepentingan pelaksanaan
52Departemen Agama, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesa
(Jakarta: Departemen Agama, 2007), h.  75.
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syariat Islam secara luas dan dalam jangka pandang, sehingga bisa dijadikan satu
elemen penting dalam menunjang sistem ekonomi syariah terpadu.
Proses penyediaan tenaga kerja adalah merupakan upaya untuk mendapatkan
dan menghimpun, serta menyediakan tenaga kerja yang mempunyai kualitas dan
dapat bekerja secara efisien. Kegiatan penyediaan tenaga kerja merupakan tahap
yang sangat menentukan dalam kehidupan organisasi,53 utamanya perwakafan
karena nazhir yang mempunyai sifat kepribadian dan mempunyai
kemampuan/keterampilan kerja sangat menunjang optimalnya harta wakaf.
Acuan penguatan peranan wakaf ialah konsep dan epistemologi Islam itu
sendiri. Penguatan peranan wakaf lahir dari acuan konsep Islam yang berpegang
kepada keyakinan, selain itu pelaku penguatan peranan wakaf ialah manusia.
Institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang dapat memberi
manfaat sosial ekonomi yang tinggi kepada umat. Berbagai cara dan sistem
pengelolaan institusi wakaf yang efektif di berbagai negara Islam pada masa ini dan
pada masa lampau perlu dicontohkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disokong
oleh tingkat kesadaran, kecemerlangan inisiatif dan kreativitas yang dinamis semua
pihak terutama nazhir wakaf agar pemberdayaan institusi ini dapat ditingkatkan ke
arah yang lebih produktif.
Sehubungan dengan wakaf tanah di Kecamatan Tellu Siattinge, nazhir
sebagai pengelola adalah Imam Desa setempat dan hal ini sesuai dengan tujuan dari
tanah diwakafkan, sehingga perlu diadakan pelatihan khusus kepada Imam Desa
terkait wakaf, yaitu diantaranya bagaimana bentuk wakaf dapat dijaga serta
53Abdurraahmat Fathoni, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
h. 91.
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bagaimana tanah wakaf tersebut dapat dikelola secara maksimal dan harta wakaf
dapat berkembang dan dirasakan oleh masyarakat.
Pembinaan terhadap nazhir dalam hal ini kepada Imam Desa wajib dilakukan
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika
dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas
nazhir. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan
perwakafan dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun
kegiatan lainnya.
Berkaitan dengan masih tergolongnya nazhir tradisional-konsumtif wakaf
tanah di Kecamatan Tellu Siattnge, maka penulis lebih mengedepankan agar tanah
wakaf tersebut dikelola oleh sebuah lembaga atau orang yang dianggap yang
memiliki skill dan profesionalitas yang dapat menunjang peningkatan produktivitas
tanah wakaf sehingga harta wakaf dapat berkembang.
e. Merubah Tujuan Wakaf dari Wakaf Khusus (Imam Desa) ke Wakaf Umum
(Maksyarakat)
Salah satu konsep sumber daya ekonomi, apabila dikaitkan dengan tanah
merupakan natural resources. Harta wakaf sebagai lembaga sosial Islam, pada
hakikatnya merupakan sumber daya ekonomi, yang tidak hanya untuk kegiatan-
kegiatan tertentu tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.
Dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dan tujuan dari
wakaf, maka hendaknya harta wakaf tersebut diperuntukkan kepada masyarakat dan
bukan  kepada beberapa orang tertentu. Tanah wakaf di Kec. Tellu Siattinge adalah
tanah yang diperuntukkan kepada Imam Desa, sehingga dampak ekonomi yang
diberikan dari hasil pengelolaan tanah wakaf hanya dirasakan oleh Imam Desa
145
sendiri dan kurang memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat. Menurut
peneliti, hendaknya peruntukan tanah wakaf tersebut lebih bermanfaat bila
diperuntukkan kepada masyarakat dengan alasan subtansi wakaf adalah memberikan
manfaat untuk kepentingan umum dan tidak terbatas untuk keluarga dan kerabat
terdekat.
Tantangan ke depan adalah bagaimana ide-ide terus digalakkan untuk
membangun sebuah kesadaran akan pentingnya keadilan sosial Islam dalam rangka
pemberdayaan umat, khususnya di kalangan masyarakat yang majemuk seperti
Indonesia. Satu hal yang perlu dipahami adalah kurangnya pembahasan mengenai
strategi pencapaian keadilan sosial dalam pengelolaan wakaf. Meskipun banyak
wacana tentang wakaf produktif, tapi masih belum bergeser dari fungsi keagamaan
dan santunan semata. Padahal, sebuah perubahan sosial ke arah yang lebih adil tidak
cukup diselesaikan dengan santunan dan slogan semata, akan tetapi butuh strategi
dan tindakan nyata.
Prospek ekonomi harta wakaf diyakini semakin baik lagi jika hasil-hasil
kajian para ahli pembangunan Islam tentang harta wakaf diaplikaskan pada tempat
dan kondisi yang memungkinkan. Beberapa kebijakan yang pernah dilakukan
Rasulullah dan para sahabat dijadikan sebagai asas dan contoh ke arah peningkatan
prospek ekonomi harta wakaf yang ada. Kebijakan yang dimaksud antara lain
berkaitan dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf
pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajamen wakaf,
dan sebagainya selagi tidak bertentangan dengan kehendak hukum Islam.
f. Bantuan Modal
1) Memfasilitasi Jalinan Kemitraan Investasi Wakaf Produktif
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Sebagai motivator dan fasilitator, pemerintah dalam berbagai event dalam
rangka untuk kemitraan usaha dengan para calon investor di beberapa daerah dalam
pemberdayaan wakaf secara produktif. Aset-aset wakaf sangat cukup besar untuk
dikembangkan dengan mengajak beberapa lembaga pihak ketiga yang tertarik dalam
pengembangan wakaf untuk memaksimalkan peran sosial-ekonomi wakaf untuk
kesejahteraan umum. Karena itu, diperlukan strategi riil agar tanah wakaf
diberdayakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Strategi riil dalam
mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah dengan kemitraan.
Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana
wakaf tersebut, perlu diarahkan model pengelolaan dana kepada sektor usaha yang
produktif dengan lembaga usaha atau perorangan yang memiliki reputasi baik.
a) Lembaga perbankan syari’ah atau lembaga keuangan syari’ah lainnya sebagai
pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada
pihak nazhir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui
studi kelayakan oleh pihak bank.
b) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa
keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain diluar wakaf yang
memiliki perhatian besar terhadap pengembangan benda wakaf yang dianggap
strategis.
c) Investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan
berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada.
d) Lembaga perbankan internasional yang cukup peduli dengan pengembangan
tanah wakaf di Indonesia.
e) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan
ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.
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2) Memanfaatkan Donasi Perusahaan
Setiap perusahaan, pada umumnya memiliki program amal, yang biasanya
dikemas dalam berbagai program kemanusiaan, kesehatan, beasiswa dan lain-lain.
Lembaga-lembaga sosial, termasuk juga nazhir wakaf, dapat bekerjasama dengan
perusahaan yang mempunyai program tersebut untuk pemberdayaan harta benda
wakaf yang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Situasi perubahan dan pergeseran paradigma pada lingkungan bisnis
mendorong setiap organisasi perusahaan agar mampu memberikan kontribus positif
bagi stakeholdernya. Kesuksesan perusahaan baik swasta maupun pemerintah tidak
hanya ditentukan oleh keberhasila bisnisnya dalam meraih keuntungan financial,
akan tetap juga dalam pemenuhan sosial sehingga pelaksanaan bisnis yang
bertanggung jawab semakin diperlukan oleh pihak sektor swasta maupun sektor
pemerintah.
3) Infak
Selain 2 (dua) bentuk bantuan modal yang telah disebutkan diatas, dapat pula
berupa infak dari umat Islam. Hal ini dapat terjadi bila kesadaran masyarakat
khususnya  umat Islam meyakini betapa pentingnya pengembangan wakaf demi
kesejahteraan umat. Unsur infak yang dimaksudkan adalah kerelaan umat Islam
untuk menyisihkan sebagian hartanya berapapun untuk pengembangan modal harta
wakaf.
g. Istibdal Harta Wakaf
Salah satu cara agar wakaf bisa menjadi produktif adalah dengan melakukan
praktik istibda>l wakaf. Maqa>sid al-syariah dari istibda>l wakaf adalah manfaatnya
yang terus mengalir dan memberikan kesejateraan umat. Dengan melihat realita
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umat muslim Indonesia yang masih dibawah sejahtera. Istibda>l wakaf sangat relevan
dengan kebutuhan umat. Apalagi kalau melihat data yang ada bahwa sebagian besar
wakaf yang ada di Indonesia adalah berbentuk fix asset khususnya tanah.
Sesungguhnya praktik istibda>l wakaf bukanlah hal yang bertentangan dengan
syariah, karena para ulama berbagai mazhab pun sudah membahasnya dan sampai
pada membolehkan praktek tersebut. Salah satu yang menjadi kendala
pengembangan wakaf produktif di Indonesia adalah sebagian besar masyarakat
Indonesia masih memegang teguh pendapat mazhab Syafiiyah. Padahal sebagian
ulama penganut mazhab Syafiiyah pun banyak yang membolehkan.
Di beberapa daerah di Indonesia, telah banyak dilakukan istibda>l wakaf, hal
ini dilakukan agar tanah wakaf tersebut lebih berproduktif. Istibda>l dapat dilakukan
berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 penukaran tanah wakaf dapat dilakukan asal
mendapatkan izin dari Menteri Agama berdasarkan rekomendasi dari BWI.
Berkaitan dengan tanah wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge, terletak cukup jauh
dan tidak adanya sarana transportasi yang dapat menunjang karena tidak adanya
akses jalan menuju tanah wakaf dan sulitnya pengairan untuk pertanian, karena itu
jika tidak ditukar maka tanah wakaf tersebut susah untuk dikembangkan sesuai
dengan peruntukan.
Istibda>l sangat relevan sengan kondisi tanah wakaf di Kec. Tellu Siattinge,
atas dasar pertimbangan bahwa:
1. Kondisi lahan yang belum memungkinkan memberikan kontribusi yang
besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, karena lahan
sebagian besar berada di lokasi yang jauh dari sumber pengairan dan jauh
dari pemukiman masyarakat.
149
2. Besarnya peluang harta wakaf untuk dikelola dengan bentuk pengelolaan
selain persawahan, seperti ruko, lahan pengeringan gabah, dan sebagainya.
3. Kurangnya hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang selama ini diterapkan
di Kec. Tellu Siattinge, sehingga dengan menukar tanah wakaf dengan
tanah yang strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi
memungkinkan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap
peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.
4. Efisiensi biaya dapat terjadi bila istibda>l diterapkan, karena selama ini
biaya yang diperlukan untuk menghasilkan beras membutuhkan biaya yang
besar.
Dalam penyusunan rencana dan program pemberdayaan wakaf produktif,
nazhir perlu bekerjasama dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Kantor
Kementerian Agama setempat. Tanah wakaf yang akan dijadikan lokasi proyek
haruslah berada di lokasi yang strategis dan cukup luas serta telah terdaftar pada
kantor pertanahan setempat. Selanjutnya, nazhir dengan dukungan pemerintah
daerah dan instansi terkait mengadakan studi kelayakan serta menyusun bisnis plan
dan proposal proyek. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan wakaf produktif
tersebut, nazhir perlu membangun sinergi dan melakukan sinergi dan melakukan
koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan pemerintah daerah, kantor kementerian
agama, badan wakaf Indonesia, organisasi keagamaan, kantor pertanahan dan
instansi teknis terkait, investor dan bank syariah, lembaga pendidikan lembaga






Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan tellu
Siattinge, maka gambaran tentang Kontribusi Tanah Wakaf Produktif sebagai
Sumber Ekonomi Umat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, penulis akan
kemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge adalah berupa
persawahan yang dikelola oleh Imam Desa setempat. Hasil dari tanah
tersebut yang berupa padi, sebagai upah/imbalan kepada imam desa yang
telah mengabdi kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, yang oleh
masyarakat disebut akkinanrengenna imangnge. Imam selaku nadzir
melakukan akad muzara’ah dengan keluarga dan orang-orang yang dianggap
kurang mampu. Ditinjau dari macam-macam wakaf berdasarkan cakupan
tujuannya, maka tanah wakaf tersebut merupakan wakaf khusus.
2. Tanah wakaf produktif di Kecamatan Tellu Siattinge belum memberikan
kontribusi yang maksimal sebagai sumber ekonomi umat. Kontribusi tanah
wakaf produktif dapat dilihat dari hasil wawancara bersama informan dengan
hasil 4 informan yang menyatakan memberikan kontribusi dan 26 informan
yang menyatakan tidak memberikan kontribusi. Selain itu, kontribusi tanah
wakaf produktif dapat dilihat dari pendapatan dan pengeluaran rata-rata
perkapita sebulan keluarga Imam Desa, dengan rincian kontribusi tanah
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wakaf produktif kepada pendapatan Imam Desa sebesar 3,95% dan 14, 12%
terhadap pengeluaran rata-rata perkapita sebulan keluarga Imam Desa.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi tanah wakaf di Kecamatan
Tellu Siattinge adalah pengelolaan tanah wakaf yang masih tradisional,
sengketa status tanah wakaf, kondisi dan lokasi tanah yang jauh dari
pemukiman, tujuan wakaf, nadzir (pengelola wakaf) yang kurang
berkompeten, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif.
Upaya peningkatan kontribusi tanah wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge
adalah penyelesaian sengketa wakaf, sosialisasi, peningkatan kualitas nadzir,
merubah peruntukan harta wakaf, bantuan modal dengan memfasilitasi
jalinan kemitraan investasi wakaf produktif dan memanfaatkan donasi
perusahaan, istibda>l harta wakaf, perubahan pengelolaan tanah wakaf.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau
rekomendasi kepada pihak yang berkompeten demi peningkatan kontribusi tanah
wakaf.
1. Melalui tanah wakaf produktif diharapkan mampu menjadi salah satu solusi
dalam menyelesaikan masalah ekonomi, terutama yang berkaitan dengan
peningkatan kesejahteraan umat.
2. Bagi Kementrian Agama Kabupaten Bone, agar hasil penelitian ini dapat
dijadikan masukan atau acuan pengambilan kebijakan dalam rangka
meningkatkan kontribusi tanah wakaf produktif sebagai sumber ekonomi umat.
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